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Universitas Airlangga

Abstract

Capital Market is a part of financial market, bessdmoney market which has essential role
for national development, and specifically becomeding alternative for small-medium
business. Securities in Indonesia have been dewglspce 1980 after economic deregulation
in financial field. This regulation brings some duggs in Indonesia’s financial market
development, in terms of securities as a resudlbhahcial market development. Capital market
instrument can be divided into bonds and stockstiegulin this research, the writer focuses
the research on capital market instruments in trenfof Medium Term Notes (MTN). Unlike
bonds, there are no regulations that have beenladgd until now about Medium Term Notes.
So that in this research, the focus is to discegallissues, namely the legal relationship of the
parties in the Medium Term Notes sale and purchegeement and the form of legal
protection for investors holding Medium Term NofEsis research uses normative research
method because this research tries to review legams, examining all constitutions and
regulations which related to views and doctrinesaws. And the writer's main objective in
this research is was to analyze the legal consioacof the Medium Term Notes sale and
purchase agreement and analyze the form of legskption against buyers of Medium Term
Notes. From this research, it is expected to cbntg ideas in the field of law, especially in
capital market legal disciplines and used to pré\aerd resolve legal problems that will arise
in connection with the Medium Term Notes. Hopethily journal can bring benefits, adding
broader insight to readers.

Key Words: capital market, Medium Term Notes, Bonds.

Abstrak

Surat berharga di Indonesia berkembang mulai tdB80 setelah adanya deregulasi ekonomi
dalam bidang keuangan. Aturan ini membawa perubdegada berkembangnya pasar
keuangan di Indonesia dimana surat berharga meanpsddah satu bentuk pengembangan
pasar keuangan. Instrumen pasar modal dapat diedaks surat berharga yang bersifat utang
(bonds atau obligasi) yang merupakan bukti pengakuangutdari perusahaan dan surat
berharga yang bersifat pemilikaegiityatau saham) yang merupakan bukti penyertaan modal
dalam perusahaan. Dalam penelitian ini, penyusumfoleiskan penelitian pada instrumen
pasar modal berupdedium Term Note@MTN). Berbeda dengan Obligasi, untuk instrumen
MTN sampai dengan saat ini masih belum ada pergatya. Sehingga dalam penelitian ini,
memfokuskan untuk membahas permasalahan hukumhydittngan hukum para pihak dalam
perjanjian jual beli MTN dan bentuk perlindungarktwn terhadap Investor pemegang MTN.

1
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Penelitian ini menggunakan metode penelitian nafrdéarenakan penelitian ini mencoba
untuk mengkaji norma hukum yang menelaah semua ndpadadang dan regulasi yang
bersangkut paut dan beranjak dari pandangan-paadarmian doktrin-doktrin  yang
berkembang dalam ilmu hukum. Sasaran penyusun dakanelitian ini adalah untuk
menganalisis konstruksi hukum perjanjian jual Bé&dium Term Noteslan menganalisis
bentuk perlindungan hukum terhadap pemié&dium Term NotesDari Penelitian ini
diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidemghukum khususnya dalam disiplin
ilmu hukum pasar modal dan digunakan untuk mencegeh menyelesaikan permasalahan
hukum yang akan timbul berkaitan denddedium Term NotesSemoga penelitian ini dapat
menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah waWwagapembacanya.

Kata Kunci: Pasar modalMedium Term NotesQbligasi.

A.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Pasar modal merupakan salah satu bagian dari kasanganf{nancial markey,

disamping pasar uangipney markét yang sangat penting peranannya bagi pembangunan
nasional pada umumnya, khususnya bagi pengembahgaa usaha sebagai salah satu
alternatif sumber pendanaan eksternal oleh perasalRasar modal memberikan peluang
kepada masyarakat dan dunia usaha untuk melakukesstasi baik investasi jangka
pendek, menengah maupun jangka panjang. Dalam grddadang Nomor 8 Tahun 1995
Tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut dengaratgtndang Pasar Modal), Pasar
Modal didefinisikan sebagai kegiatan yang bersatagkulengan Penawaran Umum dan
perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkdéagan Efek yang diterbitkannya,
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengak’Bferkembangan pasar modal di
Indonesia sendiri membawa dampak yang positif teapgerekonomian Indonesia dimana
pasar modal memiliki peranan yang sangat pentitapdauatu Negara, antara l&in:

a. Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara peindeigan penjual, untuk
menentukan harga saham atau surat berharga yagrjudipelikan;

! Pasar Uang adalah bagian dari sistem keuangan yemsgngkutan dengan kegiatan perdagangan,
pinjam-meminjam, atau pendanaan berjangka pendegaalengan 1 (satu) tahun dalam mata uang Rupiah d
valuta asing, yang berperan dalam transmisi ke&ijakioneter, pencapaian stabilitas sistem keuangan d
kelancaran sistem pembayaran. (Peraturan Bank éstonNomor 18/11/PBI/2016 tentang Pasar Uang,
sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Negara Remaonesia Tahun 2016 Nomor 148 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5909).

2 Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengaktesmy, surat berharga komersial, saham, obligasi,
tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Invedfadektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setitgpivatif
dari Efek. (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang NomoaBum 1995, selanjutnya disebut Undang-Undang Pasar
Modal).

3 SunariyahPengantar Pengetahuan Pasar Modal Indong€§lat. 2, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta,
2000, him. 7-8.
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b. Pasar modal memberikan kesempatan kepada paraonuesuk memperoleh
hasil feturn) yang diharapkan. Keadaan tersebut akan mendgemngahaan
(emiten) untuk memenuhi keinginan para investoukintemperoleh hasil yang
diharapkan;

c. Pasar modal memberikan kesempatan kepada invegigt menjual kembali
saham yang dimiliki atau surat berharga lainnya,;

d. Pasar modal menciptakan kesempatan kepada madyardidla berpartisipasi
dalam perkembangan suatu perekonomian;

e. Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transakat berharga.

Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas suraérpga yang bersifat utang
(bondsatau obligasi) yang merupakan bukti pengakuangutkri perusahaan dan surat
berharga yang bersifat pemilikaeg(ity atau saham) yang merupakan bukti penyertaan
modal dalam perusahaémari sisi jangka waktu, surat utang dibedakanrargarat utang
jangka pendek dan surat utang jangka menengah algang. Di Indonesia, surat utang
jangka pendek dengan jangka waktu sampai dengartadatn merupakan instrumen yang
diperdagangkan di pasar uang dan tunduk pada ketemukum yang dikeluarkan oleh
Otoritas pasar uang, yaitu Bank Indonesia. Sedangleat utang yang berjangka waktu
lebih dari satu tahun merupakan instrumen pasaahtah tunduk pada ketentuan hukum
yang dikeluarkan oleh Otoritas pasar modal (BadamgBwas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangart,yang sejak tahun 2013 beralih menjadi Otoritaa Kasiangaf).

Jenis-jenis surat utang jangka pendek bervarigarasatu Negara dengan Negara

lain dan pada umumnya yang paling popular dikesehs luas adalafreasury Not€,

4 Mohammad Irsan NasarudiAspek Hukum Pasar Modal Indoneszet. 4, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2007, him. 181.

5 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuaraansglanjutnya disingkat menjadi Bapepam
— LK, merupakan lembaga yang memiliki tugas pendingengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan
pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptangétan pasar modal yang teratur, wajar dan efiseta
melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. §ogdJndang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasar Modal, sebagaimana diundangkan dalarbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoh&sizor 3608).

6 Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disir@Rkt adalah lembaga yang independen dan bebas
dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fyngsggas dan wewenang peraturan, pengawasan,
pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimakslaghddndang-Undang ini. (Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Basangan sebagaimana diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111T@embahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5253).

" Treasury Note is a note or bill issued by the tregsiepartment by the authority of the United State
government, and circulating as money. Henry Camlack, M.A., Black’s Law Dictionary, Revised Ftur
Edition, West Publishing Co., St. Paul Minnesbla).1749. (selanjutnya disebBlack’s Law Dictionary).
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Central Bank Bills(jika di Indonesia seperti Sertifikat Bank Indoi@@satau Sertifikat
Deposito Bank Indonesis Commercial Paper§€Bankers acceptancé.Sedangkan surat
utang jangka menengah dikenal denlyedium Term Note@TN) dan surat utang jangka
panjang dikenal dengan obligako(d.

Karakteristik Obligasi dengan MTN hampir sama, narMir'N memiliki jangka
waktu yang relatif lebih pendek daripada obligasi ditawarkan dengan bunga/kupon yang
lebih besar daripada obligasi. Selain itu, MTN tefdeksibel dalam proses penerbitannya
daripada obligasi karena penerbit tidak perlu mpatkan izin terlebih dahulu dari pihak
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Produk ini sengajerldikan oleh perusahaan yang
memerlukan dana cepat yang periodenya lebih petaigbada obligasi. Sebagai salah satu
produk investasi di pasar modal, banyak perusahgamy berkepentingan untuk
menerbitkan MTN karena sifat struktur MTN itu sengiang dianggap cukup menarik,
diantaranya tingkat suku bunga yang fleksibel @#atif lebih rendah dari suku bunga kredit
perbankan. Proses penerbitan MTN yang tidak temaiuit jika dibandingkan dengan
prosedur pengajuan kredit perbankan maupun peaerbiiligasi juga menjadi daya tarik
tersendiri bagi perusahaan yang sedang membutuw#m Proses penerbitan MTN tidak
memerlukan penawaran umum sehingga emiten tiddk penyiapkan dokumen-dokumen
hukum secara lengkap setiap kali akan menerbitkaN Beperti dalam penerbitan obligasi.
Dapat dikatakan penerbitan MTN menjadi cara yarijmgafisien untuk mengeluarkan

surat utang jangka pendek baik dari segi waktu puadiaya.

8 Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya dis&it adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah
yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pamgalkutang berjangka waktu pendek. (Pasal 1 angka 7
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/12/PBI/2016 tent@perasi Moneter sebagaimana diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nob7@ dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5919).

9 Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjatdisebut SDBI adalah surat berharga dalam mata
uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonedimgai pengakuan utang berjangka waktu pendek yapaf d
diperdagangkan hanya antar-Bank. (Pasal 1 angkéd3,

10 Commercial Papeadalah surat sanggup tanpa jaminan yang diterbjikausahaan bukan bank atau
perusahaan efek, berjangka waktu pendek dan digendéan dalam sistem diskonto. (Surat KeputusaekBir
Bank Indonesia Nomor 28/52/KEP/DIR tanggal 11 Agsst995).

11Banker’s acceptancdidefinisikan oleh Bank Indonesia sebagai WesepEk Berjangka (WEB) yang
merupakan wesel ekspor yang diterbitkan oleh ekispgfang memiliki jangka waktu tertentu dan telah
diakseptasi oleh bank pengaksep di luar negerraf@an Bank Indoneaia Nomor 10/34/PBI/2008 tentang
Transaksi Pembelian Wesel Ekspor Berjangka oletk Basionesia sebagaimana diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 195I@embahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4942).
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Adapun beberapa keuntungan dan pertimbangan Edatam menerbitkan MTN
adalah sebagai berikta:

a. Tidak adacontrolling interestmaupun campur tangan pemilik dana atau
investor pembeli MTN terhadap perusahaan Emiten;

b. Akses pinjaman atau kredit Emiten ke Perbankarh telalebihi batasan atau
limit kredit dari Bank-bank yang menjadi Kreditumiien, sehingga Emiten
tidak bisa lagi memperoleh tambahan kredit darikBsdangkan Emiten sangat
membutuhkan dana investasi untuk ekspansi usahanya;

c. Besaran suku bunga MTN biasanya dibawah suku buregit perbankan,
sehingga Emiten dapat memperkecil biaya operasigaal

d. Jangka waktu MTN dapat disesuaikan dengan arugckakflow dari Emiten,
misalnya untuk kebutuhan dana sekitar 1 (satu) at@lua) tahun diterbitkan
MTN dengan jangka waktu 1 (satu) atau 2 (dua) tatam bahkan lebih panjang
hingga 5 (lima) tahun.

MTN ini merupakan instrumen investasi berpendapattap f{ixed income
securitie3 yang mirip dengan Deposito, hanya saja berbeldadaaktu pembayaran bunga
dan jangka waktunya. Jangka waktu dalam Depositg #asanya ditawarkan perbankan
kepada Nasabahnya terbagi dalam 1 (satu) bulan@ga3bulanan, 6 (enam) bulanan dan
1 (satu) tahun, sedangkan MTN biasanya berjangk#ula(satu) sampai dengan 5 (lima)
tahun. Dalam MTN, untuk pembayaran suku bungank@n@il dengan istilah kupon yang
biasanya telah ditetapkan dan diumumkan diawal paalsa penawaran yang dibayarkan
secara rutin setiap 3 (tiga) bulan atau 6 (enar@nbsekali.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penting dilakupangkajian tentang
pengaturan prosedur dan mekanisme pelaksanaanbpeneMTN di Indonesia, risiko-
risiko yang ada dari MTN sebagai produk investeaiakteristik perjanjian jual beli MTN,
hubungan hukum para pihak dalam MTN beserta pentigdn hukum terhadap investor
pembeli MTN apabila terjadi kerugian akibat ristg@gal bayar dari pihak penerbit MTN.
2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentKagakteristik Perjanjian Jual
Beli Medium Term Note@MTN) dengan fokus padaubungan hukum para pihak dalam
MTN beserta perlindungan hukum terhadap investorqeh MTN apabila terjadi kerugian

akibat risiko gagal bayar dari pihak penerbit MTN.

2. Manfaat Penditian

2 man Syahputraiukum Pasar ModalHaevarindo, Jakarta, 2011, him. 270
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Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan bergubagi pengembangan hukum
Bisnis. Dari segi praktis penelitian ini diharapkaepat berguna bagi praktik hukum dan
penegakan hukum mengenai penanganan kasus ataaspéahan-permasalahan hukum

yang berkaitan dengan Perjanjian Jual Bddium Term Note@TN).

3. Metode Pendlitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normgéftu penelitian terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder yang tafdiriperaturan perundang-undangan
dan regulasi yang berlaku dan berkaitan dengan latastalam yang sedang diteliti
bertujuan mencari pemecahan atas isu hukum yamgkiddalamnya, sehingga hasil yang
dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apg geyogyanya atas isu hukum yang
diajukan. Pendekatan yang digunakan adalah peratek@rundang-undangastgtute
approacl), pendekatan konseptuatoficeptual approagh dan pendekatan kasusage
approach).’® Metode analisis bahan hukum didasarkan pada baliamhprimer berupa

perundangan-undangan dikumpulkan dengan metodetarigasi dan kategorisasi.

B. PEMBAHASAN

1. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Medium Term Notes
(MTN)
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/PB®015 tentang

Investasi Dana Pensidf,Medium Term Notestau yang disingkat MTN didefinisikan
sebagai surat utang yang diterbitkan oleh perusadaa memiliki jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun serta terdaftar di Kuato@entral Efek Indonesia (KSEP).
MTN merupakan surat berharga yang menunjukkan babeveerbit MTN meminjam
sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kbamjuntuk membayar bunga secara
berkala dan kewajiban melunasi pokok utang padauwg&ng telah ditentukan kepada
pihak pembeli MTN tersebut. Berdasarkan uraiasetaut, MTN merupakan surat berharga

13 peter Mahmud MarzukPenelitian HukumKencana Prenada Media Groupkarta, 2005him. 113

“peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2@ntang Investasi Dana Pensiun
sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Negara Repudonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5692

15 KSEI atau PT Kustodian Sentral Efek Indonesia mekap perseroan yang telah memperoleh izin
usaha dari Bapepam untuk menyelenggarakan kegiatdra sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
(Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indaaé&omor: KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tentang Perubahan
Peraturan Jasa Kustodian Sentral).
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yang bersifat utang dan termasuk ke dalam jenit sanggup atau promes maka dalam
penelitian ini digunakan teori-teori terkait dendarkum surat berharga, baik dari definisi
surat berharga sebagai surat bukti tuntutan utangppwa hak dan mudah diperjualbelikan.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undangaifleab merumuskan
pengertian surat berharga yaitu “Surat Berhargdahdsurat pengakuan hutang, wesel,
saham, obligasi, sekuritisasi kredit, atau setiapvdtifnya, atau kepentingan lain, atau
suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yamignaliperdagangkan dalam pasar modal
dan pasar uang”. Jadi secara sederhana suratrdeertiapat diartikan sebagai suatu
dokumen atau surat yang didalamnya memuat suatin@ggapan, janji, atau perintah tidak
bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentua padktu tertentu pula, yang
diperuntukkan sebagai alat pembayaran atau jandiaaiserta dibuat dengan sengaja untuk
dapat diperjualbelikan atau diperdagangkan. Peta@rlpembelian maupun penjualan surat
pengakuan hutang juga menjadi kegiatan usaha gexbamelalui pasar uang maupun pasar
modal. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 hurufrcdleindang-Undang Perbankan.

Surat Berharga adalah surat yang oleh penerbiteggaga diterbitkan sebagai
pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang beeuplbaparan sejumlah uang tetapi
pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunaata uang melainkan dengan
menggunakan alat bayar ldfh.Alat bayar yang dimaksud berupa surat yang dirdaya
mengandung suatu perintah kepada pihak ketigapatawataan sanggup untuk membayar
sejumlah uang kepada pemegang surat terdéBeaingan diterbitkannya surat tersebut oleh
penerbit, maka pemegang surat memiliki hak untukperoleh pembayaran dengan jalan
menunjukkan dan menyerahkan surat itu kepada phletiga atau kepada pihak yang
menyanggupi tersebut. Dengan kata lain, pemegarag su mempunyai hak tagih atas
sejumlah uang yang tersebut di dalamnya.

Hak tagih itu kemudian dapat dialihkan kepada pemgdperikutnya, baik dengan
cara penyerahan suratnya dari tangan ke tanganumadgngan cara membuat suatu
pernyataan atau akta pada surat itu untuk kemwdigat itu diserahkan kepada pemegang

surat berikutyd® Fungsi sebagai alat untuk memindahkan hak tagiatddiartikan bahwa

16 Abdulkadir Muhammad;lukum Dagang Tentang Surat-Surat Berhai@#ra Aditya Bakti, Bandung,
1998, him. 5.

7 1bid.
18 |bid.
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surat berharga tersebut dapat diperjualbelikan digindahtangankan kepada pemegang
berikutnya setiap saat apabila dikehendaki olehggamgnya. Pemindahtanganan itu cukup
dengan menyerahkan suratnya saja atau dengan si@mulketerangan pada surat itu bahwa
hak tagihnya dipindahkan kemudian ditandatangani @laerahkan. Cara peralihan hak
tagih itu dapat diketahui dari klausula yang teedaalam surat berharga iu apakah klausula
atas unjuk atau atas pengganti.

Sehingga perikatan dasar menjadi latar belakaegaititannya surat berharga oleh
penerbit sebagai pemenuhan isi perjanjian. Apalpdéemegang surat berharga itu
mengalihkan kepemilikannya kepada pemegang begigutmaka timbul pertanyaan
apakah yang menjadi dasar hukum surat berharggbtdrmengikat antara penerbit dengan
pemegang yang bukan meruapakan pemegang pertamd d@apat empat teori yang
membahas permasalahan tersebut, yaitu:

a. Teori kreasi atau penciptaacréatietheorig;*

b. Teori kepantasamddelijkheid stheorig?

c. Teori perjanjian gvereenkomsttheolig?

d. Teori penunjukanvertoningstheorig??

Secara rinci, berikut disampaikan beberapa perlpeplaleok antara MTN dengan
Obligasi yang diambil dari berbagai sumber:

No Obligasi Medium Term Notes (MTN)
1 | Surat Utang yang memiliki jangk&urat Utang yang memiliki jangka waktu
waktu menengah hingga relatipendek hingga menengah (umumnya tigak

(umumnya diatas 3 tahun) lebih dari satu sampai dengan lima tahun)
2 | Memerlukan pernyataan efektif dafidak memerlukan pernyataan efektif dari
OJK OJK

3 | Setelah  memperoleh  pernyatadenawaran kepada investor dilakukan
efektif, penawaran obligasi dapaerbatas yaitu ditawarkan maksimal
dilakukan sekaligus atau berkelanjutadrepada 100 (seratus) pihak atau cglon
(sesuai persetujuan yang diberikan alévestor dan realisasi investor kurang dari
0JK). 50 (lima puluh) pihak serta penerbitannya
Penawaran dilakukan melaludapat dilakukan sesuai dengan proyek
penawaran umum  (tidak adgang ditawarkan (tanpa penawatan
pembatasan investor) umum)

19bid., him. 16
20 |bid., him. 17
21 |bid.

2 bid., him. 18
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4 | Dokumentasi lebih kompleksDokumentasi lebih sederhana dan waktu
mengikuti ketentuan pasar modaglenerbitan  9elative lebih  mudah
sehingga bagi penerbit memerlukasisesuaikan dengan kebutuheash flow
biaya yang lebih besar penerbit

5 | Wajib didaftarkan di KSEI sehinggalidak wajib didaftarkan di KSEI
lebih aman diperdagangkan di pasar
sekunder tanpa warkat
(scriptless/paperle$s

6 | Wajib dicatatkan di Bursa EfekTidak wajib dicatatkan di Bursa Efek
sehingga lebih likuid sehingga relative kurang likuid

7 | Rating surat berharga wajib ada Rating suratdvgehtidak wajib ada

8 | Laporan keuangaraudited terakhir| Laporan keuangaauditedterakhir dann-
yang tidak boleh lebih dari 6 bulan dahouse (unaudited terakhir serta tida
tanggal efektif OJK dan diperlukardiperlukan comfort letter dari Kantor
comfort lettef® dari Kantor Akuntan Akuntan Publik
Publik

9 | Kupon obligasi cenderung lebih rendakupon  MTN umumnya lebih tinggi,
karena jumlah investor tidak dibatadiarena jumlah investor terbatas, pro
dan Penerbit sudah mengeluarkgenerbitan lebih pendek dan lebih
biaya yang lebih besar seltaehingga biaya yang dikeluarkan Peng
memerlukan proses yang lebih panjargbih murah

Dalam melakukan penerbitan MTN, tidak terlepas deferapa pihak yang
berperan antara lain:
a. Emiten

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pasar Modal menslk&iniEmiten sebagai pihak yang

melakukan penawaran umum. Secara sederhana, Efapandisebut juga sebagai pihak

yang membutuhkan dana sehingga berhutang pada jpeviibd. Dapat dikatakan

Emiten tidak memilikimoney in casltau uang tunai sehingga harus berhutang.

b. Penjamin Emisi Efek

Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Pasar Modal menarewdlefinisi atas Penjamin

Emisi Efek yaitu “pihak yang membuat kontrak dendamiten untuk melakukan

penawaran umum bagi kepentingan Emiten dengartatpa kewajiban untuk membeli

Letter.

23 Comfort Letteradalah surat yang dibuat oleh Akuntan yang mehkgatada atau tidaknya fakta
material yang terjadi setelah tanggal laporan kgaarterakhir sampai dengan menjelang tanggal &fghti

Pernyataan Pendaftaran yang dapat mengakibatkabgyem signifikan atau membahayakan posisi keuangan
atau hasil usaha sebagaimana disajikan dalam laetsngan yang dilampirkan sebagai dokumen Perayat
Pendaftaran dan dimuat dalam Prospektus. Peratdoamor VIII. G.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-41/PM/1996 tangbahtuari 1996 tentang Pedoman PenyusQaanfort
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sisa Efek yang tidak terjual’. Penjamin Emisi Efakrupakan mediator antara Emiten
dengan calon Investor. Tugas utama Penjamin Enaisind penerbitan Efek adalah
mengusahakan agar penjualan Efek kepada calortémesjalan dengan lancar dengan
harapan semua Efek terjual kepada Investor. Dakgratan ini, dikenal beberapa jenis
dan cara penjaminan emisi sebagai berikut:

1) Kesanggupan penufu{l commitment underwriting
Perjanjian emisi efek dimana penjamin emisi efekngil@at diri untuk
menawarkan efek kepada masyarakat dan akan mergatheli sisa efek
yang tidak laku terjual dengan harga yang samaatehg@rga penawaran
pada pasar perdana.

2) Kesanggupan terbaib¢st effort commitment
Penjamin emisi efek akan berusaha semaksimal mumggnjual efek yang
diterbitkan oleh Emiten. Apabila dalam penawaramunomdi pasar perdana,
terdapat sisa efek yang tidak laku terjual makalpipenjamin emisi efek
tidak wajib membelinya dengan mengembalikan siek gfng tidak terjual
kepada pihak Emiten.

3) Kesanggupan siagatandby commitment
penjamin emisi efek berusaha menawarkan efek semaksnungkin
kepada calon pemodal. Kemudian jika setelah masawsran umum di
pasar perdana terdapat sisa efek yang belum tesampai batas waktu
penawaran yang telah ditetapkan, maka penjamini exfdk memberikan
kesanggupan untuk membeli sisa efek tersebut deamyga tertentu sesuai
dengan perjanjian dengan Emiten yang besarnyanhtbaarga penawaran
pada pasar perdana.

4) Kesanggupan semua atau tidak sama seabr{none commitmet
Komitmen ini menyatakan jika efek yang ditawarkamyata sebagian tidak
terjual, maka penjualan efek tersebut dinyatakdal lsama sekali. Artinya,
bagian efek yang telah laku dipesan akan dibatglkajualannya dan semua
sisa efek dikembalikan kepada Emiten. Dalam kontekslikenal istilah
komitmen minimum atau maksimum. Penjualan efek yiateh mencapai
batas minimum penjualan yang telah ditentukan, npakgamin emisi efek
dapat meneruskan penawaran sampai dengan batasnmakgenjualan.
Akan tetapi, apabila dalam batas waktu tertentk gng belum terjual
belum memenuhi ketentuan jumlah minimum, maka @aju efek
dibatalkan.

3. Wali Amanat (ruste¢
Pengertian Wali Amanat menurut Pasal 1 angka 3@hgpdndang Pasar Modal adalah
“pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yaerifat utang”. Oleh karena
efek bersifat utang merupakan surat pengakuan wang bersifat sepihak dari pihak

Emiten dengan Kreditur yang jumlahnya lebih datusanaka perlu dibentuk suatu

2 |skandar Z. AlwiPasar Modal Teori dan Aplikastayasan Pancur Siwah, Jakarta, 20036 h.
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lembaga yang mewakili kepentingan seluruh Kredifuigas dan tanggung jawab Wali
Amanat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengaasss Rlodal dan Lembaga
Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 tentang Ketentuan uidmdan Kontrak
Perwaliamanatan Efek Bersifat utang adalah seltesyddut:

1) Mewakili kepentingan para pemegang efek bersifahgit baik di dalam
maupun di luar pegadilan sesuai dengan Kontrak &mmvanatan dan
peraturan perundang-undangan;

2) Mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok thmggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam poin a diatas sejaknu&t@gani Kontrak
Perwaliamanatan dengan Emiten, tetapi perwakileselb@it mulai berlaku
efektif pada saat efek bersifat utang telah diadidean kepada pemodal;

3) Melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkamtrak
Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitargan Kontrak
Perwaliamanatan

4) Memberikan semua keterangan atau informasi sehabundengan
pelaksanaan tugas perwaliamanatan kepada OJK.

4. Investor (Pemodal)

Investor sebagai pihak yang menginventarisasikaara di pasar modal, dengan cara
membeli efek yang bersifat utang maupun efek yamgitat ekuitas. Investor yang
terlibat dalam pasar modal Indonesia adalah investmestik dan asing, perorangan dan
institusi2®

5. Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan
Lembaga penyelesaian dan penyimpanan ini dilaksanaleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia (KSEI). Perusahaan ini berfungsagablembaga penyelesaian transaksi
dan penyimpanan efek yang diperjual-belikan baulalmebursa maupun di luar bursa.
Mengingat MTN tidak terdaftar di bursa, maka peagealan transaksi dilakukan oleh
masing-masing pihak yang bertransaksi dan berhwamlaggsung dengan KSEI untuk
proses perpindahan kepemilikan dan penyimpanan K&kl memberikan layanan jasa
penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek yatigutgenyimpanan efek dalam
bentuk elektronik, penyelesaian transaksi efek,iagdinasi rekening efek, distribusi
hasilcorporate actiordan jasa-jasa terkait lainngfa.

6. Profesi Penunjang Pasar Modal

% Gunawan Widjaja dan Jon@enerbitan Obligasi dan Peran serta Tanggung Jawéddi Amanat
dalam Pasar ModalKencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006,31m.

2 Tarmiden SitorusPasar Obligasi Indonesia: Teori dan PraktiRajagrafindo Persada, Jakarta, 2015,
him. 161.

11
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Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari AkunRarblik, Konsultan Hukum dan
Notaris. Akuntan publik merupakan profesi penunjgragar modal yang berfungsi
memeriksa kondisi keuangan Emiten serta membepkadapatnya tentang kelayakan
Emiten dalam menerbitkan efek. Konsultan Hukum ydihgnjuk oleh Emiten berperan
sebagalegal drafter and adviser
Menurut R. Soeroso, hubungan hukum adalah hubuagtara dua atau lebih
subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kbama pihak yang satu akan
berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yandg’latubungan hukum ini dapat
tercipta dari perikatan yang timbul dari perjanjegau Undang-Undang. Hubungan hukum
yang terjadi atas penerbitan MTN adalah hubung&ormemiten dengan Perusahaan Efek,
emiten dengan profesi penunjang, emiten dengastiovdan emiten dengan Wali Amanat
(jika penerbitannya menggunakan Wali Amanat).
Mekanisme perdagangan surat berharga di Indonapit terjadi melalui®
a. Pasar Primer

Merupakan kegiatan penawaran dan penjualan swaag wintuk pertama kali
pada saat penerbitan, yang dapat dilakukan bagka@enawaran umurnmitial
public offeringIPO) maupun penjualan langsurmgiyate placement

b. Pasar Sekunder

Merupakan kegiatan perdagangan surat berharga tghay dijual di pasar

primer baik melalui bursa atau non-bursa dan biésebut over the counter

Transaksi ini dapat berulang terus menerus diapta Investor. Perpindahan
efek dari tangan Investor Jual dan Investor Bekutii perubahan harga dari
efek yang diperdagangkan sesuai dengan harga yaapa#ati oleh kedua
belah pihak.

MTN merupakan surat berharga yang di dalamnya meprrayataan berutang
dari pihak penerbit kepada pemegang MTN dan memygnguntuk membayar atau
mengembalikan sejumlah pokok dengan bunga tertegibagaimana disebutkan dalam
surat utang itu. MTN pada prinsipnya adalah butds auatu prestasi dari penerbit kepada
pemegangnya sehingga antara Penerbit dengan pegnibijax terdapat suatu perikatan.
Perikatan tersebut mengakibatkan timbulnya kewajioguk melaksanakan suatu prestasi
pada pihak penerbit dan timbulnya hak pada pihakeggang MTN. Jadi, apabila orang
membeli MTN, berarti orang tersebut memberi pinjamaang untuk jangka waktu tertentu

dengan bunga tertentu dan pinjaman tersebut akayati lunas oleh pihak penerbit sesuai

27 R. SoerosoRengantar lImu HukugrSinar Grafika, Jakarta, 2001, him. 269.
28 Tarmiden SitorusQp. Cit him, 135.

12
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dengan jangka waktu yang tercantum dalam MTN. Sebeansekuensi dari konstruksi
bahwa perikatan penerbit dan pemegang MTN ada&akgtan pinjam-meminjam uang,
maka pemegang MTN merupakan Kreditur atas sejurakaig yang dipinjamkannya
kepada penerbit MTN.

Sedangkan penerbit merupakan debitur atas sejunaladp yang dipinjamkannya
kepada pemegang MTN. MTN pada dasarnya adalah -piatang®® Piutang sebagai
benda kalau dijadikan obyek Perjanjian Jual Belhagjaimana biasanya pihak penjual
selain harus melaksanakan kewajiban utamanya melakavering (penyerahan) juga
harus menanggungnya bahwa hak itu benar ada setmgaiyang dinyatakan oleh Pasal
1534 BW?3® Sehingga suatu efek dapat dipindahtangankan atamjadi suatu alat
pembayaran/transak®iSuatu efek biasanya dialihkan kepada pihak langde tujuan agar
mendapatkan uang dengan cepat. Hal ini dilakukagate menjual efek tersebut kepada
pihak lain.

Selanjutnya akan dibahas mengenai penyerahanbsuletrga. Sebagaimana Pasal
613 BW yang menyebutkan bahwa terdapat cara pemyerantuk jenis surat berharga
antara lain Cessie, Subrogasi dan Novasi. Pada WaIig berada di dalam pasar modal
merupakan MTN atas nama, sehingga dapat diket&pa saja Kreditor dari Emiten yang
telah melepaskan MTN tersebut. Berdasarkan cirikdd@ntuan dalam 3 jenis pengalihan
Kreditor, maka cara yang paling tepat dalam pehgaliKreditor di dalam pasar modal
adalah menggunakan cessie. Cessie merupakan aayargean/peralihan piutang/surat
berharga atas nama. Untuk benda-benda tak berwygnd tergolong sebagai benda
bergerak yang merupakan piutang atas nama dan ‘benda lain yang tak bertubuh
penyerahannya dilakukan dengan pembuatan suatlaiktdoerupa akta otentik ataupun
berupa akta di bawah tangan kemudian memberitalpé@yerahan tersebut kepada debitur
(pihak yang berutang) yang bersangkutan. Hal ikaminakan di dalamsessieterdapat
pengalihan piutang dari Kreditor lama kepada Kogdiaru melalui cara jual beli piutang.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pemegang Medium Term Notes
(MTN)

29 Adrian SutediAspek Hukum Obligasi dan Suk@inar Grafika, Jakarta, 2009, him. 13.

30 Moch. IsnaeniPerjanjian Jual Beli Revka Petra Media, Surabaya, 2015, him. 220.

31 Sri Soedewi Masjchoen SofwaHukum Perdata Hukum Perutangafakultas Hukum Universitas
Yogyakarta, 1980, him. 88.
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Tingkat risiko investasi berbeda-beda antara sdék dengan efek lainnya
tergantung pada karakteristik dari efek yang beysatan. Efek obligasi maupun MTN
tetap mempunyai risiko meskipun relatif lebih remdésikonya daripada efek ekuitas.
Risiko gagal bayar merupakan hal yang mungkin derjaalaupun hal ini merupakan
pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disépalkeéa Debitur (Emiten) dan Kreditur
(Investor). Besar kecilnya risiko gagal bayar ikaa mempengaruhi tingkat suku bunga
yang ditawarkan oleh suatu efek obligasi atau MD&lam dunia keuangan dikenal sebuah
istilah “no risk no return, high risk high retutryang artinya semakin kecil suatu risiko
investasi maka semakin kecil imbal hasil yang a#tgreroleh, dan sebaliknya semakin
tinggi risiko suatu investasi, maka imbal hasil yalharapkan juga semakin besar.

Secara umum risiko keuangan dapat diartikan sebegaungkinan kerugian
sebagian atau seluruh investasi, atau dengan parkdain imbal hasil yang diperoleh
(actual returr) dari suatu investasi tidak sesuai dengan yangraltkan ¢xpected retum
Risiko juga diartikan sebagai potensi kerugian aiktbrjadinya suatu peristiwa tertertu.
OJK menetapkan 8 (delapan) jenis risiko yang meldklam aktivitas perbankan antara
lain risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditasisiko operasional, risiko hukum, risiko
reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatutan.

Dalam melakukan transaksi dalam pasar modal, seiibpk menginginkan
jaminan dan hal tersebut diwujudkan dalam kalusalidul yang disepakati baik dengan
lisan maupun dengan perjanjian tertulis dengaratujuntuk mengamankan transaksi bagi
semua pihak yang terlibat. Perlindungan hukum ssbsajah satu aspek dalam bidang
hukum yang memberikan kepastian hukum terhadaglkstiojkum sehingga dapat tercapai
tujuan dari dibuatnya hukum tersebut. Menurut Bagi M. Hadjon, perlindungan hukum
diartikan sebagai suatu usaha untuk memberikanhbkkpihak yang dilindungi sesuai
dengan kewajiban yang telah dilakukan. Namun juga diartikan sebagai kumpulan
peraturan atau kaidah yang akan dapat melinduragu sl dari hal lainny? Berkaitan
dengan konsumen, berarti hukum memberikan perligaininierhadap hak-hak pelanggan

dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenutiiaehak tersebut. Menurut Philipus M.

32 pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuarmaornl8/POJK.03/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

33 pasal 1 angka 4 -11 Peraturan Otoritas Jasa Kanamgmor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

34 Philipus M. HadjonPerlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonedna llmu, Jakarta, 1978. him. 2
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Hadjon® perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 (dud) faitu Perlindungan Hukum
Preventif(pencegahan) dan Perlindungan Hukepresif{pemaksaan).
Berikut ini diuraikan perlindungan hukum preveryting dapat diambil:

a. Pemeringkatan surat utang
Pelaku pasar modal yang ingin berinvestasi padat sutang pada umumnya
memperhatikan peringkat kreditrédit rating dari suatu efek surat utang untuk
menentukan harga atau suku bunga yang dimintangkati surat utang merupakan skala
risiko dari semua surat utang yang diperdagangkenndemberikan pernyataan yang
informatif serta memberikan sinyal tentang probtsl kegagalan utang suatu
perusahaaff Agen pemeringkat surat utang merupakan lembagepéntien yang
memberi informasi pemeringkatan skala rasio utaigagai petunjuk seberapa aman
suatu surat utang bagi investor. Dalam rangka mestgfegambaran mengenai kualitas
dari suatu surat utang, dilakukassessmensecara komprehensif terhadap Emiten.
Penilain dilakukan dengan melakukan diskusi deng#mak senior manajemen
mencakup aspek-aspek seperti latar belakang daakgjerusahaan, strategi dan filosofi
perusahaan, posisi perusahaan yang mencakup dagalsspasitas produksi, jaringan
distribusi dan pemasokan serta pemasaran, pengelidangan dan kewajiban lainnya
serta topik relevan lainnya. Tidak seperti Obligastrumen MTN tidak dipersyaratkan
wajib untuk dilakukan pemeringkatan oleh Lembaga&égkat sehingga biaya yang
dikeluarkan Emiten cukup kecil. Demi menjamin keaara MTN, sebaiknya

pemeringkatan surat utang tetap dilakukan.

3. Pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi
Undang-Undang Pasar Modal juga menganut mengemasiprketerbukaan, yang
didefinisikan sebagai pedoman umum yang mensyaratkamiten, untuk
menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yapgt seluruh Informasi
Material mengenai usahanya atau efeknya yang degspengaruh terhadap keputusan
Pemodal dan atau harga dari efek tersebut. Informi@s Fakta Material adalah
informasi atau fakta penting dan relevan mengeaastiiwa, kejadian atau fakta yang

dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efektdarkeputusan pemodal, calon

35 1bid, him. 4
36 Wydia Andry, Analisis Faktor — Faktor yang Mempengaruhi PrediRsiringkat Obligasi Buletin
Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 2005.
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pemodal atau pihak lain yang berkepentingan afasasi atau fakta terseSiBentuk
lain pelaksanaan prinsip keterbukaan dalam peaer®dTN dapat diwujudkan dengan
pembuatan Info Memo. Dalam praktiknya, Emiten yamgnerbitkan MTN biasanya
menerbitkan Info Memo yang akan diberikan kepaddorCaemiten pada masa
penawaran. Info Memo adalah dokumen tertulis yapghoat seluruh informasi dalam
Prospektus Awal dan informasi tambahan lain yateyas (jika ada) dan ditulis dalam
bahasa lain selain Bahasa Indonesia, serta ddpaitadialam format yang berbetDi
dalam Info Memo, dapat dicantumkan informasi mimmyang perlu diketahui Investor
antara lain mengenai kisaran jumlah Efek yang aldawarkan, kisaran harga
penawaran Efek, dan hal lain yang berhubungan demgasyaratan penawaran.
Pentingnya Info Memo dalam pelaksanaan prinsiprkek@an, karena mengandung
kebenaran formil dan kebenaran materiil tentangidzdraan Penerbit dan usahanya
sehingga isinya tidak boleh memberikan gambarang yanenyesatkan dan
mengakibatkan keputusan yang diambil oleh Invea&tak tepat. Namun demikian, tidak
diatur secara jelas bahwa Emiten yang menerbitk@iN Mntuk memenuhi kewajiban

keterbukaan informasi baik sebelum penawaran masgtetah masa penawaran.

4. Wali Amanat
Peran Wali Amanat sangat diperlukan mengingat Wadanat merupakan pihak yang
secara profesional khusus ditunjuk untuk melakugangawasan bagi kepentingan

seluruh kreditur efek bersifat utang.

Sebagai bentuk perlindungan hukum represif, MTntié dengan jaminan dalam
penerbitannya. Dalam hal jaminan pada umumnya Md&ktdijamin secara khusus baik
karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan adgmyinan dalam penerbitan MTN.
Jaminan yang melekat pada MTN untuk seluruh pinja@dalah jaminan umum atas
seluruh harta kekayaan perseroan baik barang ladrgesupun tidak bergerak, baik yang
telah ada maupun yang akan ada di kemudian haraisesngan ketentuan Pasal 1131 dan
1132 BW. Dalam hal ini kedudukan Pemegang MTN hiainyaebatas Kreditor biasa atau
konkuren yaitu hak pemegang MTN adagsripassutanpa hak preferen dengan hak-hak

$7Pasal 1 Angka 7 Undang Undang Pasar Modal.
38 pasal 1 Angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangamwh23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal
dan Info Memo
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kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekaramgpon dikemudian hari, kecuali hak-
hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusngah kekayaan perseroan baik yang
telah ada maupun yang akan ada dikemudian harbikap@rjadi gagal bayar dari Emiten,
maka pemegang MTN hanya mendapatkan pelunasanaspoaporsional. Sehingga
diperlukan peran aktif dari Investor pemegang MTiMNuk melindungi kepentingannya

sendiri selaku pemegang MTN.

.PENUTUP
1. Kesimpulan

Pengaturan MTN yang diterbitkan selama ini di Inekda merupakan pengaturan
yang berdasarkan pada hukum perjanjian, terutanmasipiprinsip tentang pinjam
meminjam uangwverbruiklening dan jual beli dalam BW khususnya Buku Ketiga sleja
masih relevan dengan suatu penerbitan MTN sertarhudurat berharga dalam KUHD
khususnya tentang Surat Sanggup. MTN merupakart berharga yang di dalamnya
memuat pernyataan berutang dari pihak penerbitdeepamegang MTN dan menyanggupi
untuk membayar atau mengembalikan sejumlah pokogatebunga tertentu sebagaimana
disebutkan dalam surat utang itu. MTN pada pringmdalah bukti atas suatu prestasi dari
penerbit kepada pemegangnya sehingga antara Retenigian pemegang MTN terdapat
suatu perikatan yaitu pinjam meminjam uang. Sebegrasekuensi dari konstruksi bahwa
perikatan penerbit dan pemegang MTN adalah penkaptajam-meminjam uang, maka
pemegang MTN merupakan Kreditur atas sejumlah ywamy dipinjamkannya kepada
penerbit MTN. Sedangkan penerbit merupakan deb#tas sejumlah uang yang
dipinjamkannya kepada pemegang MTN. MTN pada dgsaadalah utang-piutang dapat
dipindahtangankan atau menjadi suatu alat pemhafasaksi (sebagai obyek Perjanjian
Jual Beli). Penggantian pihak Kreditor di dalamjgogran MTN, dapat dilakukan melalui

cessie.

2. Saran

Salah satu tujuan penerbitan MTN adalah untuk memgim dana dari
masyarakat, sehingga sangat penting adanya peagatang jelas mengenai MTN yang
dapat melindungi kepentingan pemegang MTN. Pengrati@rsebut tidak hanya ditujukan
kepada Emiten saja, namun juga terhadap seluralk pdng terlibat dalam penerbitan suatu

MTN seperti Perusahaan Efek yang bertindak sebAgainger, Agen Pemantau dan
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Penjamin, Wali Amanat, dan agen Pembayaran yaitlelKSelain itu diperlukan
pengawasan yang efektif dari otoritas yang berwgnentuk dapatnya mengawasi produk
investasi MTN ini. Perlindungan untuk Investor Pgarey MTN dapat diberlakukan
mekanisme preventif guna memitigasi risiko-risikasapembelian suatu produk investasi
berupa MTN. Mekanisme-mekanisme yang dapat dilakakialah pemeringkatan terhadap
MTN serta menerapkan prinsip keterbukaan inforrtexrsiadap Emiten. Sebaiknya kedua
mekanisme tersebut dapat dijalankan sehingga kepgent Emiten dapat terlindungi

dengan baik.
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Abstract

The law of the inheritance of the Western Civil €d@urgerlijk Wetboek, hereinafter
abbreviated as B.W), applies to the Foreign Eastelass of Chinese descent (Stbh.1917
No0.129) and other foreign easts: India, Arab e&tb(1924 No. 556) applies their respective
customary laws developed in Indonesia, excepthfergeneral will, as well as the European
and equivalent classes, under article 163 paragr@pbf the Indische Staats Regeling. The
Law of Inheritance B.W is still the main legal soeiin solving the problem of the distribution
of property for the class of groups, which is seth in article 830 (B.W). In addition to
inheritance under these general requirements, theralso the problem of "Afwezeigheid"
inheritance, because of the legal suspicion thattir is presumed to have died "under article
467- article 469 B.W. How to distribute the inhanite left behind by "The absentee?" To
answer the problem, the journal of this law was pided. May be useful.

Keywords Burgerlijk Wetboek, Inheritance, Afwezeigheid.

Abstrak

Hukum waris Perdata BaraB\frgerlijk Wetboekselanjutnya disingkat B.W), berlaku bagi
golongan Timur Asing keturunan Tionghua (Stb. 18/129) dan timur asing lain: India,
Arab dll. (Stb.1924 No0.556) berlaku hukum adat rkenmasing-masing yang berkembang di
Indonesia, kecuali untuk wasiat umum, serta golong§aopa dan yang dipersamakan,
berdasarkan Pasal 163 aydhdische Staats Regelinglukum Waris B.W masih merupakan
sumber hukum utama dalam menyelesaikan masalahgggantharta kekayaan bagi golongan
golongan tersebut, yang diatur dalam Pasal 830 EB&ain mewaris dengan persyaratan
umum tersebut, juga timbul masalah pewari$afwezeigheid” atau Keadaan tidak hadir,
karena adanya dugaan hukum bahwa pewaris tersethugad telah meninggal dunia”
berdasarkan Pasal 467-Pasal 469 B.W. Bagaimana aggmh harta warisan yang
ditinggalkan oleh “Si yang tidak hadir terseBut2ntuk menjawab permasalahan tersebut,
maka disusunlah jurnal hukum iemoga bermanfaat.

Kata Kunci Burgerlijk WetboekPewarisanAfwezeigheid.
A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

!Penulis Adalah Dosen Tetap llmu Hukum Di Universitdarotama, Surabaya.
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Afwezeigheiddiartikan jika terjadi seseorang meninggalkan tdmnipaygalnya
dengan tidak memberi kuasa kepada seseorang gakd, mewakili dirinya dan mengurus
harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusasanralan kepentingan-kepentingan.
Apabila lima tahun telah lewat setelah keberangigta dari tempat tinggal itu atau lima
tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang menikarkbahwa pada waktu itu ia masih
hidup. Sedangkan dalam waktu lima tahun itu takg@eterdapat tanda tanda tentang masih
hidup atau telah meninggalnya si tak hadir itu, antlk peduli apakah dalam hal ini telah
atau belum diperintahkan tindakan tindakan semantarhadap si yang demikian tak hadir
tadi, atas permintaan para yang berkepentingasetatah memperoleh ijin dari Pengadilan
Negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dggil menghadap dimuka pengadilan
yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara uraorbeatlaku selama tiga bulan atau
sedemikian lebih lama sebagaimana kiranya berker@mnerintahkannya.

MenurutBurgerlijk WetboeKB.W), hukum waris adalah hukum yang mengatur
tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggaldeseorang pewaris yang meninggal
dunia kepada para ahli warisnya, serta akibat hukagnpara ahli waris tersebut atas harta
benda yang diwarisinya. Pada dasarnya hanya haklakkewajiban-kewajiban dalam
hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat dieariskda beberapa pengecualian,
seperti hak seorang bapak untuk menyangkal salesgasang anak dan hak seseorang anak
untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak aalbapak atau ibunya, kedua hak
tersebut adalah masuk dalam lapangan hukum kekelarar kecuali beberapa hal yang
disebut dalam Pasal 257, Pasal 258, dan Pasal .2vO B

Ketentuan Pasal 830 menyatakan bahwa, “Pewarisayahaerlangsung karena
kematian”. Jadi, harta peninggalan baru terbukanyar harta peninggalan baru dapat
dibagikan, apabila si pewaris telah meninggal dudelam hal ini, bayi yang ada dalam
kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai tklahirkan bilamana juga
kepentingan si anak menghendakinya (Pasal 2 B.Vaji $¢waktu dilahirkan dianggap ia
tak pernah ada. Demikian pula terhadap Pewarisathwvaris yang di duga meninggal
dunia melalui penetapan Pengadilan atau disebat figyang tidak hadir, tetap mewaris
berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam B.\( ¢iatla Pasal 463-495. B.W berlaku
bagi golongan Timur Asing keturunan Tiongh&l( 1917 No. 129) dan timur asing lain:
India, Arab dll. Stb1924 No. 556) berlaku hukum adat mereka masingagagang
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berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umsenta golongan Eropa dan yang
dipersamakan, berdasarkan Pasal 163 alati@che Staats Regeling

B.W masih merupakan sumber hukum utama dalam mesaikhn masalah harta
kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang pewang gneninggal dunia. Kendati hukum
itu sudah lama ada dan telah lama pula digunakamdeehidupan sehari-hari di Indonesia,
namun penyelesaian terhadap harta kekayaan yamgggditkan oleh pewaris yang
meninggal dunia tidak jarang menjadi masalah sdagkakum dan bahkan seringkali
berakhir penyelesaiannya di hadapan meja hijaarD@lewarisan menurut B.W ini dapat
terjadi pula keadaan si Pewaris dalam keadsavezeigheicatau keadaan tidak hadir.
Sehingga permasalahan hukumnya terhadap apa bkikhah pewarisan terhadap para ahli
waris, apabila terjadAfwezeigheidatau keadaan tidak hadir si Pewaris terhadap harta

warisannya.

2. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akifnatum pewarisan karerfwezeigheid
terhadap Ahli Waris menurut Hukum Perdata Barai\(B.

3. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan bergubagi pengembangan hukum perdata
dibidang hukum waris. Dari segi praktis penelitian diharapkan dapat berguna bagi
praktik hukum dan penegakan hukum mengenai penangkasus atau permasalahan-
permasalahan hukum yang berkaitan dengan pew&asanaAfwezeigheiderhadap Ahli

Waris menurut Hukum Perdata Barat (B.W).

4. Metode Pendlitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normégftujuan mencari pemecahan atas isu
hukum yang timbul didalamnya, sehingga hasil yangpmhi adalah memberikan preskripsi

mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yajukaln. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangsiatute approachy pendekatan konseptual

(conceptual approagh dan pendekatan histor{historical approachf. Metode analisis

2 Peter Mahmud MarzukPenelitian HukumKencana Prenada Media Greupkarta, 2005him,. 113
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bahan hukum didasarkan pada bahan hukum primerpdeperundangan-undangan

dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan Kaitsagr

.PEMBAHASAN
1. Tentang Pewarisan AfwezeigheidAtau Keadaan Tidak Hadir/Dugaan Hukum
Seseorang Telah Meninggal Dunia
Hukum waris diatur dalam Buku Kedua B.W, diaturasialkurang lebih 300 pasal,
yang dimulai dari Pasal 830 BW sampai dengan Ads4 BW. Hukum waris B.W adalah
hukum waris yang mengatur tentang apa yang tedadgan harta kekayaan seseorang
(pewaris) yang meninggal dunia, atau dengan katahal-hal yang mengatur tentang
peralihan hak harta kekayaan pewaris yang menirgdjgah serta akibat hukum bagi ahli
warisnya. Mewaris, berarti ahli waris menerima &avarisan dari pewaris yang meninggal
yang meninggalkan harta warisan dalam hubungandg#amuhukum harta kekayaan. Pada
asasnya, yang dapat diwariskan adalah hanya “Haldaa kewajiban dibidang hukum
kekayaan saja” dengan mengingat kapan warisank&smang diatur dalam Pasal 830 B.W,
yaitu :
a. Ada pewaris yang meninggal dunia (Pasal 830 BW);
b. Pewaris meninggalkan harta warisan (Pasal 833 BW);

c. Ahli waris telah ada pada saat warisan jatuh mgRasal 836 BW).

Di samping ketentuan Pasal 830 B.W masih ada yanatslagi untuk pewarisan
itu yang kita jumpai dalam Pasal 836 B.W vyaitu ahiaris sudah ada pada saat
meninggalnya si pewaris dengan memperhatikan pelenkuan dari Pasal 2 B.W.
Demikian juga tanpa Pasal 836 B.W, mengingatkambdtita wajib memperhatikan Pasal
2 B.W jika ada anak dalam kandungan dan terdapt skepentingan yang mendesak
terhadap bayi dalam kandungan si ibu tersebut.

Berdasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur @\&mdiketahui bahwa cara
mewaris dapat dilakukan melalui mewaris berdasatketang-undang / abintestato, yaitu
atas dasar kedudukan sendiri berdasarkan golongamvaris (Pasal 852 jo. Pasal 861
B.W), mewaris atas dasar penggantian tempat (P8&i845 B.W) dan mewaris
berdasarkan testament/wasiat (Pasal 875 B.W). Mestaialah suatu akta yang memuat

pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendalerygy akan terjadi setelah ia
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meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembkahra sepihak. Unsur-unsur testamen
yaitu :
a) Penerima wasiat harus sudah ada tatkala si yangans&an meninggal dunia
(Pasal 899 B.W Jo. Pasal 2 B.W), ketentuan inktlalrlaku bagi mereka yang
menerima hak untuk menikmati sesuatu dari lembagdohga;
b) Dibuat dengan akta otentik, isinya harus jelasgdP239 B.W);
c) Berisi pernyataan kehendak si pewaris tentang apg glikehendaki atas harta

peninggalannya setelah is meninggal dunia (Pa$£aB9%/).

Tentang kapan terjadinya pewarisan (warisan tepbulegat kita lihat dari Pasal
830 B.W yang menyatakan bahwa pewarisan hanyaliégaena kematian. Jadi jelaslah
bahwa kematian seseorang tersebut merupakan syarat dari terjadinya pewarisan.
Dengan meninggalnya seorang pewaris, maka selama kekayaannya akan beralih dari
pewaris kepada para ahli warisnya. (Pasal 830-8@7).Bladi terjadinya warisan karena:

1) Pewaris meninggal dunia (Pasal 830 B.W);

2) Ada ahli waris harus telah ada pada saat warishoka (Pasal 836 B.W);

3) Pewaris Meninggalkan harta (Pasal 833 B.W).

4) Terjadi keadaan pewaris tidak hadir atdwezeigheidPasal 467 B.W)

Sementara Ahli Waris yang memenuhi syarat untuk anisw
1) Ahli waris harus patut mewaris atanwaardig
2) Ahli waris tidak menolak waris ;
3) Mempunyai hak atas harta peninggalan si pewarenisar
a) Mempunyai hubungan darah (Pasal 832 B.W);
b) Karena wasiat (Pasal 874 B.W);
4) Harus sudah ada dan hidup ketika si pewaris mealrymia (Pasal 836 B.W),

dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 B.W.

Ahli Waris yang tidak patut mewaris:

a. Ahli waris yang telah dihukum karena dipersalahkalah membunuh atau
mencoba membunuh pewaris (Pasal 838 ayat 1 B.W).

b. Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersaidkdrena secara fitnah
telah mengajukan pengaduan terhadap si yang nwalingalah suatu
pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yamgaen dengan hukuman
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penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang leéibat (Pasal 838 ayat 2
B.W).

c. Mereka yang dengan kekerasan atau dengan perlislthrmencegah si yang
meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasigfPasal 838 ayat 3
B.W).

d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau mekaalsurat wasiat yang
meninggal (Pasal 838 ayat 4 B.W).

Penggolongan Ahli Waris Menurut B.W:

a. Golongan pertama, terdiri anak/sekalian keturunareka meskipun dilahirkan
dari lain-lain perkawinan sekalipun, dan suami/istang hidup terlama,
dipersamakan dengan seorang anak yang sah (PasaVah

b. Golongan kedua, terdiri dari orang tua, saudarakggmrunan saudara (Pasal
855 jo. Pasal 859 BW);

c. Golongan ketiga, terdiri dari keluarga sedarah rdadgris lurus ke atas atau
dalam garis menyimpang harus dibelah menjadi dgeabayang sama (Pasal
850 BW), dengan tidak mengurangi ketentuan-keterndiatam Pasal 854, Pasal
855 dan Pasal 859 BW;

d. Golongan keempat, terdiri dari sanak keluarga kmrdalam garis menyimpang
sampai dengan derajat keenam (Pasal 858 jo. Fe3&@ BW)?

Bahwa B.W. telah mengatur hak waris masing-masinly \earis yang sah.
Menurut Pasal 913 B.W yang dimaksud denbagitime Portieadalah bagian dari harta
peninggalan yang harus diberikan kepada para watésn garis lurus menurut undang-
undang, terhadap mana si yang meninggal tak dipgrk@an menetapkan sesuatu, baik
sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidappun sebagai wasiat. Jadi, pewaris
boleh saja membuat suatu wasiat atau memberikaah hkepada seseorang, namun
demikian pemberian tersebut tidak boheblanggar hak mutlak (yang harus dimiliki) para
ahli waris berdasarkan Undang-Undang. Bagian muttakLegitieme Portieanak-anak
sah telah diatur dalam Pasal 914 B.W,

a. Bila si pewaris meninggalkan 1 orang anak sah dgans ke bawah, L.P nya
adalah Y dari Harta Peninggalan yang sedianya dikanma anak itu pada
pewarisan karena kematian.

b. Bila si pewaris meninggalkan 2 orang anak, maka unkik tiap-tiap anak
adalah 2/3 dari apa yang sedianya akan diterinpa areak pada pewarisan
karena kematian.

c. Bila si pewaris meninggalkan 3 orang anak atalnlebeka L.P nya adalah 3/4
bagian dari apa yang sedianya akan diterima tia pada pewarisan karena
kematian.

3J.Satrio Hukum Waris Alumni, 1992, him 44-45.
“Henny TanuwidjajaHukum Waris Menurut BYCetakan KesatRefika Aditama, 2012, him 8.
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d. Bagian mutlak Anak Luar Kawin yang telah diakui gen sah adalah 1/2 dari
bagian yang menurut undang-undang sedianya hawexisinya (Pasal 916

e. S;;Ngi)a.m mutlak dalam garis lurus ke atas selamadgdah Y2 dari apa yang
irtrlljeglurut undang-undang menjadi bagian bagian teaprtiereka dalam garis

Terhadap PewarisaAfwezeigheidAtau Keadaan Tidak Hadir/Dugaan Hukum

Seseorang Telah Meninggal Dunia, perlu dicermatgpdianAfwezeigheidMenurut Pasal
467 B.W yaituJika terjadi seorang telah meninggalkan tempatgnga dengan tidak
memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya danngoeus harta
kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan-urusarkdpentingan-kepentingan itu,dan
apabila 5 tahun telah lewat, setelah keberangkgsadari tempat tinggal itu atau 5 tahun
setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikamra pada waktu itu ia masih hidup,
sedangkan dalam waktu 5 tahun itu tidak pernatapaidtanda-tanda tentang masih hidup
atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka pgamintaan para yang berkepentingan
dan setelah memperoleh izin dari Pengadilan Negetpat tinggal si tak hadir untuk hadir
menghadap sampai 3 kali, dengan segala akibat hufaim

Dalam hal demikian jika si tak hadir tetap tidakadébar, maka keadaan tidak

hadir seseorang itu tidaklah menghentikan statbagee subjek hukum. Oleh karena itu
demi adanya kepastian hukum harus ada pengaturam¢gAfwezeigheid’:® Dalam BW
dikenal ada 3 masa atau 3 tingkatan keadaan taldik $eseorang, yaitu:
1) Masa adanya kemungkinan sudah meninggal :

Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudahngagai jika:

a) Tidak hadir 5 tahun, apabila tidak meninggalkaraskuasa, dimulai pada hari
ila pergi tidak ada kabar yang diterima dari oramgdbut atau sejak kabar
terakhir diterima (Pasal 467 KUHPerdata).

b) Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetagals habis berlakunya, dimulai
pada hari ia pergi tidak ada kabar yang diterimaaang tersebut atau sejak
kabar terakhir diterima (Pasal 470 B.W).

5 J. SatrioOp.Cit him 280.
5M.J.A Van Mourik,Studi Kasus Hukum Waris, Cetakan Pertaf@esco, 1993, him 175-176.
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c) Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak genum pang kapal laut
atau pesawat udara, dimulai sejak adanya kabdhiedan jika tidak ada kabar
sejak hari berangkatnya (S. 1922 No. 455).

d) Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada syagristiva fatal yang
menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udara ldi sejak tanggal terjadinya
peristiwa (S. 1922 No. 455).

e) Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatak&mvaapabila salah satu
pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pillakg ditinggalkan boleh

mengajukan perceraian.

Sementara akibat-akibat keadaan tidak hadir tegh&dami / Isteri’

1) Jika suami atau istri tak hadir 10 tahun tanpakadtbar tentang hidupnya, maka
istri/suami yang ditinggal dapat menikah lagi denga Pengadilan Negri
(Pasal 493-494 BW). Sebelumnya pengadilan harusgagakan dulu
pemanggilan 3 kali berturut-turut, dengan cara diegetentuan dalam Pasal
467 dan Pasal 468 BW). Namun setelah pemberian dam pengadilan,
sebelum per-kawinan dilangsungkan, si tak hadarkia pulang kembali, atau
seseorang lain datang membuktikan tentang masuphia si tak hadir, maka
izin yang telah diberikan, demi hukum tak berlakgil (Pasal 495 BW).

2) Waktu 10 tahun dapat diperpendek jadi satu tahlanmdaasa “mungkin sudah
meninggal” (S. 1922 No. 455).

3) Dalam PP No. 9/1975 boleh kawin lagi apabila dgisdg? tahun berturut-turut.

4) Setelah suami/istri yang ditinggal menikah lagi #emudian orang yang tak
hadir pulang kembali, maka orang yang tak hadietbvohenikah lagi dengan
orang lain.

2. Akibat Hukum Kembalinya Seseorang Dalam Keadaan Afwezigheid Terhadap
Harta Perkawinan
Dengan diundangkannya UU No0.1/1974 tentang perkawigang berlaku bagi

seluruh rakyat di wilayah Indonesia. Di dalam P&&lJU No.1/1974 sebagai ketentuan
penutup menyebutkan “Untuk perkawinan dan segalaase yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tdl9dd dan dengan berlakunya
undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yaagirddalam Kitab Undang-Undang
Hukum PerdataBurgelijk Wetboek Ordonasi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCI)) da
peraturan-peraturan lain yang mengatur tentangapenian sejauh telah diatur dalam

undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

M.J.A Van Mourik, Ibid, him 159-162.
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Dari ketentuan di atas maka R. Soetojo Prawirohgjoidian Marthalena Pohan
berpendapat, yaitu “BW tetap berlaku sejauh undardgng tersebut tidak mengatur hal-
hal yang berhubungan dengan perkawinan. Mengemkawman yang dimaksud disini
adalah perkawinan yang terbatas bagi warga negdomésia saja, sedangkan bagi orang
asing yang termasuk golongan Eropa atau Timur ABiagghoa masih tetap diatur dalam
BW”.8 Perkawinan dalam BW mendasarkan pada asas monogang artinya dalam
waktu yang sama seorang pria hanya diperbolehkamponeyai seorang istri, dan seorang
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (P&sBM2), sehingga dalam BW tidak
diperbolehkan seseorang untuk melangsungkan parkawagi selama ia masih terikat
perkawinan lama.

Menurut Djamil Latif, akibat daafwezigheiderhadap perkawinan adalah sebagai
berikut:

1. Apabila pemanggilan itu tidak berhasil, maka mehuPasal 494 B.W,
Pengadilan Negeri dapat mengizinkan suami atauyiairg ditinggalkan itu
untuk kawin dengan orang lain. Dengan perkawinan b menurut angka 2
Pasal 199 BW, perkawinan yang lama dianggap tesputu

2. Apabila orang yang berpergian itu kembali atau &dbar tentang masi
hidupnya sebelum diadakan perkawinan baru oleh yhigggalkan, maka
menurut Pasal 495 BW, izin Pengadilan Negeri umbekakukan perkawinan
lagi itu secara hukum tidak berlaku lagi. Akan pet@pabila perkawinan baru
itu terlanjur dilakukan, maka menurut ayat 2 P49&lBW, perkawinan tersebut
tidak bisa dibatalkan. Orang yang berpergian ipatifjuga kawin dengan orang

lain ®

Izin dari pengadilan yang dimaksud adalah penetggeagadilan, yang secara
hukum merupakan perwakilan dari si yang tidak hagituk memberikan persetujuan
kepada pasangan yang ditinggalkan untuk menikalb&kn$elain dapat memutus keadaan
“afwezigheiti Pengadilan Negeri juga dapat menangguhkan kepuotdafwezigheid
selama 5 (lima) tahun lagi apabila saksi-saksi aewartaan di surat kabar dirasa belum
cukup. Sejak saat dilangsungkan perkawinan antaeanisistri secara hukumvédn
rechtswegg maka sejak saat itulah terjadilah kebersamaahulatan) harta perkawinan
sejauh dalam perkawinan tersebut tidak ada pegjarkawin buwelijkse voorwadgn

Meskipun ada kebersamaan harta secara bulat, mursgla benda-benda yang tidak

8 R. Soetojo Prawirohamidjojblukum Waris KodifikasiCetakan PertamgAirlangga Press 2000, him.

% Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian Di Indonesfahalia Indonesia, Jakarta, 1982, him. 87
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termasuk ke dalam kebersamagenieenschgpseperti benda-benda yang diperoleh secara
cuma-cuma, dengan ketentuan dari pihak pewaris,piaghibahgchenkey.

Asas sifat dan kebersamaan harta perkawinan tdrdajgan Pasal 119 BW, yang
pada intinya menyatakan apabila tidak dibuat pggankawin oleh calon suami-istri
sebelum perkawinan dilangsungkan, maka akan tekgdmirsamaan harta kekayaan antara
suami-istri itu karena undang-undang. Oleh karanantuk memindah tangankan/menjual
harta tersebut harus dengan persetujuan keduaayan@nggunakan penetapan pengadilan
apabila salah satu mengalami keadaafwézigheitl Menurut penulis, akibat hukum
keadaan &fwezigheititerhadap harta apabila si yang tidak hadir kembgl:

“lika si yang tidak hadir kembali setelah masa pesea definitive, maka ia tetap

mempunyai hak untuk meminta bagian sesuai hak maxikembali, termasuk

hartanya yang terkemudian yang belum berpindalataregau barang-barang yang
saat dibeli dari uang hasil penjualan barang asahun dalam kesemuanya itu
tanpalodiperhitungkan terhadap hasil dan pendapegadapatannya (Pasal 486
BW)" .

Dalam B.W dikenal ada 3 masa (3 tingkatan) keatidak hadir seseorang, yaitu:
a. Masa pengambilan tindakan sementara karena adaggan meninggal dunia

Masa ini diambil jika ada alasan-alasan yang meaidastuk mengurus seluruh
atau sebagian harta kekayaannya. Tindakan semamitdinaintakan kepada Pengadilan
Negeri oleh orangyang mempunyai kepentingan tephadaa kekayaannya. Misalnya
istrinya, para kreditur, sesama pemegang saharaidain, juga jaksa dapat memohon
tindakan sementara tersebut. Dalam tindakan semaenidhakim memerintahkan BHP
(Balai Harta Peninggalan) untuk mengurus selurutatkekayaan serta kepentingan dari
orang tak hadir.

Dalam keadaan mendesak demi kepentingan (para)wanisnya yang akan
bertindak hukum menyangkut harta benda (Para) whlis yang mengharuskan
persetujuan/tandatangan “si yang menghilang” ba#s/isteri atau anggota keluarga
terkait warisan tersebut, misalnya akan menjuabtumilik bersama yang menghendaki
persetujuannya, dalam keadaan yang mendesak seéalemiijpa dan telah melewati
waktu lebih dari 5-10 tahun berdasarkan ketentuasalP467-471 B.W maka demi

kepentingan (para) ahli waris yang ditinggalkankangpara) ahli waris tersebut dapat

10 Henny TanuwidjajaQp Cit.

30



;- HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105

Universitas Narotama Surabaya
Volume 3 Nomor 1, April 2019

menggunakan haknya berdasarkan ketentuan Pasal746B-W, untuk mengajukan
permohonan kepada Pengadilan Negeri setempat gamgpenoleh keputusan tentang

“‘dugaan hukum bahwa orang tersebut telah menirdggad”.

b. Masa adanya kemungkinan si yang tidak hadir sudatinggal
Seseorang dapat diputuskan “kemungkinan” sudahngaai jika:

1) Tidak hadir 5 tahun, bila tidak meninggalkan suwaasa (Pasal 467 B.W),
dimulai pada hari ia pergi tidak ada kabar yangraia dari orang tersebut atau
sejak kabar terakhir diterima;

2) Tidak hadir 10 tahun, bila surat kuasa ada tetaqhls habis berlakunya (Pasal
470 BW), dimulai pada hari ia pergi tidak ada kayemg diterima dari orang
tersebut atau sejak kabar terakhir diterima;

3) Tidak hadir 1 tahun, bila orangnya termasuk awak gienumpang kapal laut
atau pesawat udara (S. 1922 No. 455), dimulai sajakya kabar terakhir dan
jika tidak ada kabar sejak hari berangkatnya;

4) Tidak hadir 1 tahun, jika orangnya hilang pada syatristiwa fatal yang
menimpa sebuah kapal laut atau pesawat udaraZ3.N® 455), di mulai sejak
tanggal terjadinya peristiwa;

5) Dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1975, dikatakémvaaapabila salah satu
pihak meninggalkannya 2 tahun berturut-turut, pigakg ditinggalkan boleh

mengajukan perceraian.

Masa bagi para ahli waris dan legataris denganatugayang tidak hadir sudah
meninggal dunia meliputi.

a. Menuntut pembukaan surat wasiat

b. Mengambil (menerima) harta orang yang tak hadigdarkewajiban membuat
pencatatan harta yang dimbil serta memberi jamyaaug harus disetujui oleh
hakim (Pasal 472 BW).

c. Meminta pertanggung jawab oleh BHP bila BHP dalmuéungurusnya.

d. Mengoper segala kewajiban dan gugatan orang tak (Reabkal 488 BW). Para
ahli waris yang diperkirakan demi hukum menerimatehavarisan secraa

terbatas (Pasal 277 BW).
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e. Pada umumnya mereka bertindak sebagai orang yangpomgai hak pakai
hasil (Pasal 474 BW).

f. Berhak mengadakan pemisahan dan pembagian dentariuea harta tetap
tidak dapat dijual kecuali dengan ijin hakim (Pas&8 dan 481 BW).

Apabila terjadiAfwezeigheidlalam suatu Badan Hukum, dapat terjadi 2 (dua$ jeni

kepentingan, yaitu :

a. Bagi ahli warisAfwezeigheidyang berkepentingan terhadap saham Pewaris,
dapat mengajukan permohonan kepada Direksi Persenbak diadakan RUPS
membahas kemungkinan “Dugaan meninggal dunia” fidgwaris pemegang
saham dan kemungkinan memberikan persetujuan keglaldavaris untuk
mohon Penetapan Afwezeigheitl kepada Pengadilan setempat untuk
mendapatkan kepastian hukum tentang keadaan PeMamg Tidak Hadir
tersebut, agar ahli waris dapat menggantikan telRpategang Saham yang
ditinggalkan.

b. Bagi Badan Hukum yang berkepentingan terhadap lkejathfwezeigheid”
apabilaSi yang diduga meninggal dunia, adalah salah sggramegang saham
dalam Perseroan namun tanpa diketahui ahli warjsngka Badan Hukum pun
harus mengadakan RUPS untuk memperoleh persetujuaik mengajukan
permohonan PenetapanAftvezeigheid’dari pengadilan agar Rapat Umum
Pemegang Saham dapat diselenggarakan tanpa kehaelng@gang sahan yang
diduga meninggal dunia termaksud.

Keadaan “Dugaan Telah Meninggal” Berakhir, apabika orang yang tidak hadir/yang
diduga meninggal dunia kembaliatau ada kabar leatamg hidupnya, Jika si yang tak hadir
meninggal dunia dan Jika masa “pewarisan defiriitieemaksud dalam Pasal 484 B.W

dimulai.

C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Selain mewaris berdasarkan ketentuan undang-unddwgzeigheidlermasuk salah
satu cara untuk mewaris dalam BW (Pasal 852 jo B&%al 875, Pasal 841-845 B.W)

karena keadaan tidak hadir atau diduga meninggaladberdasarkan penetapan
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Pengadilan. Cara mewaris tersebut berkaitan dekeyzan warisan terbuka, yang diatur
dalam Pasal 830 BW, menyatakan bahwa pewarisaraliangdi karena kematian. Jadi
jelaslah bahwa kematian seseorang tersebut memimlaaat utama dari terjadinya

pewarisan, kecuali pewarisan karelavezeigheidDengan meninggalnya atau diduga
meninggalnya seseorang, maka seluruh harta kekayadveralih kepada ahli waris

(Pasal 830-837 BW). Sehingga terpenuhi syarat-syarlk mewaris sebagaimana
diatur dalam Pasal 830, Pasal 836 BW dan PasaB®8a3

2. Saran

Disamping ketentuan Undang-Undang yang mengatuarignpersyaratan kapan
warisan terbuka, salah satu syarat mutlak adalabateadanya seorang pewaris yang
meninggal dunia, namun hal tersebut menurut pemetisyata tidak mutlak, karena
dengan Dugaan hukum bahwa seseorang diduga telaimggal dunia atau karena
tidak hadir dalam suatu waktu yang ditentukan dalaciang-undan@Afwezeigheid)
sesuai ketentuan dalam Pasal 467 BW, maka bagigidravaris si yang diduga
meninggal dunia tersebut dapat mohon penetapanaBigry Negeri setempat atas
keadaan tidak hadirnya si pewaris atau yang didugiainggal, sehingga kepada para
ahli waris si terduga meninggal dunia tersebut tlapanuntut dibagikan harta

warisannya, dengan segala akibat-akibat hukum geergaturnya.
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Abstract

Not all customer deposits will be guaranteed byDeposit Insurance Corporation, meaning
that customer deposits are only guaranteed by tepdbit Insurance Corporation for Rp.
2,000,000,000.00 (two billion rupiah). The estdimient of the Deposit Insurance
Corporation must basically be able to protect cuso funds. This research aims to
determine the process of accountability of retugnaustomer deposits of liquidated foreign
banks in Indonesia and the execution of assetsrefgih banks in the context of returning
customer deposits in Indonesia. The research usddgal research that analyzes library
research, by analyzing through legislation, litena, and other reference materials related
to the regulation of Foreign Banks. The resultsttué research explain that. With the
existence of the Deposit Insurance Agency, if dneign bank is liquidated, the institution
will replace customer deposits and complete thaidigtion process. When the liquidation
process of the assets of the foreign bank braniteat insufficient, bank assets abroad will
be executed if the head office does not want teggmonsible for the obligations of its branch
office in Indonesia by completing it at the ICSI@nheention arbitration body (International
Center for Settlement of Investment Disputes).algtin taking assets abroad in the case of
execution of assets that are overseas can be ddhere are international agreements such
as those carried out by the European Union by ntakim agreement on the European union
convention on insolvency proccedings, this willlfiate the taking of assets in overseas.

Keywords: Foreign Bank, Liquidation, Assets

Abstrak

Tidak semua simpanan nasabah akan dijamin oleh aganPenjamin Simpanan, artinya
simpanan nasabah hanya dijjamin oleh Lembaga Penjaé8impanan sebesar Rp.
2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pembentuk&amiaga Penjamin Simpanan pada
dasarnya haruslah dapat melindungi dana nasabaélitRe ini bertujuan untuk mengetahui
proses tanggung gugat pengembalian simpanan nabah&hasing terlikuidasi di Indonesia
dan Eksekusi aset bank asing dalam rangka pengemisinpanan nasabah di Indonesia.
Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukamgymenganalisis studi kepustakaan,
dengan menganalisis melalui peraturan perundangnagaah, literatur-literatur, dan bahan-
bahan referensi lainnya yang berhubungan dengagapenan Bank Asing. Hasil penelitin ini
menjelaskan bahwa dengan adanya Lembaga Penjampa®an, maka apabila bank asing
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terlikuidasi, lembaga tersebut yang akan menggantpanan nasabah dan menyelesaikan
proses likuidasi. Pada saat proses likuidasi aaatok cabang bank asing tersebut tidak
mencukupi maka, aset bank di luar negeri akan selaksi jika kantor pusat tersebut tidak
mau bertanggungjawab atas kewajiban dari kantoargabya yang berada di Indonesia
dengan cara menyelesaikannya di badan arbitraseekenICSID (nternational Centre for
Settlement of Investment DispyteSebenarnya dalam pengambilan aset yang berddardi
negeri dalam kasus eksekusi aset yang berada dnéageri dapat dilakukan jika terdapat
perjanjian internasional seperti yang dilakukarhodegara Uni Eropa dengan melakukan
perjanjian The Europeanunion convention on insolvency proccedindgl ini akan
memudahkan dalapengambilan aset di luar negeri.

Kata Kunci: Bank Asing, Likuidasi, Aset.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Transaksi perbankan Indonesia berkembang seiringepdangan sektor jasa
keuangan regional maupun global. Untuk dapat meknaskses pasar yang terbuka,
perbankan dituntut untuk mengembangkan layanandasaproduksinya, salah satunya
dengan hadirnya bank asing di Indonesia. Hadirrgiak basing di negara berkembang
menjadi topik perdebatan. Secara teori bank asapgtdmenjadi sumber dana yang dapat
diandalkan relatif dibandingkan dengan bank dorkdstiena lebih tidak tergantung pada
dana lokal yang rentan pergi dan dapat menangkagbesulikuiditas global yang lebih
terdiversifikasi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1(hufa 1998 Tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbaif&inPerbankan) menyatakan
bahwa perbankan memiliki fungsi strategis dalam ggerakkan perekonomian nasional
melalui fungsi utama sebagai lembaggermediary yaitu sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat.
Terdapat 3 (tiga) fungsi perbankan sebagai lembagamediaryyaitu:

a. Lembaga KepercayaaAgent of Trust

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercaya&rgalam menghimpun maupun

penyaluran dana masyarakat. Masyarakat percayaabdlawa yang dititipkan akan

dikelola dengan baik.
b. Agen Pembangunan Negargent of Development

Kegiatan bank memungkinkan masyarakat melakukaestagi, kegiatan distribusi

serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, dan tidgpat dilepaskan dari adanya

penggunaan uang.
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c. Pemberi Layanamdgent of Servicgs
Selain melakukan kegiatan penghimpunan dan peraalleina, bank juga memberikan
penawaran jasa perbankan lain kepada masyaralst. y#ng ditawarkan ini erat

kaitannya dengan kegiatan perekonomian secara luas.

Modal Inti L
No. Buku (Dalam Rupiah) Cakupan Produk Dan Aktivitas

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran
yang merupakan produk atau aktivitas d
dalam Rupiah, kegiatan perdagangan, keg
dengan cakupan terbatas untuk keagena
1 1 <1 Triliun | kerjasama, kegiatan sistem pembayaranedan
banking dengan cakupan terbatas, kegi
penyertaan modal sementara dalam ra
penyelamatan kredit, dan jasa lainnnya d
Rupiah.

Kegiatan produk atau aktivitas dalam Ru
dan Valuta Asing dengan agan spot da
derivatif plain vanilla serta melakuK
penyertaan sebesar 15% pada lembaga keu
didalam negeri.

1 Triliun sampaj
< 5 Triliun

Seluruh kegiatan usaha dalam Rupiah dan \
5 Triliun sampal asing dan melakukan penyertaan sebesar

< 30 Triliun | pada lembaga kemgan syariah didalam ¢
diluar negeri terbatas di kawasan asia.

Dapat melakukan seluruh kegiatan usaha ©
Rupiah dan valuta asing dan melaku
penyertaan sebesar 35% pada lembaga keu
dalam dan luar negeri dengan cakupan \alay
yang lebih luas dari Buku
(International World Widge

4 4 > 30 Triliun

Berdasarkan survey dari HHans Degryse et al. Nasabah akan menyimpan
uangnya pada suatu bank dengan kritaha: personal relationship with the bank; its
range of services; the quality of the services; ititernational network of the bank; the

local network of the bank; the dominant positiorthedf bank in the market; the reputation
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of the bank; the bank’s industry expertise; itsyao track record; the bank as a single
institution with the relationship manager as thetak@pper; the knowledge of the
relationship manager about the borrower’'s busingbd® willingness by the bank to be
flexible when negotiating a contract; and the pricéfering (include terms and
conditions)!

Di Indonesia bank-bank dengan kepemilikan asinigaigirdalam tiga kelompok,
yaitu yang beroperasi: sebagai kantor cabang (dissdbagai bank asing), sebagai anak
perusahaarisubsidiary)baik melaluijoint venturedengan bank domestik (disebut bank
campuran) atau melalui merger dan akuisisi pad& damestik yang terjadi pada periode
paska krisis 1997 (program divestasi), dan sebagdor perwakilan. Sampai dengan Juni
2004, jumlah bank asing di Indonesia sebanyak bk,deanya bertambah 1 bank dengan
beroperasinya kembaank of Chingpada April 2003, dan bank campuran sebanyak 20
bank, menurun dibandingkan dengan jumlah sebelusrs Ktidak termasuk bank dengan
kepemilikan asing melalui program divestasi). Pddaarnya kebijakan dan pengaturan
oleh Bank Indonesia terhadap bank asing dan bampwaan bersifaequal artinya bank
asing dan bank campuran mempunyai kedudukan yamg@.s&eluruh ketentuan yang
berlaku, termasuk ketentuan kehati-hatian, diteaapdecara seragam untuk seluruh bank
yang beroperasi di Indonesia, baik bank domesakklbcampuran maupun bank asing.
Perbedaan pengaturan terdapat pada modal, untlkkdesngan badan hukum Indonesia,
mengikuti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 TentBegseroan Terbatas, dan
modal usaha tercatat pada neraca bank sebagai diselar, sedangkan untuk bank asing
dengan badan hukum mengikuti kantor pusatnya, mal@al usaha tercatat pada neraca
sebagai antar kantor dan disebut sebagai dana.usaha

Masuknya bank yang berkedudukan di luar negerirdoriesia dengan cara
membuka kantor cabang merupakan konsekuensi akio@inesia menganut system
perekonomian terbuka. Kehadiran bank asing tentutilyarapkan dapat meningkatkan
peran perbankan dalam memajukan perekonomian Isdorizengan demikian bank yang
bersangkutan tunduk pada hukum di tempat bankiterskdirikan. Setelah kantor cabang
tersebut didirikan di Indonesia maka segala kegiataahanya tunduk pada hukum
Indonesia jadi apabila bank asing tersebut tiddlatsélan termasuk bank gagal dapat

! Hans Degryse, Kent Mattews, Tianshu ZHRelationship Banking and Regional SMBancing: The
Case of WalesInternational Journal Banking, Accounting anddfice, Vol.8, No.l]nderscience Publisher
Enterprises, UK, 2017. P.100.
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dilakukan likuidasi oleh bank Indonesia. Maka dari permasalahannya adalah apabila
didalam proses likuidasi aset cabang bank asing y@nada di Indonesia tersebut tidak
mencukupi apakah aset yang berada di luar negeiuséank pusat ikut dalam proses
likuidasi atau hanya aset yang berada di cabank) &ging itu saja yang dapat dilikuidasi.
Tidak hanya itu saja kantor cabang bank asing ymargperasi di Indonesia dapat saja
dilikuidasi karena pencabutan izin usaha kantoajmys yang berada diluar negeri.

Dalam hal ini menimbulkan permasalahan bila didapaoses likuidasi tersebut
jika tidak mampu mengembalikan hak-hak yang dimitileh nasabah penyimpan yang
berada di Indonesia apakah merupakan tanggung jdéa&ak Indonesia dan lembaga
perbankan di Indonesia. Dalam permasalahan iningabank asing tersebut asetnya tidak
mencukupi untuk mengembalikan dana nasabah jikadidikuidasi oleh bank pusatnya
yang berada di luar negeri meskipun didalam peadicabang bank asing tersebut telah
memenuhi persyaratan dari bank Indonesia dan tfamin oleh lembaga penjamin
simpanan. Penyelesaian proses likuidasi ini apghia@k luar negeri selaku bank pusat
dapat menjamin dan melaksanakan segala proses m=abenenurut hukum Indonesia
sesuai dengan syarat syarat pendirian cabang Isami i@rsebut. Keberadaan bank yang
berbentuk badan hukum sebagai perseroan terbapas dinentikan dengan melakukan
pembubaran, dimana pembubaran tersebut dapat kilakdengan berbagai alasan.
Walaupun pembubaran telah dilakukan, biasanya teskbut masih memiliki aset, hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuteh@hrena itu, pembubaran biasanya
diikuti dengan pemberesan atau lebih dikenal densgg@ah “likuidasi”. Likuidasi bank
merupakan tindakan penyelesaian seluruh hak damajk@am bank sebagai akibat
pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum ba

Permasalahan yang terjadi didalam proses likuidask asing dapat merugikan
nasabah penyimpan di bank asing tersebut jika ttdgkenuhi pengembalian simpanan
kepada nasabah penyimpan di bank asing tersebeh Kirena itu apakah peraturan
perbankan di Indonesia dapat menjangkau permasafsrhankan di cabang bank asing
tersebut agar perlindungan nasabah bank asing tapapai. Masalah ini timbul karena
disaat pendirian cabang bank asing di Indonesianbéliaturnya apakah aset yang berada
diluar negeri dapat dieksekusi atas terlikuidasingrak asing tersebut oleh bank Indonesia
maupun oleh negara selaku bank pusat karena pdanalmin usaha kantor pusatnya.

Dengan demikian rumusan masalah jurnal yang bdrpldekusi terhadap aset bank asing

39



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 3 Nomor 1, April 2019

yang berada di luar negeri terhadap bank asing teniguidasi di indonesia, ini adalah
pada proses tanggung gugat pengembalian simparsatatabank asing terlikuidasi di
Indonesia dan eksekusi aset bank asing dalam rgregkgembalian simpanan nasabah di

Indonesia.

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksekerhadap aset bank asing
yang berada di luar negeri terhadap bank asing yamiguidasi di indonesia, melalui
proses tanggung gugat pengembalian simpanan nadadoah asing terlikuidasi di
Indonesia dan eksekusi aset bank asing dalam rgregkgembalian simpanan nasabah di

Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan berguibagi pengembangan hukum
perdata/bisnis. Dari segi praktis penelitian inhatapkan dapat berguna bagi praktik
hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan kasws permasalahan-
permasalahan hukum yang berkaitan dengan eksedtmdap aset bank asing yang

berada di luar negeri terhadap bank asing yanguetasi di Indonesia.

4. Metode Pendlitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitianadalah penelitian hukum
normatif. Pendekatan yang digunakan adakaltute approactdan onseptual approach
Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan bah#cum primer, sekunder dan
tersier. Analisis bahan hukum yang digunakan dala@nelitian ini adalah teknik
perskriptif yakni teknik dengan cara mengkaji ataenganalisis pengaturan pelaksanaan
eksekusi terhadap aset bank asing yang beradadn&geri terhadap bank asing yang
terlikuidasi di indonesia, dengan pendekatan damipeeikan solusi atau masukan

terhadap permasalahan yang diangkat dalam pendiitieum ini.

. PEMBAHASAN

1. Tanggung Gugat Pengembalian Simpanan Nasabah Bank Asing Terlikuidas di
Indonesia (Dalam Kaitanya dengan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan/L PS)
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Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan p@tisaRunsur yang paling
terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bamyddisa melakukan kegiatan dan
mengembangkan banknya, apabila masyarakat “peraay@k menempatkan uangnya,
pada produk-produk perbankan yang ada pada bas&btdr Berdasarkan kepercayaan
masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir damandasyarakat, untuk ditempatkan
pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jaisare?’

Bentuk hubungan hukum antara bank dan nasabah meayi dana, dapat
terlihat dari hubungan hukum yang muncul dari pkepgroduk perbankan, seperti
deposito, tabungan, giro, dan sebagainya. Bentddudgan hukum itu dapat tertuang
dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan daratsyarat umum yang harus
dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Dafaduk perbankan seperti tabungan
dan deposito, maka ketentuan dan syarat-syarat uyamg berlaku adalah ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat umum hubungan rekeepgsito dan rekening tabungan.

Adapun bentuk Hubungan Antara Nasabah Dengan Baitk y

a. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bankafe nasabah
adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hanga@da semua nasabah,
baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupuibahas@n debitur-non
deposan. Terhadap nasabah debitur hubungan kargtagisebut berdasarkan
atas suatu kontrak yang dibuat antara bank selbagditur (pemberi dana)
dengan pihak debitur (peminjam dana). Hukum konyrakg menjadi dasar
hubungan bank dengan nasabah debitur bersumbekeatantuan-ketentuan
Burgerlijk Wetboekentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut IP&338
ayat (1) KUHPerdata, bahwa semua perjanjian yarguadi secara sah
berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kelhlegieak?

b. Hubungan non kontraktual

Selain hubungan kontraktual, ada hubungan hukurg j&n antara
pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengaaia deposan dengan

nasabamon deposan-nowlebitur. Ada enam jenis hubungan hukum antara

2 Ronny Sautma Hotma BakbHubungan Bank Dan Nasabah Terhadap Produk TabuimganDeposit
Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995, him. 32

31bid , him. 32

4 Munir Fuadi,Hukum Perbankan ModeyCitra Aditya Bakti, Bandung, 1999, him. 14
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bank dengan nasabah selain dari hubungan konttagélegaimana yang
disebutkan di atas, yaifu:

1) Hubungan fidusia;

2) Hubungan konfidensial;

3) Hubungarbailor-bailee;

4) Hubungarprincipal-agent;

5) Hubungarmortgagor-mortgagee; dan

6) Hubungartrustee-beneficiary.

Bank sebagai lembaga intermediasi yang menjalanisaihanya dengan cara
menghimpun dana dan menyalurkan dana, dalam halghimpun dana untuk
meyakinkan nasabah akan keamanan dananya yangpdisiimaka “setiap bank wajib
menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bami lyarsangkutan” seperti yang
diamanatkan oleh Pasal 37 B ayat (1) Undang-UndRerbankan. Maka dari itu untuk
menjamin masyarakat, bank memerlukan suatu lemlgagg memiliki fungsi sebagai
penjamin simpanan nasabah.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang diperlukanukunmelindungi
kepentingan nasabah dan meningkatkan kepercayaagarakat pada bank, hal ini
tertuang dalam pasal dan penjelasan Pasal 37 B(aydtindang-Undang Perbankan.
Untuk melaksanakan fungsi penjamin simpanan nasatlah Lembaga Penjamin
Simpanan sesuai Pasal 4 huruf a Undang-undang N@#oifahun 2004 Tentang
Lembaga Penjamin Simpanan agar suatu bank mendapgkninan atas simpanan
nasabahnya, maka dalam ketentuan Pasal 8 ayat1)PS memberikan kewajiban pada
setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wil&egara Republik Indonesia wajib
menjadi peserta penjaminan, hal ini berlaku pulgi b@ntor cabang dari bank yang
berkedudukan di luar negeri yang melakukan kegiataha perbankan dalam wilayah
Negara Republik Indonesia. Sedangkan kantor cabangbank yang berkedudukan di
Indonesia yang melakukan kegiatan perbankan diviilayah Republik Indonesia tidak
termasuk dalam penjaminan.

Terdapat 3 (tiga) alasan kepesertaan wajib bagapsdétank yang melakukan
kegiatan usaha di wilayah Negara Republik Indonesigh menjadi peserta penjaminan

sebagai berikut:

® Ibid, him. 14.
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a. Menghindari terjadinyaddverse selectidnyakni kecenderungan hanya bank
yang tidak sehat yang menjadi peserta penjaminan;

b. Pihak yang memperoleh manfaat dari adanya penjamipanan bukan hanya
nasabah tetapi semua bank dengan terciptanya gigtidrankan yang stabil;

c. Mencegah sekelompok bank mempunyai keunggulan kihpdalam
penetapan haraga kompetitifcompetitive priciny serta menciptakan
persaingan yang lebih failegel playing field}

Terkait hubungan hukum keperdataan antara bankg adengan Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS) yang bersumber dari undadgng menimbulkan hak dan
kewajiban yaitu :

a. Hak dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalaherimea premi dari
bank asing, dan kewajiban Lembaga Penjamin Simpgh&s) adalah
membayar klaim penjaminan kepada nasabah penyirdpéam hal bank
tersebut dicabut izin usahanya setinggi-tingginy#E #.000.000,00 (seratus
juta rupiah) untuk setiap nasabah pada suatu ls@skiai pasal 11 UU LPS,
diubah dengan peraturan pemerintah pengganti uraieaeng Rl Nomor 3
tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-UndangiNa#n Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan, menjadi Undamtgsty Nomor 7
Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerimtiagpgdhti Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentaerubahan atas
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembagajafin
Simpanan menjadi Undang-Undang. Sesuai Peraturarerifgah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besar Nilap&nan yang dijamin
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), untuk setiap aasalang semula
setinggi-tingginya Rp100.000.000,00 (seratus jutgiah) untuk setiap
nasabah pada suatu bank, sesuai Pasal 11 UU L&i&hdmenjadi paling
banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyarmypia

b. Hak dari bank adalah berupa pengalihan kewajibaokumembayar klaim
dari nasabah penyimpan kepada Lembaga PenjaminaBanp(LPS) untuk
setinggi-tingginya Rp100.000.000,00 (seratus jutaah), sesuai Pasal 11 UU

5 Daniel Djoko TarlimanLembaga Penjamin Simpanan Dalam Penyelesaian Bagel®i Indonesia
Disertasi, Surabaya, Fakultas Hukum UniversitataAgga, 2008, him. 128
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LPS, diubah dengan peraturan pemerintah Nomor G&um&008 tentang
besar nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penj&@mmpanan (LPS), untuk
setiap nasabah dalam suatu bank menjadi sebesa®@(RE¥00.000,00 (dua
milyar rupiah) dalam hal izin usaha bank dicabatasagkan kewajiban bank
mempayar uang kontribusi dan premi kepada Lembaggafin Simpanan
(LPS).

Adapun simpanan yang tidak dijamin akan diselesaikalalui proses likuidasi.
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat menyatak&im kbenjaminan tidak layak
dibayar apabila berdasarkan hasil rekonsiliasiatan/verifikasi*

a. Data simpanan nasabah dimaksud tidak tercatathzada

b. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang diuntunggeara tidak wajar;

c. Nasabah penyimpan merupakan pihak yang menyeb&geataan bank bank

menjadi tidak sehat.

Terhadap simpanan yang tidak layak bayar menutenkean Pasal 20 ayat (jb) Pasal
40 ayat (1) PLPS No.1/PLPS/2006 maka nasabah degejajukan:
a. Mengajukan keberatan pada Lembaga Penjamin Simp#&bBS) yang
didukung dengan bukti nyata dan jelas;
b. Melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) UU LPS Dalam nmlakan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPS membeantylenyelesai yang memiliki hak,
kewenangan seperti halnya tim likuidasi. Maka d#ui tim penyelesai yang akan
meneyelesaikan proses likuidasi kantor cabang baimg yang mempunyai kewenangan
seperti tim likuidasi diatur dalam ketentuan P&lUU LPS mengatur bahwa LPS akan
bertindak sebagai “likuidator” dalam proses likwwdd8ank Gagal yang dicabut izin
usahanya, LPS melakukan tindakan sebagai berikut:

a. Melakukan kewenangan mengambil alih dan menjalardegala hak dan
wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewdRaogt Umum
Pemegang Saham dalam rangka proses likuidasi;

b. Memberikan talangan untuk pembayaran gaji pegaveaigyterutang dan
talangan pesangon pegawai sebesar jumlah minimsengen sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan;

" Djoni S.Gozali, Rachmadi Usmarukum PerbankarSinar Grafika, Banjarmasin, 2010, him. 573
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c. Melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangkagperanan asset bank
sebelum proses likuidasi dimulai;

d. Memutuskan pembubaran badan hukum bank, membemukktidasi, dan
menyatakan status bank sebagai bank dalam likyidasrdasarkan
kewenangan LPS.

Apabila aset yang berada di Indonesia di dalam grabglian kepada nasabah
penyimpan masih kurang maka tim penyelesai yatd téibentuk oleh LPS bertanggung
jawab untuk mengambil aset bank asing yang bera#lantor pusat yang berada di luar
negeri. Di dalam pengambilan aset yang berada al hegeri tidak dapat langsung
mengeksekusi aset karena terbatasi oleh kedaulatarm negara lain maka dari itu LPS
dapat membawa sengketa tersebut di konvédSID (International Centre For The
Settlement Of Investment Dispugahg disahkan pada tahun 1965.

Konvensi ICSID merupakan forum penyelesaian sengketa internasienidit
dengan investasi, keanggotaan konvd@$ID terdiri dari para anggota Bank Dunia.
Tujuan utama konven#CSID adalah menjembatani jurang atau kekosongan updgarh
di dalam menyelesaikan kasus-kasus penanaman myakial dengan memberikan suatu
mekanisme khusus berupa fasilitas arbitrase dansillasi’Lembaga Penjaminan
Simpanan (LPS) juga dapat mengajukan gugatan pekepiada kantor pusat bank asing
ke pengadilan di negara kantor pusat bank asisgliat. Karena badan hukum bank asing
tersebut tunduk pada hukum di negara kantor pwsaelut berada. Gugatan Perdata
dimaksudkan untuk pengembalian simpanan nasabaking@n di Indonesia dan
merecoverkerugian LPS atas selisih Pembayaran Klaim Pen@amidana talangan yang
harus dibayar oleh LPS dengan hasil likuidasi @apaBank yang dicabut izin usahanya.

2. Eksekusi Aset Bank Asing Dalam Pengembalian Simpanan Nasabah di Indonesia

Eksekusi bila diartikan sebagaw enforcemenatau penegakan hukum, berupa
suatu usaha nyata secara paksa untuk melaksanakesamp karena para pihak atau salah
satu pihak dalam putusan pengadilan tidak mau niese@ara sukarela. Dalam ketentuan
Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagainelah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbanliéegaskan, bahwa

8 |bid, him. 542
‘Diakses dari  Hitps://Www.Milbank.Com/Images/Content/5/6/5666/649olan-Journal-Of-Intl-
Arbitration.Pdf padatanggal 29 September 2018 pukul 19.00 WIB.
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pembukaan kantor cabang bank asing hanya dap&tkisla dengan izin pimpinan bank
Indonesia. Persyaratan dan tata cara pembukaaor#amtor bank yang berkedudukan di
luar negeri sesuai dengan Peraturan Pemerintah N&fdahun 1999 tentang Ketentuan
dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Q@Qaambantu dan Kantor
Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negbahwa bank asing
menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atamdahluta asing dengan nilai
minimal setara dengan Rp. 3.000.000.000.000,08 (tigun rupiah).

Maka dari itu jika bank asing termasuk bank gagaigydicabut izin usahanya
oleh bank Indonesia maka bank asing tersebut altknidiasi oleh Lembaga Penjamin
Simpanan. Secara yuridis dengan UU LPS, maka tednisejak izin usaha suatu bank
dicabut, segala hak dan wewenang pemegang salramasték hak dan wewenang Rapat
Umum Pemegang Saham (RUPS) diambil alih oleh LPEh Gxarena itu dengan
diambilalihnya hak dan wewenang RUPS, maka LPSraegemutuskan hal sebagai
berikut:

a. Pembubaran badan hukum bank;

b. Pembentukan tim likuidasi;

c. Penetapan status bank sebagai “bank dalam likéiidasi

d. Penonaktifan seluruh direksi dan dewan komisaris.

Berkaitan dengan melakukan penyelesaian dan penandzank Gagal, LPS mempunyai
sejumlah kewenangan sebagaimana ditentukan dalsah #ayat (2) UULPS, yaitu:
a. Mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wangpemegang saham,
termasuk hak dan wewenang RUPS;
b. Menguasai dan mengelola aset dan kewajiban BanklGagg diselamatkan;
c. Meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan/ateagubah setiap kontrak
yang mengikat Bank Gagal yang diselamatkan denglak pketiga yang
merugikan bank; dan
d. Menjual dan/atau mengalihkan aset bank tanpa pguset debitur dan/atau

kewajiban bank tanpa persetujuan kreditor.

Dari ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa LP&uhgsi sebagai likuidator
terhadap bank gagal yang dicabut izin usahanya Befik Indonesia, dan sekaligus

bertindak sebagai penjamin simpanan nasabah barenknya LPS dengan sendirinya
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mengambil alih dan menggantikan seluruh hak danalkban bank yang dicabut izin
usahanya. Demikian pula LPS juga sepenuhnya memjaimmpanan nasabah bank yang
dicabut izin usahanya.

Sebelum penyelesaian aset dilakukan, LPS diberekamgan untuk melakukan
tindakan pengamanan aset. Hal ini dijabarkan pamkalP2 PLPS No0.2/2008 sebagai
berikut1°

a. dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya olehbsga pengawas

perbankan:

1) LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan daleangka
pengamanan aset bank sebelum proses likuidasi alinyaltu:
a) Menguasai dan mengelola aset bank;
b) Mengelola kewajiban bank; dan
c) Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LembRgagawas

Perbankan, kepolisian, dan instansi terkait lainnya

2) Dewan komisaris, direksi, dan pegawai dilarang kéan perbuatan
hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bankakesas persetujuan
dan/atau penugasan LPS.

b. Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana dirdgkata ayat (1) huruf

a, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atasandPS sebelum tim

likuidasi terbentuk.

Apabila aset bank asing yang berada di Indoned#k tmencukupi maka kantor
pusat bank bertanggung jawab atas pemenuhan kewajéri kantor cabang bank pusat
di indonesia sesuai dengan Pasal 59 UU LPS. Eksakas yang berada di luar negeri
terkait dengan masalah hukum perdata internas{etl) apabila suatu keadaan di mana
sebuah bank asing terlikuidasi di suatu Negara henk asing tersebut dicabut izin
usahanya di Negara kantor pusat. Jadi dalam hadieya kasus likuidasi lintas batas
Negara maka mengenai pembubaran suatu bank asiegatiipinsip pengakuan hokum
(recognition of orders}! Bahwa untuk mengeksekusi suatu bank asing yatiguidasi

di luar negeri dapat dilakukan oleh lembaga likeidaegara asal jika mendapatkan

10 Sentosa Sembiringdukum Perbankan Edisi Revisilandar Maju, Bandung, 2008, him. 260

11 Hikmahanto JuwanaBunga Rampai Hukum Ekonomi Dan Hukum Internasiohahtera Hati,
Jakarta, 2001, him. 227
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pengakuan dari Negara tempat perusahaan berdoatsili wilayah yurisdiksi di mana
perusahaan didirikan.

Terdapat 2 (dua) prinsip hukum yang berlaku sehgénndengan persoalan
apakah suatu keputusan luar negeri tentang kepaijilga berlaku atau mempunyai
akibat-akibat hukum di wilayah negara sendiri. Duransip tersebut adalaliRertama
prinsip teritorialitas, yang membatasi berlakunksek&usi aset yang berada di luar negeri.
Menurut prinsip ini likuidasi hanya mengenai bagmaygian harta benda yang terletak
didalam wilayah negara tempat putusan tersebutagkan atau tempat pencabutan izin
usaha tersebut dilaksanakakedug sistem universalitas, yang menganggap suatu
eksekusi aset bank yang berada di luar negerikaediseluruh dunia atau bila suatu bank
asing terlikuidasi maka kantor pusatnya menerimacaeutan izin usaha bank asing
tersebut? Menurut prinsip ini, dalam proses likuidasi asahk yang berada di negara
kantor pusatnya dapat di eksekusi karena didalamsipr ini akibat hukum dari
pencabutan izin usaha bank asing berlaku dimantgmpa mengenal kedaulatan hukum
negara.

Maka dari itu menurut prinsip teritorialitas didadgproses eksekusi aset yang
dilakukan tim penyelesai yang telah dibentuk Lensb@&gnjaminan Simpanan (LPS)
hanya sebatas aset yang ada di Indonesia saja.k@ieha itu pada saat proses likuidasi
dalam rangka pengembalian simpanan yang dilakuki@h dcembaga Penjaminan
Simpanan (LPS) tidak bisa mengembalikan simpanaab@dn penyimpan yang ada di
Indonesia jika ternyata aset bank yang ada di lesiantidak cukup dalam pengembalian
simpanan nasabah penyimpan. Martin wolff berperndé&pstem teritorialitas dianut di
Amerika serikat, system universalitas dianut diman dan swiss*® Menurut sistem
Hukum Perdata Internasional Belanda, keputusamdiisi memakai prinsip teritorialitas.
Pada pokoknya suatu keputusan likuidasi yang dkaragi luar negeri tidak mempunyai
akibat hukum di dalam negeri. Demikian pula dengrkum Perdata Internasional
Indonesia* Dalam hukum Acara Perdata yang berlaku di Indenesebagaimana

termaktub di dalam Pasal 436 R.V., yang secarastegaenyebutkan bahwa putusan

12 Wirjono Projodikoro Asas-Asas Hukum Perdata InternasigriélV.Van Dorp & Co, 1954, hini40
13 Martin Wolff, Private International Law, Oxfordsecond Edition1950, him. 560
14 I bid.
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pengadilan asing dalam hal eksekusi aset tidak tddigkui dan dilaksanakan oleh
pengadilan di Indonesia.

Jika dianut prinsip ini, maka Bank Asing yang sudaabut izin usahanya oleh
Bank Indonesia maka didalam proses eksekusi as#t &sing Indonesia hanya bisa
mengeksekusi aset yang berada di Indonesia sajak hianya itu jika bank asing tersebut
kantor pusatnya yang berada di luar negeri izirhaiIsga dicabut maka kantor pusat
tersebut tidak bisa mengeksekusi aset yang berattadaonesia karena hukum perdata
internasional Indonesia menganut prinsip teritaaal

Telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomoi&@iun 2004 Tentang
Kepailitan bahwa Indonesia menganut prinsip unalées didalam putusan kepailitannya,
secara formil bahwa putusan pengadilan niaga aasghonan pernyataan pailit meliputi
seluruh harta debitor, baik harta debitor yang deerdi Indonesia maupun yang berada di
luar negeri. Namun secara materiil pelaksanaankga anengalami kesulitan, artinya
untuk mengeksekusi aset yang berada di luar nefgan berhadapan dengan yurisdiksi
negara lain, sehingga perlu melihat apakah hukugameain tersebut mengakui putusan
kepailitan tersebut. Pada umumnya suatu negaraaham@mperbolehkan eksekusi aset
bank asing dari negara lain, apabila ada perjanjiéernasional antara kedua negara
tersebut termasuk Indonesia. Seperti halnya p@jargntara Singapura dan Malaysia
mengenai eksekusi aset lintas batas dalam hallkapai

Dunia bisnis apabila terjadi sengketlisputg, maka penyelesaian kontrak antara
lembaga negara atau badan hukum pemerintah ataranegnderung untuk memilih
badan arbitrase. Badan arbitrase telah lama dipandabagai badan atau forum yang
netral. Penting untuk dikemukakan disini bahwa pealyan sengketa kepada badan
arbitrase ini pun disyaratkan adanya kesepakatanpdea pihak. Prinsip umum yang
berlaku adalah bahwa kesepakatan tersebut haruangkan dalam bentuk tertut.
Namun perjanjian antara LPS dengan bank asingbigrsielak ada klausul bahwa segala
sengketa akan dibawa kepada badan arbitrase.

Dalam hal proses eksekusi aset bank asing yangldeafianegara lain badan
arbitrasd CSID, Bentuk klausa arbitrase tersebut dibedakan atadentuk, yaitd®

15 Huala Adolf,Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasion&efika Aditama, Bandung, 2006, hl&@
16 Rachmadi Usmarjukum Arbitrase NasionaGramedia Widiasarana, Jakarta, 2002, him. 23

49



:: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 3 Nomor 1, April 2019

a. Pactum de compromittendadalah bentuk klausa arbitrase yang dibuat para
pihaksebelum terjadi sengketa atau peselisihan secata;ny
b. Acta compromisadalah bentuk klausa arbitrase yang dibuat setelagketa

atauperselisihan terjadi sehubungan dengan pelaksg®agmjian pokok.

Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan matgiproses arbitrase tetap
membutuhkan Pengadilan Negeri untuk melaksanal@sepreksekusinyd.Maka dari itu
di dalam proses eksekusi aset bank asing dapatleiagan di dalam konvenKLSID
melalui badan arbitrasenya dengan memintakan eksieaket bank asing yang berada di
luar negeri pada aturan konvetGBID article54 yang menyatakan ;

(1)Each Contracting State shall recognize an awarddezad pursuant to this
Convention as binding and enforce the pecuniarygalibns imposed by that
award within its territories as if it were a fingidgment of a court in that
State. A Contracting State with a federal congbtutmay enforce such an
award in or through its federal courts and may pdevthat such courts shall
treat the award as if it were afinal judgment o thourts of a constituent
state.

(2)A party seeking recognition or enforcement in #witories of a Contracting
State shall furnish to a competent court or othatharity which such State
shall have designated for this purpose a copy efdtvard certified by the
Secretary General. Each Contracting State shallimwahe Secretary-General
of the designation of the competent court or ottwahority for this purpose
and of any subsequent change in such designation

(3)Execution of the award shall be governed by theslas@ncerning the
execution of judgments in force in the State insgherritories such execution
is sought.

Untuk itu maka yang memohonkan eksekusi aset yareglh di luar negeri melalui badan
arbitraselCSID ialah tim penyelesai dengan bekerja sama deng&h déBuai dengan

Pasal 59 ayat (3) UU LPS. Sebagaimana dimaksudasktasing tersebut dalam rangka

pengembalian simpanan nasabah penyimpan bankyasiggoerada di Indonesia.

C.PENUTUP
1. Kesmpulan
Terkait proses likuidasi bank asing yang dilakukdah Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS) terdapat kendala pada saat eksekesi bank asing dalam rangka

"Dede FebebriantoTinjauan Yuridis terhadap Eksistensi arbitrase SghaUpaya Penyelesaian
Sengketa Di Indonesi&kripsi, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Sulyarief, Riau, 2011, him. 40
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pengembalian simpanan nasabah penyimpan. Dalami h@tdapat beberapa negara yang
masih menganut prinsip teritorialitas manakala bardbang bank asing tersebut
dinyatakan sebagai bank gagal atau dicabut izihamsa oleh bank Indonesia maupun
kantor pusat dicabut izin usahanya oleh negar&ksdalmpat kedudukan kantor pusat.
Oleh karena itu sengketa dalam proses eksekusbasktasing yang berada di luar negeri
untuk pengembalian simpanan nasabah penyimpanddinésia dapat diselesaikan di
badan arbitrase internasional yang telah ada dvewmsi International ICSIDGentre for

Settlement of Investment Dispytgang diajukan oleh tim penyelesai.

2. Saran

Indonesia sampai saat ini belum memiliki perjanjiaternasional mengenai
likuidasi aset bank asing khususnya pada ekselagsi l@ank asing yang berada di luar
negeri. Oleh karena itu, penting juga bagi Indamesituk mengadakan suatu perjanjian
internasional tentang likuidasi aset bank asingyyaerada di luar negeri yang selanjutnya
dapat diratifikasi dengan undang-undang atau keputpresiden sebagaimana yang diatur
dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentangarp@n internasional, agar

tercipta adanya kerjasama antar negara.
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KEPAILITAN BUMN YANG DIMOHONKAN ATAS DASAR HAK-HA K BURUH
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Abstract

BUMN are private corporate entities so that the $agoverning Manpower are applicable to Law 13 0020
Therefore, the normative rights set forth in Law. N8 of 2003 must be met by companies for theikerst These
normative rights are, among others, when the Baptk€iompany, ie, a one time severance pay undgurthgsions

of Article 156 Paragraph 2, severance pay for a-tinee stipulation of Article 156 paragraph 3 andngpensation
pay pursuant to paragraph 156 4. Where there iotaights is not fulfilled by a state-owned entéasgr, workers
may file for bankruptcy in the company, in its dfiedtion as a Preferen creditor. Based on the s, the state-
owned enterprises should be clearly stated in apsom to protect the company's existing componentase of
Bankruptcy, if the State participates, there mstbleast 51% of the shares therein, so that tmrol, regulation

and controlling functions performed the governmiertlear that the company's goals are achieved tecessary
to have the same meaning / meaning as the stateebemierprise which is engaged in public interBgicause of
Article 2 paragraph 5 of Law No. 37 of 2004 witle #xplanation is not in line. Article 2 paragraplobthe Law on
Bankruptcy refers to state-owned enterprises irfifld of public interest, while in the explanatistates that state-
owned all state-owned capital and not divided isitares. Between the contents of the article anéxipéanation is

not synchronized, then the provisions should betioread directly Perum, in order to achieve legattaity.

Keywords : BUMN, Bankrupt, employment

Abstrak
BUMN merupakan entitas perusahaan privat sehingggarh yang mengatur tentang Ketenagakerjaan bekléku
No 13 Tahun 2003. Oleh karena itu, hak-hak normatifg diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 harus dipenu
perusahaan untuk pekerjanya. Hak-hak normatif betsgntara lain ketika perusahaan Pailit, yaknigup@sangon
satu kali ketentuan Pasal 156 Ayat 2, uang pesangsa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal yei&alan
uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat 4. lagata hak—hak buruh yang tidak dipenuhi perusaB&aaviN,
maka buruh dapat mengajukan pailit pada perusatezaabut, dalam kualifikasinya sebagai krediturfé?em.
Berdasarkan penelitian tersebut, seharusnya &t harus dipaparkan secara jelas dalam suatispkaan hal
ini untuk memproteksi komponen perusahaan yanglatddamnya apabila terjadi Kepailitan, jika Negikat andil
maka harus pula terdapat minimal 51% saham didalameehingga fungsi pengendalian, pengaturan dan
kontrolling yang dilakukan pemerintahpun jelas agajuan perusahaan tersebut tercapai. Perlu adanya
pengertian/makna yang sama mengenai BUMN yang taegtalam bidang kepentingan publik. Karena antara
Pasal 2 ayat 5 UU No 37 Tahun 2004 dengan penjeigadidak sejalan. Pasal 2 ayat 5 UU Kepailitamyabut
tentang BUMN di bidang kepentingan publik, sementpada penjelasan menyatakan BUMN yang seluruh
modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atasasahAntara isi pasal dan penjelasan tidak singkroaka
seharusnya ketentuan tersebut menyebut langsuogPagar tercapainya kepastian hukum.

Kata Kunci : BUMN, kepailitan, ketenagakerjaan
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan unsur yang tidak teMepagdari pembangunan
Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang Undasay Digara Republik Indonesia Tahun
1945. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudgd@@m sangat penting sebagai pelaku
dan sasaran pembangunan Nasional. Oleh karenaitis fada hak-hak tenaga kerja yang
diatur dalam peraturan Indonesia demi keadilan kigastian hukum, yang di dalamnya
termasuk perlindungan atas hak-hak pekerja. Dindaterjalanannya, perusahaan tidak
selamanya mengalami pertumbuhan yang stabil darkabalsebuah perusahaan dapat
mengalami kebangkrutan atau kepailitan. Pailit ppekan suatu keadaan dimana debitur
tidak mampu lagi untuk melakukan pembayaran-penthaygerhadap utang-utang dari para
krediturnya.

Kepailitan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Wndéd&omor 37 Tahun 2004
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembaaydtang (selanjutnya disebut UUK)
adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit ysmggurusan dan pemberesannya dilakukan
oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawaaddém tidak mampu membayar
lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keaarfqancial distresydari usaha debitor
yang telah mengalami kemunduran. Kepailitan merapaguatu jalan keluar yang bersifat
komersial untuk keluar dari persoalan utang piutgargg menghimpit seorang debitur karena
sudah tidak mampu lagi membayar utang piutangtiate

Pada dasarnya UUK tidak membedakan kepailitan. &arttan UUK debitur yang
dapat dipailitkan menjadi dua, yaitu orang peroaan(pribadi) dan badan hukum. Artinya,
baik perorangan maupun badan hukum dapat dipailftkdalah satu pembaharuan dalam
UUK ialah menambah pihak-pihak yang dapat mengajukepailitan terhadap instansi
tertentu, salah satunya ialah permohonan pailtatsp BUMN. Pasal 2 ayat (5) UUK

1 M. Hadi Subhan,Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma dan Praktik difadilan, Kencana, Jakarta, 2007,
him 2.

2 Adrian SutediHukum KepailitanGhalia Indonesia, Bogor, 2009, him. 147
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menyatakan bahwa dalam hal Debitor adalah BadahaJsalik Negara yang bergerak di
bidang kepentingan publik, maka permohonan perayafailit hanya dapat diajukan oleh
Menteri Keuangan. BUMN yang dimaksud hanyalah BUMANhg bergerak di bidang
kepentingan publik saja.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK, yangkdud dengan BUMN yang
bergerak di bidang kepentingan pubik ialah: “badesaha milik negara yang seluruh
modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atasasah Artinya untuk bisa disebut sebagai
BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publikuséah memenuhi dua syarat tersebut.
UUK tidak memberikan penjelasan tentang itu. Di ga itu, penjelasan tersebut juga
mengandung kelemahan. Kelemahan yang dimaksud hadala disingkronkan dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN@g{8etnya disebut UU BUMN).
Pengertian BUMN yang bergerak di bidang kepentingamlik hampir sama dengan
pengertian Perusahaan Umum (Perum). Hal ini dapiétaddalam Pasal 1 angka 4 UU
BUMN. Menurut Pasal 1 angka 4 UU BUMN, Perum ad&&HVIN yang seluruh modalnya
dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yaergujuan untuk kemanfaatan umum berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu toggisekaligus mengejar keuntungan
berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. BUMN yseluruh atau sebagian besar
modalnya berasal dari kekayaan negara yang dimsahlkerupakan salah satu pelaku
ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di sagpsaha swasta dan koperasi.

Kasus paling besar ialah dipailitkannya suatu BUjlu PT Dirgantara Indonesia
(DI) karena dalam sejarah ini baru pertama kali BUMipailitkan3 Namun akhirnya batal
pailit setelah Mahkamah Agung menolak permohonaiiit pmmantan karyawan DI.
Permohonannya sendiri diajukan mantan karyawaraiteRekurangan pembayaran iuran
pensiun setelah mereka di PHK. Mahkamah Agung kerilan bahwa BUMN, baik
berbentuk Perusahaan Umum (Perum) atau Persera ldapat dimohonkan pailit oleh

Menteri Keuangan (Menkeu). BUMN yang seluruh mogalimiliki oleh negara, yang

3 Usman RachmadDimensi Hukum Kepailitan di Indonesi@ramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, him
48
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melaksanakan kegiatan kepentingan publik hanya tddipaohonkan pailit oleh Menteri
Keuangan.

Di Indonesia, berkaitan dengan permasalahan peraanbak-hak buruh tersebut
sebenarnya telah diatur dengan jelas dalam seramglgeraturan perundang undangan.
Dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentangrégiakerjaan (selanjutnya disebut
UU Ketenagakerjaan ) Pasal 95 ayat (4) disebutkémvh “Dalam hal perusahaan dinyatakan
pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan pdamgy - undangan yang berlaku, maka upah
dan hak - hak Ilainnya dari pekerja/buruh merupakatang yang didahulukan
pembayarannya.” Dalam UUK Pasal 39 disebutkan batiwa&Pekerja yang bekerja pada
Debitor dapat memutuskan hubungan Kkerja, dan &elyali Kurator dapat
memberhentikannya dengan mengindahkan jangka wadthwrut persetujuan atau ketentuan
perundang undangan yang berlaku dengan pengedianabhubungan kerja tersebut dapat
diputuskan dengan pemberitahuan paling singkaedtpét puluh lima) hari sebelumnya; dan
(2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diuaapkipah yang terutang sebelum maupun
sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan meaapatiang harta pailit.

Melihat ke UU Ketenagakerjaan, Pasal 1 angka 3 reekdn pengertian Pekerja
adalah setiap orang yang bekerja dengan meneritvelamdalam bentuk apapun. Pengertian
ini agak umum namun maknanya lebih luas karenatdagamcakup semua orang yang
bekerja pada siapa saja baik perorangan, persekuhamlan hukum dan badan lainnya
dengan menerima upah selama ini diidentikkan dengag, padahal ada pula pekerja/buruh
yang menerima imbalan dalam bentuk bart8epagaimana dengan istilah pemberi
kerja/pengusaha dalam hal ini perusahaan, berdasdtkl Ketenagakerjaan adalah setiap
bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, wiéikg perseorangan, milik persekutuan,
atau milik badan hukum, baik milik swasta maupudikmhegara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalamdaéntuk lain atau usaha usaha sosial
dan usaha usaha lain yang mempunyai pengurus dampekerjakan orang lain dengan

membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Meigeubungan kerja yang telah ada

4 Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indone&id, Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2006, him 35
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antara perusahaan dan pekerja, maka dengan sgadakan terputus dengan adanya putusan
pengadilan.

Hal ini berdasarkan Pasal 21 ayat 1 Undang Undamgdd 25 Tahun 1997 yang
menyatakan bahwa Perjanjian kerja berakhir apabila

a. Meninggal dunia;

b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. Adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatiaumh tetap;

d. Adanya kejadian atau keadaan yang dicantumkan dpkmanjian kerja yang

dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian hubungga;ldan

e. Keadaan memaksa.

Selama ini masyarakat cenderung menilai bahwa kiypamerupakan suatu cacat
hukum dan kenestapaan suatu perusahaan terhaddmhalara kreditur yang berkaitan
dengan perusahaan tersebut, khususnya para teesjga karena kurang memahaminya
tenaga kerja terhadap hukum kepailitan. Memangtulisisi terdapat UU Ketenagakerjaan
yaitu yang mengatur hak buruh pada perusahaar. pgddimun, ada pula UUK, dengan
demikian, terdapat benturan antara pemenuhan hakbrang didahulukan berdasar UU
Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan. Tetapi dalamuhukterdapat asakex Specialis
derogat legi generalisyaitu peraturan yang lebih khusus mengalahkantyrara umum,
sehingga hak buruh pada saat pailit hanya mengada peraturan yang lebih khusus yaitu
UU Kepalilitan. Selain itu, dalam Peraturan PemahinNomor 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah, Pasal 27 disebutkan bahwa “datmpengusaha dinyatakan pailit, maka
upah buruh merupakan hutang yang didahulukan pesnbiaryya sesuai dengan peraturan
perundang undangan tentang kepailitan yang berlaku”

Dalam Pasal 26 UU UUK kurator memang mempunyai kawgan untuk
melakukan pengajuan tuntutan dan kewajiban yangyamgkut harta pailit. Apalagi jika,
masih ada kreditur—kreditur lain yang harus dipejuga haknya. Dengan demikian, dapat
dilihat bahwa kewajiban yang harus dilaksanakah perusahaan yang pailit sebagai debitur,
tidak hanya berkaitan dengan kreditur, tetapi kgaajiban pemenuhan upah kepada pekerja.

Posisi seperti ini merupakan salah satu alasan apangampai terjadi demonstrasi oleh buruh
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dalam perusahaan pailit. Dalam hal ini putusan litepisuatu perusahaan biasanya diikuti
oleh putusan status pekerjanya, yaitu terjadi pasaut hubungan kerja.

Dalam praktiknya manakala terjadi permasalahanitpddn terjadi pemutusan
hubungan kerja dalam satu perusahaan, seringkiadirjpekesulitan memperoleh informasi
dan hak-hak mereka. Seringkali terjadi perselisiRakerja dengan Pihak Perusahaan yang
diwakili oleh Kurator. Pasal 151 ayat (1) UU Ketgakerjaan menyebutkan bahwa
pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikathty dan pemerintah, dengan segala upaya
harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutudamdan kerja. Setelah instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempaerima pencatatan perselisihan,
instansi tersebut wajib menawarkan kepada parakpilmatuk menyepakati memilih
penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui aalsi: Jika para pihak tidak memilih
penyelesaian melalui konsiliasi dan arbitrase mpkayelesaian perselisihan dilakukan
dengan mediator.

Berdasarkan uraian diatas, maka pemenuhan kebuteam sistem pengupahan
pekerja yang layak merupakan suatu orientasi hesks#tiap warga negara atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan dapatpdilkan pula bahwa dalam praktik
peradilan di Indonesia masih sering terjadi peaiegan dalam menyelesaikan masalah ketika
perusahaan pailit dengan para pekerja. Dengan adaeditur-kreditur pemegang jaminan,
sering kali para pekerja khawatir perusahaan peelisebut tidak melakukan pemenuhan
pembayaran upah dan pesangon karena harta pemsséia@gai debitur sudah habis atau
telah berkurang untuk membayar para kreditur pengegak jaminan. Dalam jurnal ini ada
dua permasalahan hukum yakni apakah pekerja / lpada perusahaan BUMN berlaku UU
No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan agakahak buruh yang tidak terpenuhi

oleh Perusahaan dapat mengajukan pailit terhaddgNBtérsebut.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentakegpailitan BUMN yang
dimohonkan atas dasar hak-hak buruh yang tidakndhge dengan titik pembahasan pada
apakah UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakehadaku pada pekerja / buruh pada
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perusahaan BUMN dan apakah hak-hak buruh yang telglenuhi oleh Perusahaan dapat
mengajukan pailit terhadap BUMN tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan bergubagi pengembangan hukum
Bisnis/ketenagakerjaan. Dari segi praktis penalitma diharapkan dapat berguna bagi praktik
hukum dan penegakan hukum mengenai penanganan &asupermasalahan-permasalahan

hukum yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di BUMN

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normdadrtujuan mencari pemecahan
atas isu hukum yang timbul didalamnya, sehinggal lyasg dicapai adalah memberikan
preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isumhiyang diajukan. Pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan perundang-undangdatuté approach pendekatan
konseptual donceptual approagh dan pendekatan kasusage approach Metode analisis
bahan hukum didasarkan pada bahan hukum primerp&eperundangan-undangan

dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kaisgr

. PEMBAHASAN
1. Cakupan Hubungan Kerja dalam UU Ketenagakerjaan
Semua orang yang bekerja disektor swasta baik padarangan maupun badan
hukum disebut sebagai buruh. Hal ini ditegaskaarddPasal 1 ayat 1 a Undang Undang 22
Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihnan Rédour Dalam pasal ini buruh diartikan
sebagai barang siapa yang bekerja pada majikarademgnerima upah. Setelah lahirnya
Undang Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeigikath Buruh disandingkan dengan
istilah Pekerja. Istilah Buruh dan Pekerja secar&dis sebenarnya adalah sama dan tidak ada

perbedaan diantara keduanya. Pekerja adalah asetapaan yang begitu penting, karena

5 Peter Mahmud MarzukRenelitian HukumKencana Prenada Media Groupkarta, 2005him. 113
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keberhasilan suatu perusahaan sangat tergantungelarjanya. Dalam hubungan antara
perusahaan dan pekerja tersebut terjadi perikadga kang membentuk hubungan hukum,
yakni suatu perjanjian kerja. Suatu perjanjian &ediapat berupa perjanjian tertulis maupun
lisan yang mengikuti syarat-syarat perjanjian, gabmana diatur dalam Pasal 1320
KUHPerdata. Adanya perjanjian kerja, yakni upahgyaremadai dan jaminan sosial tenaga
kerja adalah hak-hak pekerja yang dijamin oleh Wgeldndang.

Menurut Bahder Johan Nasution “Tujuan yang hendalpai dalam hubungan

industrial adalah mewujudkan masyarakat adil dankmma dengan cara

menciptakan ketenagaan bekerja dan berusaha ydagdasi dengan prinsip
kemitraan dan keseimbangan, berasaskan kekeluadmamgotong royong serta
musyawarah untuk mufakat”.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhirbartyan kerja karena suatu
hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak- den kewajiban (prestasi dan kontra
prestasi) antara pekerja buruh dengan pengusalsal (Raangka 25 Undang Undang
Ketenagakerjaan). Salah satu pasal dalam UUD NB% j@itu Pasal 28D yang menentukan
bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan imlaianperlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja.

Entitas BUMN dapat ditelusuri dari konsep hukumugahaan pada umumnya.
Istilah “perusahaan” pada awalnya tidak terdapdamdaKitab Undang-Undang Hukum
Dagang (KUHD) Stb.1847-23, dan dikenal pada wakiu adalah istilah pedagang
sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengah3PEsdD. Dalam perkembangannya,
terjadi perubahan KUHD pada tahun 1938 dengan 1%B8-276 istilah pedagang diganti
dengan perusahadmlamun mengenai pengertian perusahaan ternyatan ddl#HD sendiri
tidak memberikan pengertiannya. Berdasarkan Padaltit b Undang Undang Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yangentekan: “Perusahaan adalah setiap

bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaibersifat tetap dan terus-menerus dan

6 Bahder Johan Nasutiohjukum Ketenagakerjaan, Kebebasan Berserikat bageif® Mandar Maju,
Bandung, 2004, him 165
7 H.M.N. Purwosuttjipto,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1, Pergerfdasar Hukum

Dagang Djambatan, Jakarta, 1995, him 10
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yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalatayah negara Republik Indonesia, untuk
tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba”.Bqgita pada Pasal 1 butir 1 Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusaljang menentukan: “Perusahaan
adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegsetzara tetap dan terus-menerus dengan
tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik y#&sejethggarakan oleh orang perorangan
maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum/imakiam hukum, yang didirikan dan
berkedudukan di wilayah RI.

Landasan Konstitusional BUMN adalah Pasal 33 aygdrBayat 3 UUD 1945, yang
menyatakan bahwa “semua cabang produksi yang meaighajat hidup orang banyak
dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besamtylakemakmuran rakyatnya “. BUMN
ikut berperan dalam sistem perekonomian nasiortatafain menghasilkan barang dan/atau
jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan selbesarnya kemakmuran masyarakat.
Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai peldpo/atau perintis dalam sektor-
sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Mdrapkan sifat usaha BUMN, yaitu
untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatimum, dalam Undang Undang
Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik NegatUMN disederhanakan menjadi
dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Perser®edasahaan Umum (Perum).

Persero adalah BUMN yang tujuannya mengejar kegatyndan modalnya terbagi
atas saham yang paling sedikit 51% dari saham danigjiki oleh negara dan ditundukkan
kepada ketentuan tentang Perseroan Terbatas, &adaRgrum adalah BUMN yang tidak
terbagi atas sahafrRumusan Perseroan berasal dari kat@,yang berarti saham. Menurut
ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomorhdm t2007 tentang Perseroan Terbatas
menentukan : “Perseroan Terbatas, yang selanjutisgdout Perseroan adalah badan hukum
yang merupakan persekutuan modal, didirikan berkasaperjanjian, melakukan kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terblagn daham, dan memenuhi persyaratan

yang ditetapkan dalam undang-undang serta pergpetaksananya”.

8 Rudhi Prasetya. Perseroan Terbatas Teori danilRraskarta : Sinar Grafika, 2011, h. 8
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Perusahaan Perseroan, merupakan BUMN yang berbpetskroan terbatas yang
modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atangosdéidikit 51% (lima puluh satu persen)
sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesiangyatujuan utamanya mengejar
keuntungan. Hal inilah yang membedakannya dengamukeBUMN lainnya, yaitu
Perusahaan Umum (Perum). Perusahaan Umum, merup&kdi yang seluruh modalnya
dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yéegujuan untuk kemanfataan umum
berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bertimggi dan sekaligus mengejar
keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perasafirasal 1 angka 4 Undang-Undang
BUMN).

a. UU Ketenagakerjaan Berlaku Pada Perusahaan BUMN

Hukum Ketenagakerjaan dapat bersifat perdata dpat deersifat publik. Dikatakan
sifat perdata oleh karena sebagaimana kita kethhlnva perdata mengatur kepentingan
orang perorangan dalam hal antara tenaga kerjapasmgusaha yaitu dimana mereka
mengadakan suatu perjanjian yang disebut dengganpan kerja. Sedangkan mengenai
hukum perjanjian diatur dalam KUHPerdata Buku IHasnping bersifat perdata juga bersifat
publik alasannya adalah:

1) Dalam hal-hal tertentu Negara / Pemerintah turaotpa tangan dalam masalah —

masalah ketenagakerjaan, misalnya Pemutusan Hub =g,

2) Adanya sanksi-sanksi / aturan didalam setiap undamdpng atau peraturan

perundang undangan di bidang ketenagakefjaan.

Keikutsertaan pemerintah dalam kepemilikan sahamlapat dalam Pasal 1
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 TentangeRean Modal Negara Republik
Indonesia ke Dalam Modal Saham, menyebutkan bahMegdra Republik Indonesia
melakukan penyertaan modal ke dalam modal sahanDiRjantara Indonesia, PT PAL
Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau S®@eBarata Indonesia, PT Boma Bisma
Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomikasi Indonesia dan PT LEN Industri”.

% Sendjun W. ManullangPokok — Pokok Hukum Ketenagakerjaan di IndoneRiaeka Cipta, Jakarta,
1998, him 1
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PT. Dirgantara Indonesia merupakan salah satu Bl bergerak dalam bidang
kedirgantaraan. Sebagai suatu Badan Usaha Mililafded®T. Dirgantara Indonesia memiliki
karakteristik bentuk sebagai Perusahaan Perser@arsgfo). PT. Dirgantara Indonesia
sebagai salah satu wahana transformasi industwkunenjadi pusat keunggulan di bidang
industri dirgantara yang berorientasi bisnis dammamendukung kepentingan nasiolal.

Kewenangan pengajukan permohonan pailit suatu Bddsaha Milik Negara
(BUMN) adalah Menteri Keuangan. Terhadap PT. Ditgen Indonesia yang merupakan
salah satu Badan Usaha Milik Negara, Majelis HaRemgadilan Niaga berpendapat bahwa
PT. Dirgantara Indonesia bukan BUMN yang sahameyatss persen dikuasai Negara. Oleh
karena itu, Menteri Keuangan bukan satu-satunyakpyang dapat menggugat pailit PT.

Dirgantara Indonesia.

b. Pihak yang Memohonkan Pailit
Menurut J. Djohansjah, dalam tulisannya yang beifjutPengadilan Niaga’,
pengertian Kepailitan merupakan suatu proses dirftana
1) Seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuang&mkunembayar utangnya
dinyatakan pailit oleh Pengadilan, dalam hal inndedilan Niaga, dikarenakan
Debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya.

2) Harta Debitur dapat dibagikan kepada para Kredseguai dengan peraturan
Kepailitan.

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang kaneeganjian atau Undang-
Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, Bagditor konkuren, kreditor separatis
(pemegang hak jaminan), maupun kreditor preferexbitbr adalah orang yang mempunyai
utang karena perjanjian atau Undang-Undang yangnpsénnya dapat ditagih dimuka

pengadilan. Utang adalah kewajiban yang dinyataktan dapat dinyatakan dalam jumlah

10 http://www.kompas.com., PT Dirgantara IndonesizaBRailit. Rabu, 24 Oktober 2007, diakses pada 2
September 2014

11 Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Porjfegs.], Penyelesaian Utang-Piutang: Melalui
Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utaflgmni, Bandung, 2001, him 23
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uang baik dalam mata uang Indonesia maupun matpasing, baik secara langsung maupun
yang akan timbul di kemudian hari ateantinjen yang timbul karena perjanjian atau undang-
undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor daa bdak dipenuhi memberi hak kepada
Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari hartayesn Debitor.

Keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik selsagdéu lembaga atau sebagai
suatu upaya hukum khusus merupakan suatu ringkaseep atas asas dalam Pasal 1131 dan
1132 KUH Perdata yakni adanya kepastian pembayatiastransaksi yang telah diadakan
oleh debitur terhadap krediturnya, dengan kedudykag proporsioal.

Sesuai ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, bahwa sala pengecualian yang
diberikan oleh perundang-undangan atas @sagas creditoriumadalah terhadap kreditur
separatis dan preferen, yakni kreditur yang memaukgdudukan terpisah dalam boedel
pailit. Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, peradiacu tersebut dari hak istimewa
(privilege), gadai dan hipotik. Dalam Pasal 1134 KUH Perdaleh lanjut dimuat bahwa
ketentuan Gadai dan Hipotik mempunyai kedudukaih lebggi untuk didahulukan daripada
Hak Istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana olehamgdundang ditentukan sebaliknya.

Berkaitan dengan itu pula, syarat-syarat dikabullgan permohonan kepailitan
menjadi sangat penting, yakni: Pailit ditetapkaakala debitur yang mempunyai 2 kreditur
atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya sataguimng jatuh tempo (Pasal 2 ayat 1
UUK). Selain itu keterkaitan pengertian utang jteyalapat pada Pasal 1 angka 6 UUK:

“ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau ddipgatakan dalam jumlah uang
baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uamg,asaik secara langsung
maupun akan timbul dikemudian hari, atau kontinjamg timbul karena perjanjian
atau undang — undang dan yang wajib dipenuhi okghitDr dan bila tidak dipenubhi
memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pememylaadari harta kekayaan
Debitur *“.

Timbulnya penafsiran utang yang berbeda antara pakem tidak terlepas dari
Penjelasan Pasal 1 ayat 1 UUK yang menyebutkanguang tidak dibayar oleh dibitor

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalaing ypakok atau bunga. Pengertian
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tersebut secara harfiah ditafsirkan sebagai utangodrbuatan hukum yang dapat dinyatakan
pailit adalaht?
1. Orang perorangan,;
2. Perserikatan-perserikatan dan perkumpulan-perkuanptitlak berbadan hukum
lainnya;
3. Perseroan-perseroan, perkumpulan-perkumpulan, &sipgraupun yayasan yang
berbadan hukum;

4. Harta peninggalan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dibutuhkan udapat dinyatakan pailit adalah
kapasitas dan kecakapan suatu subyek hukum untulakumkan tindakan-tindakan

keperdataan, dan bukan hal lainnya.

2. Permohonan Pailit pada BUMN

Kepailitan Debitur akan membawa akibat hukum tilakya pada kreditur dan harta
bendanya, tetapi juga pada buruh atau tenaga K2ejagan demikian sesuai ketentuan dalam
Pasal 39 ayat 2 UUK maka upah pekerja atau buraof palum dibayar merupakan utang harta
pailit sehingga harus didahulukan dikeluarkan dnta pailit sebelum dibagi pada kreditur-
kreditur lain. Berdasarkan penjelasan Pasal 39 BB®U, upah merupakan hak pekerja yang
diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagaalan dari pemberi kerja kepada pekerja
atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dardd&knkan, ditetapkan dan dibayarkan menurut
suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perapgamdang undangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja dan keluargd.Dalam Pasal 1149 KUH Perdata pula telah menempatkah buruh
sebagai kreditur preferen yaitu mempunyai hak et atas benda bergerak dan tidak bergerak

pada umumnya sehingga sebagaimana dimaksud P&dalKlIH Perdata pelunasannya harus

12 yani, Ahmad dan Widjaja, GunawaBgeri Hukum Bisnis KepailitarRaja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, him. 16

3prinst DarwanHukum Ketenagakerjaan Indonesia, Buku Pegangan Bakerja untuk mempertahankan
haknya Cipta Aditya Bakti, Bandung. 2000, him. 47
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didahulukan. Penyelesaian utang upah buruh DebRailit juga diatur dalam UU
Ketenagakerjaan, Bab X tentang Perlindungan, Pexigupdan kesejahteraan.

Ketentuan mengenai keistemewaan pembayaran upain berdapat pada Pasal 95
Ayat 2 UU Nomor 13 Tahun 2003:

“Dalam Perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuitd@sdasarkan peraturan perundang undangan
yang berlaku, maka upah dan hak hak lainnya dakerpe / buruh merupakan utang yang
didahulkukan pembayarannya “.
Posisi buruh dalam memperjuangkan pembayaran upalmngrupakan hal yang
beralasan dan kedudukan buruh merupakan posigrprekarena:
a. Tagihan pembayaran upah pekerja adalah tagihandietignewakan berdasar Pasal
1139 dan Pasal 1149 KUHPer;

b. Telah ada pengakuan Undang — Undang bahwa pembayaeh menjadi utang
harta pailit berdasar UUK Pasal 39 ayat 2;

c. Apabila terjadi perbedaan antara hitungan pekegjagdn daftar yang dikeluarkan
oleh kurator, ada peran instansi pengadilan yangangani, hal ini diatur dalam
Pasal 127 ayat 1 UUK.

Pengaturan apakah upah buruh dapat mendahulutlkreéparatis juga terdapat dalam
Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-VI/2008, apesmohonan pengujian Undang
Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan damuRdaan Kewajiban Pembayaran Utang
terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang diajukan oleh Fesidkatan Serikat Buruh Indonesia,
yaitu mengenai kedudukan kreditur separatis yaaggtjap melanggar hak asasi manusia yaitu
hak buruh. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahvekeadp kedudukan hukum utang buruh
yang tidak secara tegasxpressis verb)smenyebut sebagai kreditur separatis maupun kredit
preferen dalam UUK, melainkan hanya dalam UU Kejekarjaan, hak-hak buruh harus
dibayar terlebih dahulu.

Pemailitan BUMN oleh buruh sebagai sarana perligdanhak buruh, dapat terlihat
pada Putusan Pailit Pengadilan Niaga Jakarta Riadamn pengajuan permohonan pailit yang
diajukan oleh mantan karyawan Berdasarkan syarg gamanatkan Undang-Undang tersebut,
dalam kenyataan PT. Dirgantara Indonesia juga megg dua/lebih kreditor yaitu mantan
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karyawan PT. Dirgantara Indonesia, utang yang démakadalah kompensasi pensiun yang
dituntutkan, dan utang tersebut telah jatuh waldlummsannya dan dapat ditagih. Putusan pailit
tersebut mengundang banyak reaksi pro dan kontemudian menyikapi hal tersebut PT.
Dirgantara Indonesia mengajukan Permohonan Kasdglidhkamah Agung Republik Indonesia.
Pengajuan Kasasi tersebut didasarkan pada ketetialawa yang berwenang mengajukan
permohonan pailit pada BUMN adalah Menteri Keuangi@m karena PT. Dirgantara Indonesia
merupakan BUMN maka Menteri Keuanganlah yang beawgmengajukan Permohonan Pailit
PT. Perusahaa yang dimaksud dengan BUMN pada UlU#talmdBBUMN yang bergerak di
bidang Pelayanan Publik, yang jika dihubungkan dendu BUMN, BUMN yang dimaksud
adalah Perum, sehingga untuk BUMN yang berbentugelfe akan diberlakukan pula Ketentuan
Undang-Undang Perseroan Terbatas selain juga UrAdadgng BUMN.

Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanyatuswpiutang baik seluruhnya
maupun sebagian atau membantah adanya peringkaingidengan mengemukakan alasan
secara sederhana untuk kemudian dicatat dalamalagdra rapat. Namun bantahan tersebut
tidak menghalangi pengakuan piutang dalam kepaititan perlu diingat bahwa bantahan yang
tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidajulcan terhadap seluruh piutang tetapi
tidak menyatakan dengan tegas bagian yang dialui lzagian yang dibantah, tidak dianggap
sebagai suatu bantahan. Apabila terdapat kebetataadap diajukannya piutang setelah lewat
jangka waktu atau dalam hal timbulnya perselisimangenai ada atau tidak adanya halangan
apabila Kreditor berdomisili di luar wilayah Negd&apublik Indonesia, Hakim Pengawas wajib

mengambil keputusan setelah meminta nasihat dzat.ra

C.PENUTUP
1. Kesimpulan
BUMN merupakan entitas perusahaan privat sehinggarh yang mengatur tentang
Ketenagakerjaan berlaku UU 13 Tahun 2003.0leh kat#u tersebut berlaku bagi pekerja di
BUMN, maka hak-hak normatif yang diatur dalam UU N® Tahun 2003 harus dipenuhi
perusahaan untuk pekerjanya. Hak-hak normatif betsantara lain ketika perusahaan Pailit,
yakni uang pesangon satu kali ketentuan Pasal ¥a6 2 uang pesangon masa kerja sebesar
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satu kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang petigg hak sesuai pasal 156 ayat 4.
Apabila ada hak-hak buruh yang tidak dipenuhi pgraan BUMN, maka buruh dapat
mengajukan pailit pada perusahaan tersebut, daleifikasinya sebagai kreditur Preferen.
Status BUMN harus dipaparkan secara jelas dalatu gaesusahaan, jika Negara ikut andil
maka harus pula terdapat minimal 51% saham didalapsehingga fungsi pengendalian,
pengaturan dan kontrolling yang dilakukan pemehipten jelas agar tujuan perusahaan
tersebut tercapai, terutama untuk memproteksi kowpoperusahaan apabila perusahaan

tersebut pailit.

2. Saran

Agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbedangd pengertian / makna yang
sama mengenai BUMN yang bergerak dalam bidang kieygam publik. Karena antara Pasal
2 ayat 5 UU No 37 Tahun 2004 dengan penjelasandgk sejalan. Pasal 2 ayat 5 UU
Kepailitan menyebut tentang BUMN di bidang kepegdim publik, sementara pada
penjelasan menyatakan BUMN yang seluruh modalnydlili negara dan tidak terbagi atas
saham. Antara isi pasal dan penjelasan tidak sminknaka seharusnya ketentuan tersebut

menyebut langsung Perum, agar tercapainya kepdmstiam.
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Abstract

Patents as Intellectual Property Rights which areluded in exclusive rights that contain legal
construction. It basically must provide legal prctien for the application of financial and
techology-based on computer programs in Indonesizere it is given to the novelty of the
invention, inventive steps contained in it; and shecess of inventions that should be applicable
in industries that are developing at this time.ge tsshe assurance and legal protection against
fintech programs invention, it is necessary to bkofved up on legislation in the field of
intellectual property, especially in terms of sgé@atents which it related the fintceh programs
inventions in Indonesia, which are expected to pi®wsolutions to the legal problems in
Indonesia and to provide a clear legal directiohated the fintech programs inventions, on the
other hand, with the existence of the legislatiorihie field of special patent it is expected that
can obtain balanced legal protection related to pomer programs. Which must be in
accordance with the purpose of the invention itsel§upport the maximum efforts to achieve
people's welfare .

Keywords: Patents, Indonesian Law, Application of computergpams.

Abstrak

Paten sebagai Hak Kekayaan Intelektual, yang terndalam hak eksklusif yang mengandung
konstruksi hukum, pada dasarnya haruslah membepkdmdungan dan pengayoman hukum
terhadap aplikasi program komputer berbasis keuandan teknologi (Financial and
Technology) atau yang disebdintech yang ada di Indonesia, di mana hal itu diberipada
tindak kebaruan dari invensi, langkah inventif yaedkandung di dalamnnya. Serta keberhasilan
invensi yang seyogyanya dapat diterapkan dalamstridyang berkembang saat ini. Untuk
mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungaradagh program komputer yang berbasis
fintechitu sendiri, perlu ditindaklanjuti dari perundangeangan di bidang kekayaan intelektual,
khusunya dalam bidang paten khusus, yang terkansi di bidang program-programtechdi
Indonesia, dengan harapan untuk dapat memberikayel@saian atas permasalahan hukum di
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Indonesia, serta dapat memberikan arah hukum yelag ferkait penemuan program-program
fintech Selain itu, diharapkan dengan adanya perundadgngan di bidang paten dapat
diperoleh perlindungan hukum yang seimbang, yangambarus sesuai dengan maksud
diciptakannya invensi itu sendiri, yang diharapkantuk mendukung dalam mencapai
kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci : Paten, Hukum Indonesia, Aplikasi Program Computer

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
Peranan internet dalam teknologi informasi telatlagiigunakan untuk mengembangkan

industri keuangan fifancial industry melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa dwyan.
Finansial dan teknologi informasi telah berkembammggimbangi tuntutan zaman dan pasar ekonomi,
dimana proses pembayaran, transfer, jual beli,daimroses pembiayaan yang dilakukan sehari-hari
dapat terwujud dengan praktis, fleksibel, aman tartunya modern. Kegiatan transaksi maupun
pembayaran yang kini dapat dilakukan secara elakirdisebut dengan istilafinancial Technology
(untuk selanjutnya disebut dengkimtech. Fintech terdiri dari beragam jenis, antara Isiiart up
pembayaran, peminjamareiiding, perencanaan keuangapefsonal financg investasi, ritel,
pembiayaandrowdfunding, remitansi, riset keuangan dan lain-lain, sedangkang saat ini menjadi
tren adalah pinjam meminjam uang berbasis teknolpmig dikenal dengan istilapeer to peer
landing (P2PLending.

Financial Technologyfintech) didefinisikan sebagai bisnis berbasiswtétigi yang bersaing
dan/atau berkolaborasi dengan lembaga keuangamsedifiotech bemula dari proses/ kegiatan
menciptakansoftware untuk memproses aktivitas yang biasa dilakukan #sjabkeuangan untuk
meningkatkan pengalaman konsumen dan mempersipgbs¢s pembayaran menjadi lebih efisien,
atau memungkinkan konsumen memenuhi kebutuhan sfmamereka (menabung, melakukan
investasi, melakukan pembayarai§ebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Peratusaita®tlasa
Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang LayaRinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi, P2R-ending atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Tekmolagalah
penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempedn pemberi pinjaman dengan penerima
pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaemimjam dalam mata uang rupiah secara

langsung melalui sistem elektronik dengan menggamgkringan internet.

!lan Pollari,The Rise of Fintech Opportunities and Challengése Finsia Journal of Applied Finance,
ISSUE 3, 2016.
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Berdasarkan ketentuan POJK diatas, maka dapat dertebhahwa P2Rendingmerupakan
suatu layanan yang disediakan oleh suatu perusdteada masyarakat dengan tujuan pinjam-
meminjam uang secaline melalui website atau aplikasi yang dikelola olelhugahaan tersebut.
Adapun proses terjadinya pinjam meminjam uang beitsgédak lagi membutuhkan pertemuan fisik
antara peminjam dan pemberi pinjaman tetapi diprrkan melalui aplikasi atau website P2P-
Lending Hal ini berdampak positif terhadap kegiatan pimjememinjam, yang nyatanya tidak lagi
membutuhkan pertemuan fisik antara peminjam/ yaamimiam dan pemberi pinjaman, tetapi hanya
dilakukan melalui aplikasi atau website.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NBOJK.01/2016 Tentang Layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, terdapéiga) pihak yang memiliki hubungan hukum
baik secara langsung maupun tidak langsung yabagse “Pemberi Pinjaman”, “Peminjam”, dan
“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Besbasknologi”. IstilahCrowdfundingsendiri
merupakan turunan dari istilaBrowdsourcing>Croudfundingdapat diartikan sebagai pendanaan
beramai-ramai yang berasal dari konsep gotong myon

Dari ketiga pihak tersebut, secara definisi dapftad dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 Teritaggnan Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi untuk “Penyelenggara Layanan Pinjam MéamninUang Berbasis Teknologi Informasi”
yang selanjutnya disebut sebagai penyelenggaratati@dan hukum Indonesia yang menyediakan,
mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Mamirlyang Berbasis Teknologi Informasi.
Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Kiasangan No. 77/POJK.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TeknologiukinitPenerima Pinjaman” adalah orang
dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karefjenjen Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi. Kemudian Pasal 1 an8kPeraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam MeminjamglBerbasis Teknologi menyebut “Pemberi
Pinjaman” sebagai orang, badan hukum, dan/ataunbasiaha yang mempunyai piutang karena
perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasign®ogi Informasi.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam Pinjam Meaminjiang melaluiintechdengan cara
menjadi Pemberi Pinjaman, maupun bertindak selgyarima Pinjaman. Masyarakat yang memiliki
dana dapat berinvestasi daldintech sebagai Pemberi Pinjaman, sedangkan masyarakat yang
membutuhkan dana juga dapat menggundikéechsebagai Penerima Pinjaman. Kemudian pengelola

2 |swi Hariyani dan Cita Yustisia SerfiyarfPerlindungan Hukum Sistem Donation Crowdfunding &2ad
Pendanaan Industri Kreatif di Indonesidurnal Legislasi Indonesia, Vol.12, No.4, Ditjeeraturan Perundang-
Undangan, Kementerian Hukum dan HAM R, Jakartasdbeber 2015, him. 355
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bisnis Pinjam Meminjanfintech akan berperan sebagai fasilitator dan penghubutaraampihak
Kreditor (Pemberi Pinjaman) dengan pihak Debitoen@ima Pinjaman)Fintech tidaklah sama
dengan layanan mobile yang diberikan oleh perbaskguh ini, melainkan model bisnis baru yang
saat ini dibuat untuk mempermudah akses dalam mémé&abutuhan masyarakat. Meskigfimtech
bukan merupakan lembaga keuangan seperti perbamanun segala hubungan yang ada didalamnya
telah diatur oleh Bank Indonesia, untuk menjamipastian dan perlindungan ukum bagi konsumen
atau masyarakat. Teknologi finansial menurut PesatBank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017
adalah penggunaan teknologi sistem keuangan yanghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau
model bisnis baru serta dapat berdampak padaittabiloneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi
kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayara

Peer to Peer Landingejatinya adalah suatu perjanjian yang dilakukamarseelektronik.
Menurut Undang-Undang ITE adalah suatu perjanjiama pihak yang dibuat melalui sistamline
Pendapat Edmon Makarim mendefinisikan kontrak ebelit sebagai perikatan ataupun hubungan
hukum yang dilakukan secara elektronik dengan meksad jaringan rfetworking dari sistem
informasi yang berbasiskan komputecofiputer based information syskendengan sistem
komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dantghsiomunikasitelecommunication basggang
selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan komputebal internet getwork of network® Apabila
dihubungkanPeer to PeerLanding juga merupakan salah satu aktivitas biskaim Electronic
CommercePengertian mengenkiectronic Commercseebagai aktivitas perdagangan yang dilakukan
melalui tukar menukar informasi yang dihasilkansimipan, dan dikomunikasikan dengan
menggunakan sarana elektrorilptic, atauanalog termasuk EDI Electronic Data Interchangedan
email

Secara umum kegiatan transaksional tersebut ditaksa secaranline melaluiworld wide
weh Dengan menggunakan aplikasi yang telah dibudt Blenyelenggarintech dalam kaitannya
terhadap aspek Hak Kekayaan Intelektual. Secaranumiapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan
Intelektual yang merupakan terjemahan tagllectual Property Rightsebenarnya adalah keberadaan
hak-hak yang lahir atas perwujudan kreasi intekdktonanusia yang mencakup rasa, karsa, dan cipta
manusia. Secara garis besar, berdasarkan konveesidasional yang menjadi induknya maka HKI
dapat dikategorikan dalam dua lingkup besar, yakuk ('ipta dan Hak-hak yang berkenaan dengan
Hak Cipta(Copyright & rrlated rights)yang berinduk kepada Konvensi Berrigeine Convrnlion

3 Edmon MakarimPengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajtsdam Kontrak Elektronik (E-
Contract) Dalam Sistem Hukum Indonesisa Agustina, Gloria Juris, Vol.8,No.1, Jarnugril 2008, him.7
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1886) tentandProtection for Literary and Artistic Workslan Hak Kekayaan Industri@industrial
Property)yang berinduk kepada Konvensi IV.i(Baris Convention 1883yang melindungi hak-hak
industrial meliputi Paten, Merek, Desain Indusghasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
(DTLST), dan sebagainya.

Perihal Hak Kekayaan Intelektual diibaratkan sebdg#ah yang didapat oleh
pencapaian seseornag tersebut, sehingga jika aagebekerja secara produktif, upaya dan
pengorbanannya akan memberikan hak baginya untuoklikidebih banyak produk daripada
orang lain yang kurang produkif. Namun dengan #adaya, seseorang tidak diperkenankan
oleh hak-haknya untuk merugikan hak asasi orang. I8eseorang tidak berhak untuk
merugikan orang lain atau hak untuk menghambatsakeseka pada masyarakaihn Locke
mengembangkan tedfine Fruit of Labouryang logikanya adalalitabour is mine and when
| appropriate objects from the common | joi my labm them. If you take the objects | have
gathered you have also taken my labor, since | hatt@ched my labor to the objects in
qguestion. This harms me, and you should not harmYua therefore have a duty to leave
these objects alone. Therefore | have properthéndbjects.

Pada rezim Hak Cipta, perlindungan terhadap kaaysek keilmuan dan kesusastraan
tampaknya adalah lebih mengarah kepada terbukaks@resi dari seseorang dalam menghasilkan
suatu karya intelektual itu sendiri, sehingga i@aki mengarah kepada kepentingan industrinya,
melainkan kepada perlindungan kepentingan hukubagdridengan titik berat pada hak moral dan hak
ekonomis. Agak kontroversi memang pendapat iniekarkebanyakan orang mengatakan bahwa hak
ekonomis dalam konteks ini adalah sama dengan kapgan industri terhadap suatu karya intelektual.
Menurut kajian kami hal ini sebenarnya jauh berb&deena tidak selalu suatu kepentingan ekonomis
dapat diartikan sama dengan kepentingan industba@i contoh, umumnya seorang pelukis ataupun
penulis buku tidak akan menekankan kepada nilaiekerainya, melainkan kepada kesenangan dan
kejujurannya dalam berilmu untuk memberikan seskapada masyarakat. Sedangkan si peujerbit
sebagai pemegang Hak Cipta tentunya akan lebihakamgnekankan kepada nilai industri dari buku
tersebut Sedangkan untuk hak industrial, tampakapg lebih ditekankan adalah kepada kepentingan
industrial itu sendiri, sehingga ia akan lebih aynenekankan kepada nilai ekonomis dari suatu
produk, proses, desain ataupun informasi itu sendehingga, wajarlah jika jangka waktu

4 Spyros M. Maniatis, Trademark Rights — A Justiiica Based on Property,P.Q.:No.2 Sweet and
Maxwell,2002, h. 157. Bisa juga dibaca pada Anthony D’ Aoreatd Doris Estelle Longnternational Intellectual
Property AnthologyAnderson Publishing, Cincinnati, 1996. him. 29-36
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perlindungannya adalah terbatas dan lebih penddimik@ng Hak Cipta sesuai dengan nilai
kepentingan industri itu sendiri. Sehubungan dengetkembangan teknologi digital, semua kreasi
intelektual yang semula dibuat di atas kertas kéamuedkan berubah wujud sebagai suatu informasi
digital (digital works)yang direpresentasikan dalam signal digital O dqkotle binary), baik yang
berbentuk teks, angka, garis, gambar, warna, masguoa jenis karakter- karakter informasi lainnya.

Sebagaimana telah diterangkan dalam bab sebelufalyaa esensi dari suatu
program komputer sebenarnya adalah keberadaanntgd@ri ataupun "instruksi® yang
berfokus kepada proses agar suatu perangkat kersgsi sebagaimana yang ditentukan.
Jadi sepatutnya yang menjadi kata kunci dari hahdalah kejelasan dari instruksi itu sendiri,
sehingga jika suatu program tidak lengkap dan/atik jelas instruksinya, maka ia bukan
merupakan suatu program. Menurut World IntelecRralperty Organization (WIPO}For
the purpose of the law: Computer program means taofeinstruction capable, when
incorporated iti a machine-readable medium, of ¢agsa machine having information-
processing capabilities to indicate, perform or i@ a particular function, task or result;”

Di Australia, ada program komputer yang dapat meaiek perlindungan paten. Syarat agar
suatu program komputer memperoleh perlindungannpiiteadalah bahwa program komputer itu
haruslah bar@novel),tidak biasanydnot obvious)dan memenuhi kriteria sesuai dengan Patent Act
1990. Paten adalah merupakan hak monopoli yangrikkipe oleh negara kepada inventor, atau
seseorang yang mendapat hak tersebut dari invemtink jangka waktu tertentu, sebagai imbalan atas
penyingkapan dari invensi tersebut sehingga pitzk tdapat memperoleh manfaat dari invensi
tersebut. Paten bisa diberikan atas segala seganatumempunyai dampak praktis dan sebelumnya
tidak dikenal dalam teknologi yang berkaitan. Gtahenanya, bahan-bahan kimia, komposisi, mesin-
mesin, proses-proses untuk manufaktur dan bahkatuleeentuk baru dari kehidupan merupakan
hal-hal yang dapat dipatenkan. Paten memberikaruhalk mencegah pemanfaatan oleh pihak lain
tetapi tidak memberikan hak kepada penerima patarkumengerjakan invensi. Penerima paten harus
melaksanakan hak patennya sendiri.

Invensi sederhana seringkali merupakan subyek mkten yang paling kuat dan paling
berharga. Kita tidak boleh beranggapan bahwa inviotek bisa dipatenkan hanya karena invensi
tersebut mengandung ide yang terlalu sederhana ldamya memerlukan usaha yang Kkecil.
Kompleksitas bukan merupakan terhadap invensi itgpkagram komputer. Selanjutnya, tulisan ini
akan membahas perundang-undangan dibidang paten degmat terkait dengan invensi terkait-
program komputer di Indonesia, serta akan membersukan bagaimana sebaiknya Indonesia
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menyediakan landasan hukum agar invensi terkagrprno komputer dapat dilindungi secara hukum.
persyaratan untuk bisa mendapatkan paten. Hal paligg penting untuk dapat mempatenkan suatu
invensi adalah terdapat adanya unsur keasliariremtor dimaksud, walau sekecil apa pun.

Pada umumnya, perlindungan hukum terhadap progoemplter diberikan oleh sistem hak
cipta. Namun demikian, perlindungan hukum yangediekan oleh sistem hak cipta seringkali
dianggap tidak memberikan perlindungan hukum yaamadai. Hal ini dikarenakan hukum hak cipta
tidak dapat menjangkau kreasi independen yang natgu bahkan sama dengan ide-ide yang
terkandung dalam suatu program kompéBemikian juga, hukum hak cipta tidak dapat melirgiun
pemilik program komputer dari perbuatan meniru apefungsional yang sama dari suatu program
komputer’

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 dmmPaten (UU Paten) tidak secara
jelas mengatur apakah invensi terkait- program kdetpdapat dianggap sebagabject matteyang
dapat diberi paten. Sebaliknya, petunjuk Teknis &&®aan Substantif Paten telah menyebutkan
bahwa jika suatu program komputer dikombinasikangda perangkat keras dan menghasilkan
kontribusi teknis dibandingkaprior art, program komputer yang demikian dapat dianggap sebag
invensi. Ketentuan harus adanya kombinasi ini suskatgat tidak sesuai dengan keadsabject
matter untuk invensi terkait- program komputer di Jepaiag dmerika Serikat. Jika hal ini tetap
dipertahankan, maka hanya kombinasi program komplate perangkat keras saja yang dapat diberi
paten di Indonesia. Invensi terkait-program kompuytng tidak dikombinasikan dengan perangkat
keras seharusnya tidak akan dapat diberi patemddinesia meskipun invensi yang sama telah diberi
paten, misalnya di Jepang dan atau Amerika Serikat.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberi masukan meaiggerlindungan hukum atas
invensi terkait-program komputer di Indonesia térkaansaksi yang diselenggarakan berbasis

Financial and Technology (FINTECH)emberikan perlindungan hukum.
2. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis paten terpadplikasi program komputer
berbasidinancial and technologgi Indonesia

5 Aus AID, Short Course In Intellectual Property Rightgjvance, him. 91.

6 N. Stoianoff, Patenting Computer Software; An Australian Perspe¢tEuropean Intellectual Property
Review, Vol.21, No.10, 1999, him 500-507

7 R.J Hart,The Case For Patent Protection For Computer Progrémientions Computer Law and
Security Report, Vol.13, No.4, 1997, him 247-252
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3. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagngemban ilmu hukum,
terutama hukum bisnis dan/ atau hukum perjanjiataif® itu, memberikan masukan pada

bidang hukum paten terhadap aplikasi program koenghérbasiéinancial and technology

4. Metode Pendlitian

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas psatahan ini adalah yuridis
normatif, yaitu penelitian yang didasarkan padafpgan perundang-undangan-undang Paten.
Dan pendekatan yang digunakan dalam penelitiaadaiah pendekatan perundang-undangan
(Statute Approach)pendekatan konseptu@lonceptual Approach)Pendekatan perundang-
undangan $tatute Approaghadalah pendekatan yang dilakukan dengan menakawstua
perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut desgan isu hukum yang sedang
ditangani® Pendekatan konseptu&dnceptual Approaghadalah pendekatan yang beranjak
dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkegrelam ilmu hukuni.

. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Melalui Sistem Paten Yang Diberikan Terhadap Program

Komputer

Pembangunan ekonomi dimaksudkan untuk mencapaiaiuNasional yakni
meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana terdndddam alinea ke-4 Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Td®45, namun disadari bahwa
bangsa Indonesia memiliki kekurangan dari segi md&eahlian dan teknologi. Untuk itu
diperlukan serangkaian kebijakan dan aturan yapatdaemenuhi kebutuhan itu, salah
satu kebijakan yang dapat dilakukan negara dalamgkea mensejahterakan
masyarakatnya adalah dengan memberikan perlindunglumm berupa Paten terhadap
suatu kreasi intelektual dalam bidang finansialgy@erbasis pada teknolodtigtech.
Terlebih lagi dengan tercapainya kesepakatan Rguset Pembentukan Organisasi
Perdagangan DunigAgreement on Establishing the World Trade OrgaimredWTO)
yang telah  disahkan melalui UU No. 7/1994, makalohesia berkewajiban

8 Peter Mahmud MarzukRenelitian HukumPranada Media Group, Jakarta,2005, him. 93
9 lbid , him. 95
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menyempurnakan seluruh peraturan perundang-undaygatengan WTO. Di bidang
investasi, ketentuafrade Related Investment Measures (TRlivienjadi tolok ukurnya.

Teknologi menjadi paradigma baru untuk menentukanalitas suatu
bangsa.Ungkapan bahwa “siapa yang menguasai teknakan menggenggam dunia
ditangannya”, karenanya tidak dapat diragukan lagilau harus disikapi secara
bijaksana. Teknologi terkait dengan industrialigaiah menjadi tolak ukur pertumbuhan
ekonomi yang mencerminkan keberhasilan pembangusaatu bangsa.Namun
kenyataannya ada kesenjangan penguasaan teknotagh @megara maju dengan negara
berkembang, seperti Indonesia. Oleh karana itu latasdih teknologi antara negara maju
dan negara berkembang menjadi isu sentral dalanerded dasawarsa, lebih-lebih
setelah tercapainya kesepakatan masyarakat intmmahs dalam World Trade
Organization (WTQ)

Teknologi jika dikaitkan dengan ilmu pengetahuamaoadgup® (a) Produk; (b)
Proses; dan (c) Paradigma Etika. Teknologi sebdde application of scienc&erinduk
pada ilmu pengetahuascfence)yang merupakarthe enlarging international pool of
knowledge equally valid every wheté.llmu pengetahuan semula berawal dari
pengetahuarkfowledge)yang lambat laun menjadi disiplin ilmu yang mandimanakala
cabang-cabang ilmu melepaskan diri dari ‘batanigafatnya dan berkembang sesuai

metodologinya.

UNCTC mempergunakan istilah teknologi dalam dua pengerjiaitu dalam
pengertian sempit dan dalam pengertian RiadBalam arti sempit, teknologi adalah
“technical knowledge or know-how that is knowledgtated to the methods and
techniques of production of goods and servic&etangkan istilah teknologi diartikan
oleh UNCTAD sebagdi® Technology is an essential input of production, aaduch it is

bought and sold in the world market as a commoelitypodied in one of the following

10 Abdul Gani,Bahan Ajar Hukum dan Alih teknolgd?rogram Doktor Program Pascasarjana Universitas
Airlangga, Surabaya, September 2002

11 1hid

12 Abdoel Ganiloc. Cit

13 United Nation Centreon Transnational Corporatit?iNCTC), Transnational Corporations in World
Developmennthird Survey, New York, 1983, him. 2
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forms (i) in capital goods and sometimes intermgd@oods which are bought and sold
in markets, particulary in connection with investrnelecision; (ii) in human labour
usually qualified and sometimes highly qualified apecialized manpower, with capacity
to make correct use of the equipments and techsignd to master a problem solving
and information producing apparats in informatiavhether of a technical or commercial
nature, which is provided in market, or kept sea®part of monopolistic practice.

Pada tahun 1474 yang menetapkan sebagai bétikRe it enacted that, by the
authority of this council , every person who slnllld any new and ingeneous device in
this city, not previously made in this Commonweatthall give notice of it to the office of
our general welfare Board when it has been reduoegerfection so that it can be used
and operated. It being forbidden to every othersperin any of our territories and town
to make any further device confroming with and lsinto said one, without the consent
or licence of the author, for the term of 10 yeagkad if anybody builds it in violation
hereof, the aforesaid author and inventor shalleoétled to have him summoned before
any Magistrate of this city, by which Magistrate thaid infringer shall be constrained to
pay him one hundred ducats, and the device shales&oyed at once”.

Paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Industdusgtrial property rights)
memegang peranan penting dalam proses industradisasl negara. Pemberian Paten
untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi tedgiojang harus dilindungi. Apabila
tidak ada perlindungan yang memadai, mungkin lebék inventor menyimpan
teknologinya. Pada awalnya kantor-kantor Paten mieAka Serikat dan Eropa tidak
bersedia memberikan hak paten untuk invensi yamgpbeprogram komputer. Alasan
mereka adalah Paten diberikan untuk invensi yangipae proses, mesin, alat-alat
manufaktur, dan komposisi material seperti kompdsmia. Menurut mereka hak paten
tidak dapat diberikan pada penemuan dibidang maiieamakantor Paten Amerika

Serikat pada awalnya memandang bahwa program kempatiau invensi yang

1 Travis Brown,Historical First Patents : The First United StatBatent for Many Everyday Thinghe
Scarecrow Press, London, 1994, him. 1-2. Bisa fligguk dalam Mandichyenetian Patent (1450-155®atent
and Trademark Office Society, 1948, him. 177 dayajpada Mtthew Fisher, “Classical Economics antbBbphy
of the Patent Systeml,P.Q: No.1 , Sweet & MaxwelR005, him. 1-7. Bisa juga dirujuk pada Ita GampiHukum
Paten Sebelas Printing, Jakarta, 1995, him. 6-11.
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mengandung program komputer sebagai rumus mateasdikata dan bukan mesin atau
proses!® Demikian pula kantor-kantor Paten di erofguropean Patent Offigejuga
menganggap program komputer bukan sebagai subyekpdimn dan pandangan ini
sejalan dengan Konvensi Paten Erofgur@pean Patent Conventipnyang tidak
menggolongkan program komputer sebagai suatu intens

Di Indonesia mengenai Paten diatur dalam Pasal gkaail Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 yakni sebagai: “Hak ekskluaiigy diberikan oleh negara kepada
Inventor atas hasil invensinya dibidang teknologituk jangka waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensi tersebut atau beekan persetujuan
kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Apab@ayelenggar&intechingin untuk
mendapatkan perlindungan atas kreasi intelektualmanya harus mendaftarkan
program komputernya di kantor paten di tiap-tiagara dimana dia menghendaki adanya
perlindungan paten atas program komputernya. DebhgdakuknyaPatent Cooperation
Treaty dimana Indonesia juga menjadi anggotanya. Indonesigjadi anggotdatent
Cooperation Treatyperdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomorah@irir 1997
Tentang Pengesah&atent Coorporation Treaty (PCT) and Regulationsieinthe PCT
Inventor program komputer (Penyelenggara) dapat peenteh perlindungan paten di
negara-negara anggota PCT yang dikehendakinyaadeeesamaan.

Program komputer yang diciptakan oleh seseorangurmaermukum Indonesia
dikategorikan sebagai benda dan hubungan hukunmk untmperoleh benda tersebut
(Hak Kekayaan Intelektual). Dengan kata lain meligaenda taak dan perikatan
(verbinteni$ pendapat Van Apeldoorn menyatakan bahwa hartaykea adalah benda
milik seseorang yang memiliki nilai ekonomis. Leltdmjut berdasarkan ketentuan Pasal
499 Burgerlijk wetbooeKBW) pengertian bendagak yakni meliputi baranggood dan
hak (ech)). Baik harta kekayaan maupun hak yang melekatashgga diakui dan
dilindungi berdasarkan bukti yang sah (Sertifikate) yang diberikan oleh Direktorat

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian HukumkHiiak Asasi Manusia.

15 A, The History of Software PatenBeck & Tysver, 2000, him. 43
16 protection of Software Related Inventions In Eurepel Japan Ladas & Parry Intellectual Property
Lawyers, 1996.
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Bila mengingat program komputer merupakan bagiarn tkknologi, maka
perlindungan hukum melalui sistem paten seharustiperikan terhadap program
komputer sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) STR#Ag berunyi:*Subject to the
provisions of paragraph 2 and 3, patents shall bailable for any inventions, whether
products or processes, in all fields of technolgmwvided that they are new, involve an
intentive step and are capable of industrial apgtion. Subject to paragraph 4 of article
65, paragraph 8 of article 70 and paragraph 3 asthrticle, patents shall be available
and patent rights enjoyable without discriminatias to the place of invention, the field
of technology and whether products are importetboally produced

Program Fintech yang juga dapat menggerakkan perekonomian suatgséan
disamping juga memiliki manfaat. Disatu sisi bagneri Pinjaman dapat dijadikan
bisnis investasi dan sebaliknya bagi Penerima Riaja dapat dijadikan sumber
pendanaan bagi keberlangsungan kehidupannya. Na®onkian perlindungan yang
diberikan oleh negara dalam bentuk Paten juga nienb&tasan-batasan yang harus
diperhatikan. Dari uraian tersebut bahwa pelaksarfaagsi sosial dalam paten tetap

harus berlangsung atas dasar ketentuan yang adkisudnya:

1. Fungsi sosial dalam paten harus dilaksanaan spogparsional (teori keadilan
menurut Aristoteles).

2. Fungsi sosial dalam paten harus memberikan kesapalbaantara kepentingn
pemegang paten (Inventor) dan masyarakat (teodile@edari Apeldoorn);

3. Fungsi sosial dalam paten harus dilakukan secajar,yamgan sampai fungsi
sosial tersebu justru merugikan secara wajar dameggang paten (teori
keadilan dari Thomas Hoult, Soerjono Soekanto dsiethan B. Takeno);

4. Fungsi sosial dalam paten harus menjamin hak iovdethadap invensinya,
namun ada keperpihaan terhadap masyarakat teyaisthtidak mungkin dapat
bertahan hidup tanpa adanya perhatian khusus keadilan dari John Rawls);
Dari uraian tersebut diatas data disimpulkan, hak&kngsi sosial dalam paten
adalah pembatasan hak paten bagi kepentingan makayasecara adil.

Sedangkan criteria yang dapat diadikan pedoman kumiempermudah
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menemukan fungsi sosial dalam sistem paten, adaladgai berikut :

1. Dalam sistem paten selain ditujukan untuk kepeatingemegang paten
(Inventor), juga harus ada ketentuan yang bermabéga masyarakat.

2. Sistem paten disamping berisikan wewenang sekajigies ada kewajiban
untuk pemegang paten melaksanakan suatu hal yamgabkat bagi

masyarakat.
C.PENUTUP

1. Kesimpulan

Sebagai sesuatu yang dianggap memiliki nilai ekosdimggi, sebagai si pembuat
itu haruslah diberikan sesuatu sebagai bentukassmtas keunikan gagasan yang dimilikinya.
Kegiatan finansial yang berbasis teknoldgnfech memang merupakan seuatu hal baru bagi
industri keuangan di Indonesia. Sebagaimana transakiangan berbasis teknologi yang
dijalankan secaranline merupakan suatu terobosan baru dalam bidang peaanagesuatu
tersebut dijalankan dalam kaitannya dengan tekmnoglagg sudah barang tentu haruslah
diberikan suatu Lisensi dalam bentuk Paten olelar@edPaten yang dihasilkan juga berguna
sebagai suatu investasi yang dapat meningkatkaek@ewsmian suatu negara. Program
Fintechyang merupakan salah satu pada program Komputéb didjerikan perlindungan

dalam bentuk Paten.

2. Saran

Saat ini tidak jelasnya pengaturan tersebut saddiimga disebabkan oleh tidak
dipahaminya mengenai hukum Hak Kekayaan Intelekfaah ada, kegiatan transaksional
melalui mediaonline hanya dititikberatkan pada kelangsungan aspekdnigai saja tanpa
memperhatikan perlindungan bagi Inventor programsetaut. Sejatinya apabila Hak
Kekayaan Intelektual Inventor dihargai secara utl#m proporsional dikemudian hari
dimungkinkan terdapat Invensi-Invensi atau temuarutyang bermanfaat bagi kehidupan

bermasyarakat.
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Abstract

This journal is entitled as Criminal Liability for Misappropriation Payments for the Acquisition of Land and
Building Rights (BPHTB) by Official Certifier of Title Deeds (PPAT). Normative juridical legal research was
applied in this study. The approach used in this problem is the legal approach (statute approach), case
approach (case approach), and conceptual approach (conceptual approach).

The background study of this thesis is about the problem for the notary as the Official Certifier of Title
Deeds / Land Deed Official (PPAT) who isinvolved in a criminal act. There are several cases of tax evasion
and also fictitious tax invoices. One of the casesin this case is the PPAT in Semarang, which ended is subject to
criminal acts of Corruption. It was proved by the tax payment money when he should have paid the tax but not
paid and she did some data manipulation to enrich himself. In order to establish an action as a violation against
the law, the loss of state finances or just against the law has an item belonging to another person in his power,
where the goods are not from the proceeds of crime. Based on this background, there are two main issues,
namely How does the Ratio Decide in court decisions related to cases of misuse of BPHTB payments made by
PPAT and What is the validity of the sale and purchase deed if BPHTB tax invoice and PPh (final) falsified?

Keywords: The Acquisition of Land and Building Rights, Official Certifier of Title Deeds/ Land Deed Official,
Crime of Evasion, Corruption Crime.

Abstrak
Artikel ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana ARenyalahgunaan Pembayaran Bea Perolehan HakAtas
Tanah Dan Bangunan (BPHTB) OlehPejabat Pembuat Ateah (PPAT). Tipe penelitian yang digunakan
yaitu penelitian hukum yuridis normatif. Pendekataasalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah
pendekatan perundang-undangamat(te approach), pendekatan kasusae approach), dan pendekatan
konseptual ¢donceptual approach). Latar belakang penulisan tesis ini yaitu mengpeamasalahan bagi notaris
selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yangb&tridalam suatu perbuatan tindak pidana. Terdapat
beberapa kasus mengenai penggelapan pajak darfajkiga pajak fiktif. Salah satu kasusnya terdapadgp
kasus PPAT di Semarang yang dikenai tindak pidaoeufsi. Bahwa uang setoran pajak yang seharusnya
terdakwa bayarkan ke kas negara tidak dibayarkamadakukan beberapa manipulasi data untuk menwyeerka
diri sendiri.Untuk menetapkan sebuah tindakan sabaglanggaran melawan hukum yang menyebabkan
kerugian keuangan negara atau hanya melawan hukemliki suatu barang milik orang lain yang berada
dalam kekuasaannya dimana barang tersebut bukamakdr kejahatan. Berdasarkan latar belakang hetse
terdapat 2 (dua) pokok permasalahan, yaitu bagairRatio Decidendi putusan pengadilan terkait dengan
perkara penyalahgunaan pembayaran BPHTB yang ##akoleh PPAT dan Bagaimanakah keabsahan akta
jual beli apabila faktur pajak BPHTB dan PPh (frdipalsukan?

Kata Kunci : Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, &dpambuat Akta Tanah, Tindak Pidana
Penggelapan, Tindak Pidana Korupsi.
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A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen penting dadsmntbgngunan di Indonesia
karena sektor pajak di Indonesia merupakan suméedgpatan terbesar bagi negara.
Karena itulah pajak berperan penting bagi pelaksap@mbangunan nasional. Tanpa ada
masyarakat, tidak mungkin ada suatu paj&alah satu sumber potensi pajak yang patut
digali sesuai situasi dan kondisi perekonomianasgerkembangan pembangunan bangsa
sekarang ini adalah Bea Perolehan Hak Atas TanahBdagunan (selanjutnya disebut
BPHTB)? Perolehan hak atas tanah dan bangunan terjadigka@anya peralihan hak
yang meliputi peristiwa hukum dan perbuatan hukamgyterjadi antara orang atau badan
hukum oleh Undang-Undang atau peraturan hukum yaartpku diberi kewenangan
untuk memiliki hak atas tanah dan banguhderhadap pembelian atas tanah maka ada
pajak yang harus dibayarkan oleh para pihak, petgnah dalam hal ini akan dikenakan
pajak penghasilan dan pembeli akan dikenakan BPHBABITB merupakan salah satu
jenis pajak obyektif atau pajak kebendaan dimafekgarutang didasarkan pertama-tama
pada apa yang menjadi obyek pajak baru kemudianpedratikan siapa yang menjadi
subjek pajak. BPHTB adalah pajak yang dikenakas ptaolehan hak atas tanah atau
bangunan.

Terhadap pembayaran BPHTB PPAT memiliki peran yapegting. Hal ini
dikarenakan terhadap pemungutan pajak terdapasistgm atau cara yang dipergunakan
untuk menentukan siapa yang menghitung dan mereatajpknlah pajak yang terutang
oleh seseorang yaisistem pemungutan pajak Official assessment system, Self assessment
system, dan With holding system.* Indonesia pada prinsipnya mengaself assessment.
Tapi model pemungutan pajak yang berlaku di Ind@engdak mutlakself assessment.
Hakekat sistemself assesment dalam pemungutan pajak khususnya pada BPHTB
meletakkan wajib pajak sebagai pihak yang aktifawhal melaksanakan kewajiban

! Rochmat SoemitraAsas dan Dasar Perpajakan |, Edisi revisi, Refika Aditama, Bandung, 2004,
him. 1.

2 Marihot Pahala SiahaaBea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Teori dan Praktek, PT.
Raja Grafindo, Jakarta, 2003, him. 6.

3 Wirawan B. llyas, dan Ricard Burtoklukum Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004,
him. 90.

“http://www.akuntansilengkap.com/pajak/3-sistem-pequian-pajak-lengkap/, internet, diakses
pada tanggal 04 April 2018 pukul 14.30 WIB.
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pajaknya. PPAT dapat aktif melaksanakan kewajitgakpdari wajib pajak, yaitu wajib

pajak dapat menitipkan pembayaran BPHTB pada PR¥&@mun dalam praktiknya

terdapat transaksi jual beli tanah dan/atau bangutimana pembayaran BPHTB-nya
dititipkan oleh penerima tanah dan/atau bangunapade@ PPAT. Namun dalam
kenyataannya, PPAT yang telah menerima penitipanbpgaran BPHTB tersebut tidak
pernah melakukan pembayaran BPHTB ke Negara.

Terdapat berbagai perbuatan pidana atau tindaki@idéau pelanggaran pajak
yang dapat dikenakan sanksi pidana. Salah satwltgélanggaran pajak yang pernah
muncul di media massa dan menimbulkan kerugian ngara negara adalah kasus
manipulasi faktur pajak fiktif. Kasus ini terjadatena Wajib Pajak terbukti menggunakan
dokumen Faktur Pajak tidak sesuai dengan trangakgj sebenarnya. Salah satu kasusnya
terdapat pada kasus PPAT di Semarang yang dikewkt pidana Korupsi dan kasus
PPAT di Bali dengan tindak pidana Penggelapan BPHDBnana dalam putusan
Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 156/Pid.Sus-ATH/PN Smg telah diputus
melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nof®aBun 1999 jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutrdisebut KUHP) tentang
pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdakwa updgngan putusan 1 (satu) tahun 6
(enam) bulan penjara. Terdakwa dengan sengaja rteempana pihak untuk menitipkan
pembayaran BPHTB dan PPh (final), sedangkan terdakengetahui bahwa selaku
PPAT bukanlah pejabat atau petugas pemungut pagtkngga bertentangan dengan
kewajiban hukum terdakwa selaku PPAT. Bahwa uangra® pajak yang seharusnya
terdakwa bayarkan ke kas negara tidak dibayarkanntelakukan beberapa manipulasi
data untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam kasus tersebut PPAT melakukan perbuatan raglawkum dimana
terdapat penitipan pembayaran BPHTB yang tidak yditkaan kepada negara dan
digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dianaglalam putusan tersebut
diterapkan sanksi tindak pidana korupsi sedangikssi thin juga memenuhi sanksi dalam
tindak pidana pemalsuan. Dalam kasus tersebut P#ek membayarkan penitipan
BPHTB oleh klien kepada kas negara. Berdasarkarakhiptndang Jabatan Notaris untuk
memidanakan Notaris harus berdasarkan aspek fadaralakta Notaris. Namun, jika
Notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspehnél, jenis sanksi yang akan
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dikenakan tergantung pada jenis pelanggarafr§alah satu jenis pelanggaran yang
dilakukan PPAT adalah penyelewengan dana BPHTB.

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentprganggungjawaban pidana
atas penyalahgunaan pembayaran bea perolehandsakanth dan bangunan (BPHTB)
oleh pejabat pembuat akta tar{RIPAT).

2. Manfaat Penelitian

Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan bergubagi pengembangan hukum
Bisnis. Dari segi praktis penelitian ini diharapkaepat berguna bagi praktik hukum dan
penegakan hukum mengenai penanganan kasus ataaspéahan-permasalahan hukum
yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidasgateyalahgunaan pembayaran bea
perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) jpdégdibat pembuat akta tanah
(PPAT).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatditu penelitian terhadap
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yadugitdari peraturan perundang-
undangan dan regulasi yang berlaku dan berkaitagahemasalah dalam yang sedang
diteliti bertujuan mencari pemecahan atas isu hukamng timbul didalamnya, sehingga
hasil yang dicapai adalah memberikan preskripsigaeai apa yang seyogyanya atas isu
hukum yang diajukan. Pendekatan yang digunakanaladakendekatan perundang-
undangan datute approach), pendekatan konseptualcoficeptual approach), dan
pendekatan kasusase approach).® Metode analisis bahan hukum didasarkan pada bahan
hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpullkemmgan metode inventarisasi

dan kategorisasi.

B. PEMBAHASAN

1. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Terkait Dengan Perkara Penyalajunaan
Pembayaran BPHTB Yang Dilakukan Oleh PPAT

5 Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika
Aditama, Bandung, 2009, him. 120
6 Peter Mahmud MarzukRenelitian Hukum, Kencana Prenada Media Groupkarta, 2005him. 113
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a. Pemenuhan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dasar hukum BPHTB adalah Undang-Undang Nomor 2 d®97 jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 Tentang PerubatenUndang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan HakTatagh dan Bangunan. Hak
atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tamalsuk Hak Pengelolaan,
termasuk bangunan di atasnya, sebagaimana dimataladn Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokk&kPégraria (UUPA),
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 Tentang RumalurSugan ketentuan
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.imiaberarti BPHTB hanya
boleh dikenakan atas perolehan hak yang diatumddl&PA, Undang-Undang
Rumah Susun, dan Hak Pengelolaan. Perolehan halatesk tanah lain yang
berkembang di masyarakat adat tetapi tidak diakeh cJUUPA tidak boleh
dikenakan BPHTB.

Dalam kasus tersebut pembayaran BPHTB dan PPhpiglalah dilakukan
oleh PPAT bahkan setelah klien menyerahkan penitgembayaran BPHTB dan
PPh final tersebut. PPAT tersebut memiliki itikédhk baik dengan cara menyuruh
seseorang (pemalsu/oknum broker) untuk melakukanajseian surat-surat dan
bukti pembayaran BPHTB dan PPh (Final), sementamagusejumlah Rp.
823.536.000,00 (delapan ratus dua puluh tiga jata katus tiga puluh enam ribu
rupiah) yang diberikan oleh wajib pajak yang semgatdi setorkan ke kas negara
berada dalam penguasaan pelaku dan tidak pernayadian.

Dalam proses pembayaran pajak BPHTB terdapat pemugang
mengandung sifat melawan hukum yang dilakukan BIBAT, yaitu uang setoran
pajak PPh Final dan BPHTB sejumlah Rp. 823.5360@0]elapan ratus dua puluh
tiga juta lima ratus tigapuluh enam ribu rupiahjgd®erada dalam kekuasaan PPAT
dari para wajib pajak tersebut tidak dibayarkark&e negara. PPAT sebagai pejabat
yang karena kedudukannya boleh menerima titipanbpgaran tersebut untuk
disetor ke kas Negara sebagai pihak ketiga. Pemdmay@PHTB dalam sistem
pembayaran pajak di Indonesia menggunakan siseihassesment dimana wajib

pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan mgarbaendiri pajak yang

7 Marihot Pahala Siahaa®p. Cit, him. 41.
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terutang. Sehingga PPAT dapat menjadi tali penghgitatau pihak ketiga dalam
pembayaran BPHTB tersebut. Dalam suatu transalddi peli tanah dan atau
bangunan, pembeli biasanya karena tidak mau repenitipkan pembayaran
BPHTB kepada PPAT. PPAT ini diberi kewenangan unmtiineriksa apakah Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)aegusudah disetorkan ke
Kas Negara oleh Pihak yang memperoleh hak sebekjabgt yang berwenang
menandatangani dokumen yang berkenaan dengan hmamotitmaksud. Di sinilah

peluang bagi PPAT untuk melakukan penggelapan yang telah dititipkan wajib

pajak kepadanya.

Pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersapat ditujukan pada
PPAT, Pemalsu (pensiunan pegawai BPN), dan KaryalRRAT. Pertanggung
jawaban pidana pada dasarnya mengarah pada penmalpgmaedanaan terhadap
pelaku tindak pidana. Tindak pidana merupakan edouyang dikenakan hukuman
pidana baik pelaku maupun akibat perbuatannya.afggting jawaban pidana
adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seteasmngka atau terdakwa
dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana tgaly terjadi. Menurut Roeslan
Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagaiuskannya celaan yang
objektif yang ada pada perbuatan pidana dan seabjektif memenuhi syarat untuk
dapt dipidana karena perbuatanny&itu.

Dalam hukum pidana, ukuran yang menentukan sesgomapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pididihat dlari kemampuan
bertanggungjawab orang tersebut. Unsur kesalahauapalean unsur utama dalam
pertanggungjawaban pidana. Terdakwa Damar telah emeinn unsur kesalahan
maka dari padanya dapat dimintai pertanggungjawaldena atas apa yang telah
diperbuat. Pertanggungjawaban pidana mengandungianbkhwa setiap orang
yang melakukan tindak pidana atau melawan hukurbagsemana dirumuskan
dalam undang-undang, maka orang tersebut patut sréanggungjawabkan
perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Pertanggabgia dalam hukum pidana

menganut asas tiada pidana tanpa kesalajeen $traf zonder schuld). Tidak dapat

8 Roeslan salelRikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta,
1986, him. 33
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dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawatsn perbuatah. Berkaitan
dengan pertanggungjawaban pidana, terdapat bebleahyang harus diperhatikan,
yaitu 10
1) Unsur kesalahan
a) melakukan tindak pidana;
b) diatas umur tertentu dan mampu bertanggungjawab;
c) kesengajaan atau kealpaan;
d) tidak ada alasan pemaaf.
2) Bentuk atau corak kesalahan
a) Dengan kesengajaan;
b) Dengan kealpaan.

Dalam hal penitipan uang pajak, PPAT berwenang lmz@eh menerima
titipan pajak PPh Final dan pajak BPHTB sesuai dnga sebagai PPAT yang
menyelesaikan akta-akta peralihan hak atas tanmharia dalam pelaksanaannya
berdasarkan atas kepercayaan menurut hukum kebigaag berlaku terus menerus
dan diakui serta diterima masyarakat dan berlakandgraktik, serta telah diterima
dalam birokrasi pengurusan hak-hak atas tanah dealipannya. Oleh karena itu,
maka dapat dibenarkan jika PPAT menerima titipgako8 PHTB yang langsung
berhubungan dengan tugasnya.

Proses peralihan hak atas jual beli tanah dan Inamgdi Jalan Siliwangi
440 Kalibanteng Kulon Semarang telah disalahgunakbsh PPAT, dimana
terjadinya Tindak Pidana Penyelewengan uang pajdl proses peralihan hak atas
jual beli tanah dan bangunan tersebut, yaitu dengeammemalsukan dokumen surat
setoran bea (SSB) di bank BPD Jateng dan suratsepajak (SSP) di bank BTN
Cab. Semarang seakan-akan sudah terjadi Pemba&ajednBPHTB setoran SSB &
SSP sebesar Rp 411.768.000,00 (empat ratus sgbelasijuh ratus enam puluh
delapan rupiah). Jika ditinjau dari unsur korupsladch tuntutan maupun putusan
dalam perkara Nomor: 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smdamterdakwa masuk
dalam lingkup tindak pidana korupsi, dimana tindgadlana korupsi merupakan
tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus addlatek pidana yang diatur

tersendiri dalam undang-undang khusus, yang mekaveperaturan khusus cara

% Adami ChazawiPelajaran Hukum Pidana 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, him. 151
10 Didik Endro Purwoleksondjlukum Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, him. 63
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penyidikannya, tuntutannya, pemeriksaannya maupnisiya menyimpang dari
ketentuan yang dimuat dalam KUHP yang lazimnyahléetat dan lebih beréat.
BPHTB merupakan kewajiban dari pihak yang mempérbkgk atas tanah
dan/atau bangunan, bukan merupakan kewajiban daripRAT, sebagaimana yang
dicantumkan pada Pasal 1 angka 45 Undang-UndangoN@& Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yangibBemjib pajak adalah seorang
pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pengpfmjak, dan pemungut pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan semgan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah. Dengan #euma sistem self
assesment di Indonesia maka wajib pajak dapat menghitung Mambayar sendiri
pajak terutang. Dengan menghitung dan membayairs&ajak terutang tersebut,
disinilah sisi daripada PPAT untuk dapat membantajibvPajak sebagai pihak
ketiga. PPAT menerima titipan pajak BPHTB dan PRhgylangsung berhubungan
dengan tugasnya hal tersebut dapat masuk padha tizwdak pidana korupsi, hal
tersebut dapat terjadi apabila telah dilakukan peatdn akta jual beli (AJB), karena
uang pajak PPh Final dan pajak BPHTB sejak disemaklipotong oleh notaris /
PPAT dan berada dalam kekuasannya telah berulshrehjadi uang Negara.

b. Beralihnya Uang Pajak Menjadi Uang Negara

Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yangauli dan hal tersebut
tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Namunrddial sistem pemungutan pajak
yang menggunakan sistem self assesment maka papak dikuasakan, oleh karena
itu wajib pajak dapat meminta bantuan atau menthesa kepada orang lain akan
tetapi kewajiban tetap melekat pada dirinya dan ibvapajak berhak
bertanggungjawab walaupun orang lain yang ditunplehnya dapat ikut
mempertanggungjawabkan. Subjek pajak BPHTB dan PFRal menjadi wajib
pajak ketika ada kegiatan jual beli tanah dimanalunterjadinya peralihan hak,
maka para penjual dan pembeli diwajibkan membaggkp

Pembayaran uang pajak secara langsung masuk ke#takmegara dan
dipergunakan semata-mata untuk kesejahteraan raiayakepentingan umum,

11 Rochmat SoemitrdAsas dan Dasar Perpajakan 3, Eresco, Bandung, 1990, him. 18.
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pembangunan, dan lain-lain berkaitan dengan pemggégaan negara. Dalam hal
terjadinya jual beli ada pajak yang harus dibayarkaitu pembayaran pajak
BPHTB dan PPh. Dalam kasus PPAT Damar yaitu telalakokan penggelapan
pajak BPHTB sehingga dijerat dengan undang-undiaagk pidana korupsi. Sifat
uang Negara menjadi melekat / timbul sejak wajijalpgangin casu pihak wajib
pajak mempercayakan dan menyerahkan uang itu pRdd FBlan diterima oleh
PPAT Damar, dimana terdakwa Damar adalah pejabag karena kedudukannya
sebagai PPAT boleh menerima titipan uang untuktalidee Kas Negara. Secara
hukum uang setoran pajak (BPHTB dan PPh Final)ndaju Rp.823.536.000,00
yang berada dalam penguasaan pelaku, sudah meajaglinegara sejak terjadinya
peralihan hak atas tanah dan dibuatnya akta jugl dleh karena itu adalah hak
negara untuk menerima uang tersebut walaupun sbdedda pada kekuasaan
terdakwa. Sehingga Pelaku sebagai pejabat yandipkbin berkewajiban
(diharuskan) untuk menyetorkan uang tersebut ke t@gara. Dengan tidak
dibayarkannya kepada kas negara maka terdakwa s$eledra nyata melakukan
perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugeuta keuangan negara.
Maka terdakwa dapat dituntut telah melakukan tingadana dan dijerat dengan
pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Dalam sebab lain, jika akta jual beli dikatakaratteinasuk ke dalam uang
negara itu dikarenakan konteks terjadinya peralihak itu adanya pembayaran
pajak oleh wajib pajak yang masuk menjadi uang reegadalam kasus terdakwa
Damar ini, PPAT Damar memalsukan dokumen pembaygrajak dalam
pembuatan akta jual belinya sehingga tervalidasitdebitnya sertifikat, akibatnya
uang pajak tidak masuk dalam kas negara sehinggeeisabut dapat merugikan
negara. Dari sinilah dapat disimpulkan mengapa kd3@AT Damar ini masuk
dalam ranah tindak pidana khusus yaitu tindak @desrupsi. Hal ini bukan lagi
merupakan kesalahan wajib pajak, tetapi kesalahanirdari PPAT Damar, karena
wajib pajak telah memenuhi semua persyaratan ngmeagalur wajib pajak yaitu

PPAT Damar yang telah merugikan negara.

c. Kewenangan Pembayaran BPHTB Yang Dilakukan Oleh PPA
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Fungsi pajak merupakan upaya bagi negara untuk ngleaikan
pendapatan, karena pajak adalah salah satu sumh@agatan penting bagi negara.
Dalam hal ini pajak terlihat hanya mempunyai fungsbagai sumber keuangan
negara(Budgetair atau Fungsi Finansial) dalam hal ini pajak jugagBirMengatur
(Regulerend).Kewenangan pemungutan dan pengelolaan dari BPHT@abarkan
pada Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Ratribaerah yang lama
merupakan kewenangan Pemerintah Pusat untuk memuagu mengelolanya.
Namun pada saat ini, BPHTB merupakan bagian damekangan pemerintah
daerah. Hal ini diwujudkan melalui ketentuan daleimdang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dagaang ditetapkan pada
tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku padgsh 1 Januari 2018,

Tujuan dari pada pengalihan BPHTB menjadi pajakata@dalah untuk
memberikan kewenangan yang lebih besar kepada hdakiam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Belum adanya Pendeartg Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di suatu daerah kabupaten/kotagak#batkan pemungutan dan
pengelolaannya masih tetap sama, yakni mengguriatantuan perpajakan daerah
dan retribusi daerah yang lama yaitu Undang-Undslioghor 18 Tahun 1997
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang N@&@#o Tahun 2000,
sehingga dikembalikan bagi pengelolaannya kepadempetah pusat. Pemungutan
pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pgumam pajak, yaitu sebagai
berikut 13

1) Dibayar sendiri oleh wajib pajak. sistem ini merkga
perwujudan dari sistenself assesment, yaitu sistem pengenaan
pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajatkiku
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajakgy
terutang dengan menggunakan SPTPD.

2) Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupg@emwujudan
dari sistemofficial assesment, yaitu sistem pengenaan pajak yang
dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulietdpkan oleh
kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalutS€etetapan
Pajak Daerah atau Dokumen lain yang dipersamakan.

12 Marihot Pahala SiahaaBga Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sebagai Pajak
Daerah, Sagung Seto, Jakarta, 2011, , him. 21.

13 Marihot Pahala Siahaafajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2010, him. 99
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3) Dipungut oleh pemungut pajak. sistem ini merupagiarwujudan
dari sistemwith holding, yaitu sistem pengenaan pajak yang
dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, ani@ra
Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang telah ditedapk
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahuh 20@ang
Pajak Daerah, sebagai pemungut pajak penerangan gths
penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN.
Tata cara pemungutan pajak berdasarkan Undang-gridiamor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah anemgistemSelf Assesment
danOfficial Assesment, hal tersebut tertuang dalam Pasal 96 ayat (2) yaengatur
bahwa setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yngtang berdasarkan surat
ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajibalpdperdasarkan peraturan
perundang — undangan perpajak@fiicial Assesment pemungutan pajak ini tampak
dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) jo. ayat (4) yarggatur bahwa Wajib Pajak
yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan tgpare Kepala Daerah
dibayar dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajtab§SKPD) atau dokumen
lain yang dipersamakan berupa karcis dan notatpaegan. Sedangkan sistesdf
Assesment tampak dalam ketentuan Pasal 96 ayat (5) yang a@nbahwa Wajib
Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiaydir dengan menggunakan
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD), Suratdgete Pajak Daerah Kurang
Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak &aKurang Bayar Tambahan
(SKPDKBT) 14
Sistem pemungutan BPHTB menganut sisgethassesment dimana wajib
pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan mgarbaendiri pajak yang
terutang. Hal tersebut sebagaimana diatur dalarati®an Pemerintah Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang DipuBguilasarkan Penetapan
Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajakana ditentukan dalam
Pasal 4 bahwa Bea Perolehan Hak atas Tanah damumam@gBPHTB) merupakan
jenis pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Paj@lkeh karena itu Wajib Pajak
dalam melakukan pembayaran BPHTB menghitung sepaiiak terutangnya.

14 Nomi Chairaini Tarigan, “Analisis Yuridis Atas Rghnan Notaris/Ppat Kepada Kliennya Dalam
Hal Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Dan BedeRanoHak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (Studi
Di Kota Medan)”,Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utsliedan, 2017, him. 44.
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Dalam pembayaran BPHTB dan PPh, terjadi prosesoglatanah dimana
pembeli dan penjual telah sepakat untuk mengadaajanjian jual beli atas
sebidang tanah dan telah menentukan waktu untukksestakan proses jual bel
tersebut dengan melaksanakan akta jual beli digsad®PAT pada waktu yang
telah ditentukan. Pembayaran atas harga tanah dkakukan pada waktu
pelaksanaan akta jual beli. Untuk melaksanakan jaktabeli tersebut, PPAT telah
meminta dokumen-dokumen yang diperlukan agar dikarakepada PPAT. Dalam
ketentuan Pasal 20 tahun 2000 tentang BPHTB pasi P4 (1) yaitu menyatakan
bahwa PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani Rktaindahan Hak atas
Tanah dan atau Bangunan setelah wajib pajak mdmgammaBukti Pembayaran
Pajak, dengan kata lain dengan adanya penitipabggaran BPHTB dan PPh yang
seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak, namunipkih dan dibayarkan oleh
PPAT apabila telah dilakukan pembayaran maka PP&Fatdmemberikan bukti
pelunasan atas pembayaran BPHTB dan PPh terselemgaD adanya bukti

pelunasan tersebut maka proses akta jual beli algnrama dapat dilaksanakan.

2. Peran PPAT Dalam Pembayaran BPHTB

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan PemerintmhoN37 Tahun 1998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat AktahTébmindangkan dalam
Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembdegara Nomor 3746)
menyebutkan bahwa PPAT adalah Pejabat Umum yangri ddewenangan untuk
membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hutartantu mengenai hak atas
tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. TdgasPPAT adalah sebagai
berikut®

a. Membuat akta mengenai perbuatan hukum yang berlgabutiengan hak
atas tanah dan hak tanggungan,

b. Membantu pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukuntuk
mengajukan permohonan ijin pemindahan hak dan pgesnan
pengawasan konversi serta pendaftaran hak atds tana

Saat pajak terutang yaitu pada saat tanggal ddaratitandatanganinya akta,
karena sebagian besar yang berkaitan dengan rakaath dan/bangunan yang terjadi

15 Edi Ruchiyat,Sstem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah UUPA, Amico, Bandung, 1989.
him. 52.
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berkaitan dengan dibuktikan dengan adanya aktantuteBPHTB merupakan
kewajiban dari pihak yang memperoleh hak atas taeiatau bangunan, bukan
merupakan kewajiban daripada PPAT, sebagaimana g@agtumkan pada Pasal 1
angka 45 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 TerRaijmk Daerah dan Retribusi
Daerah yang berisi “wajib pajak adalah seorangagiiilatau badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang puegyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan emgHuthdangan perpajakan daerah.
Dengan digunakannya sistesalf assesment di Indonesia maka wajib pajak dapat
menghitung dan membayar sendiri pajak terutanggBemenghitung dan membayar
sendiri Pajak terutang tersebut, disinilah sisipgata PPAT untuk dapat membantu
Wajib Pajak sebagai pihak ketiga. Wajib Pajak dapanmitipkan pembayaran BPHTB
kepada PPAT. Didalam perkembangan sekarang inkadang seseorang sudah
sedemikian sibuknya dengan berbagai kepentinganngggh seringkali untuk
menyelesaikan kepentingan-kepentingan tersebuidai dapat hadir sendiri secara
fisik. Oleh karena itu ia memerlukan jasa orangn lalidalam menyelesaikan
kepentingannya tersebut. Disini Wajib Pajak dapahggunakan surat kuasa untuk
menunjuk PPAT sebagai pihak ketiga yang melakulargipitungan dan pembayaran
BPHTB.

Pasal 24 ayat (I) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1i88%ang BPHTB”
dinyatakan bahwa PPAT hanya dapat menandatangenpeakindahan hak atas tanah
dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahldin pembayaran pajak, berupa
Surat Setoran Pajak (SSP) dari Pihak Penjual daat Setoran Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (SSB) dari Pihak Pembedar@n PPAT dalam transaksi
peralihan hak atas tanah dan bangunan adalah shikakan untuk melakukan
pengawasan atas pembayaran pajak-pajak yang tgn#ala pengalihan hak atas tanah
dan bangunan dengan cara hanya boleh menandatak¢mpiengalihan hak atas tanah
dan bangunan jika pajaknya sudah dibayar. Hal latseelah diatur dalam pasal 91
ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tenRejgk Daersah dan Retribusi
Daerah. Jika hal ini tidak dilaksanakan maka PPANgymembuat Akta Jual Beli
(AJB) dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 93 ayatJitlang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daera
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Dalam proses administrasi penandatanganan sebtablaek Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT), PPAT mewajibkan kepada WajiaR&VP) untuk menyerahkan
bukti pembayaran atau pelunasan pajak BPHTB yariguteng melalui form Surat
Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas TamaBahgunan (SSPD BPHTB)
dan telah tervalidasi oleh pihak Kantor Dinas Peaten Daerah serta Pajak
Penghasilan (PPh) Final atas peralihan hak ata$ tdan bangunan. Bilamana dalam
proses administrasi di atas terdapat sebuah bgdws dapat lolos dan telah masuk
serta didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional JBRbka Kepala Kantor Dinas
Pendapatan Daerah juga akan meminta bukti pelunatan pembayaran tersebut
kepada Wajib Pajak sebelum didaftarkan sertipéaalh tersebut. Bukti pelunasan atau
pembayaran itu sendiri juga harus telah ditandatainggn divalidasi oleh pihak Kantor
Dinas Pendapatan Daerah (khusus untuk BPHTB), gedatuk PPh Final telah di-
print out oleh pihak bank penerima dana setoraakpaysebut®

Fungsi PPAT adalah menjamin kebenaran materiil kelbenaran formil
dalam setiap akta peralihan hak atas tanah danubangserta berperan juga untuk
memeriksa kewajiban-kewajiban para pihak yang halipenuhi berkaitan dengan
peralihan hak tersebut. Oleh karena itu dalam fkaya@ sehari-hari PPAT diwajibkan
untuk senantiasa menjungjung tinggi hukum dan as@mra serta bertindak sesuai
dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengata kepada kepentingan
negara dan masyarakat. Kode etik dalam menjalajddaatan hanya sebagai pagar
pengingat terhadap PPAT pada apa yang boleh dak oleh. Sedangkan jika PPAT
tersebut berperilaku menyimpang dari suatu aturtuin pidana dalam masyarakat,
maka PPAT tersebut akan dijerat dengan undang-gnidakum pidana beserta sanksi

pidananya.

b. Keabsahan akta jual beli Terkait Faktur Pajak BPHTB Dan PPh Final
Dipalsukan
Tanah dan bangunan adalah benda tidak bergeraklgbetap) sehingga

proses jual belinya berbeda dengan jual beli béedgerak seperti kendaraan, televisi,
dan lain-lain. Secara hukum, jual beli benda bedgéerjadi secara tunai dan seketika,

yaitu selesai ketika pembeli membayar harganyap@éajual menyerahkan barangnya.

16 Nomi Chairaini TariganQp.Cit., him. 69.
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Namun berbeda dengan proses jual beli tanah daguban, dimana jual beli tersebut
memerlukan akta otentik yang dibuat oleh pejabatimanyaitu PPAT. Menurut Pasal
1874 BW, Akta ialah suatu salinan yanq memang dengengaja dibuat untuk
dijadikan bukti tentang suatu peristiwva dan ditaadgani. Dengan demikian, unsur-
unsur penting untuk suatu akta, ialah kesengajasokumenciptakan suatu bukti
tertulis dan penandatanganan tertdiis.

Menurut ketentuan Pasal 1870 BW, yaitu tentang &eltudan akta otentik
sebagai alat pembuktian adalah suatu akta otergikbarikan di antara pihak beserta
ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hakpdda mereka, suatu bukti yang
sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya. Atd¢atik mempunyai kekuatan
pembuktian yang mutlak. Apabila dikemudian hariktirhsuatu sengketa, maka akta
otentik dapat dijadikan sebagai alat bukti yangmémma sehingga pembuktiannya juga
dapat tanpa alat bukti yang lainnya. Hal ini beebetngan akta dibawah tangan,
dimana akta dibawah tangan kekuatan pembuktianalganbsempurna apabila masih
disangkal oleh salah satu pihak, dan menjadi semapapabila sudah diakui oleh kedua
belah pihak.

Terhadap jual beli tanah, tanpa adanya akta oteatikPPAT maka jual beli
tanah tersebut tidak menyebabkan beralihnya tarah lthngunan. Untuk dapat
beralihnya suatu objek yaitu tanah dan bangunararhakus dilakukan dengan akta
jual beli atau AJB. Akta jual beli merupakan syawstuk pencatatan balik nama
sertifikat tanah dari penjual kepada pembeli. Akia@ beli tanah adalah akta otentik
yang dibuat oleh PPAT dimana memiliki fungsi antiaia yaitu adanya bukti berupa
suatu akta PPAT yang merupakan syarat bagi pendafjaal belinya oleh Kepala
Kantor Pertanahan, bahwa benar telah dilakukanup&b hukum dan membuktikan
adanya perpindahan hak atas tanah kepada peneakndanu. Pemindahan haknya
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan &RAT. Demikian ditentukan dalam
Pasal 37 ayat (1) PP No 24 tahun 1997 yang mergmtak

“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satwaah susun melalui jual
beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam peassaldan perbuatan
hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahaa rhelalui lelang,

hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengam aking dibuat oleh PPAT

17 R. SubektiHukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, him. 23.
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yang berwenang menurut ketentuan peraturan pergagdshangan yang
berlaku.”

Dalam pembuatan akta jual beli, masing-masing pibakjual dan pembeli
berkewajiban membayar pajak transaksi. Penjualowagmbayar Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) sebesar 5% dan pembeli wajib membayea Berolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Setelah pembaktafual beli dan pembayaran
pajak, maka PPAT akan melakukan balik nama seatifd kantor pertanahan dan
setelah itu tanah dan bangunan telah sah menjélipgmbeli.

Dalam hal terjadinya pembuatan akta jual beli padaus PPAT Damar,
terdakwa telah memalsukan beberapa dokumen penamaymjak sehingga dapat
tervalidasi sampai dengan diterbitkannya sertifteesebut. Dalam artian adalah bahwa
jual beli telah berlangsung seolah-olah secaratskh terjadi, padahal dibalik itu
semua proses penyelesaian peralihan hak terselwamsiatu sebab yang tidak halal,
pemalsuan dan terlarang. Dari berbagai hal tipuihaidersebut akibatnya adalah akta
jual beli menjadi batal demi hukum. Tata cara tesf@ akta PPAT sebagai akta otentik
sangatlah menentukan, karenanya apabila pihak ybegkepentingan dapat
membuktikan adanya cacat dalam bentuknya karenanyad&kesalahan atau
ketidaksesuaian dalam tata cara pembuatannya nkalkanaengakibatkan timbulnya
risiko bagi kepastian hak yang timbul atau tercatas dasar akta tersebut. Sedangkan
dalam kasus tersebut sebelum adanya akta juasdégdila prosesnya telah dipalsukan.
Maka Terdakwa Damar telah melakukan pemalsuan.sDedm hal ini yang dapat
dilakukan oleh klien terdakwa atau wajib pajak selkdituntut secara pidana maka
dapat menggugat terdakwa secara perdata atas wtagdregang dilakukan oleh
terdakwa.

Konsekuensi atas akta jual beli yang telah diberatatkwa yaitu sah dalam hal
dalam pegangan penjual dan pembeli. Namun dimajaraeakan menjadi tidak sah
oleh karena nya segala proses terjadinya aktabglaltersebut tidak benar. Ada dua
konsekuensi yang dapat berlaku apabila syarat satin sikta tersebut tidak terpenuhi

yaitu:18

18 Munir Fuady,Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis Cet 2, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2001, him. 34.
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a. Batal demi hukum vyaitu tidak terpenuhinya syaraekiif (Pasal 1320 BW)
Syarat objektif tersebut adalah:
1) Perihal tertentu, dan
2) Sesuatu yang halal.

b. Dapat dibatalkan yaitu tidak terpenuhinya syarajeiif (Pasal 1320 BW)
Syarat subjektif adalah :
1) Sepakat;
2) Cakap.

Dari kedua konsekuensi tersebut maka akta jual teeiebut batal demi
hukum, oleh karenanya akta tersebut dibuat karerdussebab yang palsu atau
terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukurtal lmeemi hukum mengandung
pengertian bahwa akibat-akibat dari keputusan diamgtidak pernah ada atau
dikembalikan seperti semula sebelum adanya keputtidak terpenuhinya (salah satu)
syarat objektif dapat mengakibatkan perjanjianeteus batal demi hukum, artinya sejak
semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu pgaya dan tidak pernah ada suatu
perjanjian. Apabila para pihak merasa dirugikan anglara pihak dapat membuat
kembali akta jual beli tersebut dan atas persetugerta kesepakatan kedua belah
pihak. Terdakwa Damar wajib membayar uang penitp@rTB dan PPh (final) yang
klien terdakwa titip agar pemenuhan syarat pembaygnajak tersebut lunas serta

proses balik namapun dapat dilakukan dan sah darhukum.

C. PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan diataka penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut:

a.Ratio decidendi pada putusan Nomor 156/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg utem
Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bérsaklakukan tindak pidana
dalam Dakwaan Subsidiair, yaitu melanggar Pasab Paksal 18 Undang Undang
Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 55 (1) Ke 1 KUHP TenRemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Sebagaimana Diubah dengan Undangrigndomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tat®@O Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sifat uangfdemenjadi melekat / timbul
sejak wajib pajak yanm casu, pihak wajib pajak mempercayakan dan menyerahkan
uang itu pada PPAT dan diterima oleh PPAT Damanada terdakwa Damar adalah
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pejabat yang karena kedudukannya sebagai PPAT bwdakrima titipan uang untuk
disetor ke Kas Negara.

b.Keabsahan akta jual beli terkait faktur pajak BPHIB PPh (final) yang dipalsukan
adalah batal demi hukum, oleh karenanya akta ters#ibuat karena suatu sebab
yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunykudtan hukum. Batal demi
hukum mengandung pengertian bahwa akibat-akibatkégutusan dianggap tidak
pernah ada atau dikembalikan seperti semula seballmnya keputusan. Tidak
terpenuhinya (salah satu) syarat objektif dapat gakibatkan perjanjian tersebut
batal demi hukum, artinya sejak semula dianggapktidernah dilahirkan suatu
perjanjian dan tidak pernah ada suatu perjanjian.

2. Saran
Berdasarkan padaRatio decidendi pada putusan Nomor 156/Pid.Sus-
TPK/2015/PN Smg dan Keabsahan akta jual beli tefaitur pajak BPHTB dan PPh
(final) yang dipalsukan adalah batal demi hukum.kd@&emerintah pusat perlu
membuat peraturan yang mengatur tentang pembadasaprosedur pihak wajib pajak
mempercayakan dan menyerahkan uang itu pada PRAditgaima oleh PPAT.
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Abstract

Humans must work to maintain their survival, withaorking humans will not be able to maintain
their lives well. Economic development is inseplrditom the name of employment which covers
all aspects of people's lives where labor and eg®t® conduct a work relationship as an effort
to meet the economic needs of the community. V¢pdements between employers and workers
cannot be separated from the discussion of thelpnolof the amount of wages and the method of
payment. In accordance with Law No. 13 of 2003 eamog Manpower Article 88 paragraph (1),
paragraph (2) and paragraph (3a), the governmematdshes wage policies to protect workers
in order to obtain income that fulfills decent I®ods for humanity, including through minimum
wages. In this thesis the constituent focuses maseng the right to wages made by workers /
laborers with a joint agreement between the partesich also discusses sanctions imposed on
employers if the employer pays a wage under themaim wage stipulated by the local governor.
And the compilation target in this journal is whetlthe release of rights in a collective agreement
has binding power in the implementation of Constinal Court No 72 / PUU-XIII / 2015
decision, of course in legal corridors as stiputhta Law Number 13 of 2003 concerning Labor.
Hopefully this journal can be a useful reading autl insight to its readers.

Keywords. wages, employment, sanctions

Abstrak

Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelaggsuhidupnya, tanpa bekerja manusia
tidak akan dapat mempertahankan hidupnya dengdn Barkembangan perekonomian tidak

terlepas dari yang namanya ketenagakerjaan yanigutidemua aspek kehidupan masyarakat
dimana tenaga kerja dan pengusaha melakukan sulatundan kerja sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan ekonomi masyarakat. Perjanjian kerjaramangusaha dan buruh tidak lepas dari
bahasan masalah besarnya upah dan cara pembayar8esyai dengan Undang-Undang No 13
Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan Pasal 88 Ayahyat (2) dan ayat (3a), pemerintah

menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungihbagar memperoleh penghasilan yang
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaantaianya melalui upah minimum. Dalam

tesis ini penyusun memfokuskan pada pelepasantaskipah yang dilakukan oleh pekerja/buruh

107



: HUKUM BISNIS:: EISSN 2460-0105
Universitas Narotama Surabaya
Volume 3 Nomor 1, April 2019

dengan adanya perjanjian bersama antara para p#vadcjuga membahas sanksi yang dikenakan
pada pengusaha apabila pengusaha membayar upaladiketentuan upah minimum yang diatur
oleh Gubernur setempat. Sasaran penyusun jurnahdalah apakah pelepasan hak dalam
perjanjian bersama mempunyai daya mengikat daldakgenaan putusan Mahkamah Konstitusi
No 72/PUU-XIII/2015, tentunya dalam koridor-koriddrukum sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keteragean. Semoga jurnal ini dapat
menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawagapembacanya.

Kata Kunci: upah, ketenagakerjaan, sanksi.

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelaggsuhidupnya, tanpa bekerja

manusia tidak akan dapat mempertahankan hidupnygade baik. Bekerja itu sendiri
mempunyai berbagai macam makna, antara lain, ybékerja untuk kepentingan pribadi,
dilakukan sendiri atau dengan anggota keluargaayabekerja dalam arti adanya hubungan
kerja, tenaga kerja mendapatkan nafkahnya dari pgarborang lain, yaitu majikannya yang
biasanya merupakan upah/imbalan atas jerih payafjepghan tenaganya untuk kepentingan
orang yang memerintahkannya.

Lahirnya hukum perburuhan terkait erat dengan tesrahdustri yang terjadi di Eropa,
khususnya di Inggris pada abad ke-19. Revolusigtidyang ditandai dengan mesin uap telah
mengubah secara permanen hubungan buruh majikamemiBan mesin juga telah
mempermudah proses produksi. Revolusi industri m@smiamunculnya zaman mekanisasi
yang tidak dikenal sebelumnya. Ciri utama mekanisasadalah: hilangnya industri kecil,
jumlah buruh yang bekerja di pabrik meningkat, aaa#k dan perempuan ikut diterjunkan ke
pabrik dalam jumlah massal, kondisi kerja yang &ledya dan tidak sehat, jam kerja panjang,
upah yang sangat rendah dan perumahan yang sang#. Keprihatinan utama yang
mendasari lahirnya hukum perburuhan adalah burukogdisi kerja dimana buruh anak dan
perempuan berkerja, terutama di pabrik tenun/tekdtin pertambangan yang sangat

membahayakan kesehatan dan keselamatan diri méhe#ang-Undang Perburuhan pertama

! Lanny RamliHukum Ketenagakerjaamirlangga University Press, Surabaya, 2008, h. 1.
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muncul di Inggris tahun 1802, kemudian menyusulJeliman dan Perancis tahun 1840,
sedangkan di Belanda sesudah tahun £870.

Perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh tégesldari bahasan masalah besarnya
upah dan cara pembayarannya. Sesuai dengan UndafagiyNomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (1), ayat (2) danh(8g® pemerintah menetapkan kebijakan
pengupahan untuk melindungi buruh agar memperolehgimsilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di antaranglalui upah minimum. Upah
minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperuatikekomendasi dari Dewan
Pengupahan dan/atau Bupati/Walikota sebagaimanar dialam Pasal 89 ayat (3).Dewan
Pengupahan merupakan perwujudan dari salah sasigdari kebijakan upah minimum yakni
melibatkan pengusaha dan pekerja melalui orgamsasing-masing untuk merumuskan angka
upah minimum sebagai usulan kepada Pemerintah.

Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor Ta8un 2015 tentang
Pengupahan, upah minimum ditentukan setiap tahoet&®gan upah minimum dilakukan oleh
Gubernur sebagai jaring pengaman. Pada tahun g9#l&pat putusan Mahkahmah Konstitusi
Nomor 72/PUU-XIII/2015 yang membahas bahwa selipéh pekerja yang kurang dari UMK
setiap kota merupakan hutang perusahaan. Putusatefd&but bukan merupakan peraturan
perundang-undangan, namun mengikat dan berlaku urBetanjutnya, setahun kemudian
tahun 2016 keluar Peraturan Gubernur Jawa Timtangripah Minimum Kabupaten/Kota di
Jawa Timur Tahun 2017 yang memutuskan besarnyadi@hrabaya adalah Rp 3.296.212,50.
Upah minimum ini berlaku bagi pekerja yang memilikasa kerja kurang dari 1 (tahun).
Disebutkan pula dalam Pasal 4 bahwa bagi perusafeemntidak mampu melaksanakan upah
minimum kabupaten/kota dapat mengajukan penanggutlaksanaan upah minimum kepada
Gubernur Jawa Timur, Transmigrasi dan Kependud&kaninsi Jawa Timur, sesuai ketentuan
dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transsiigf@mor Kep.231/MEN/2003 tentang
Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Faktanya tidak semua perusahaan dapat membayarupaik pekerjanya sesuai

dengan UMK (Upah Minimum Kota) yang berlaku dispetiztota maupun membayar

2 Lalu Husni,Pengantar Hukum Ketenagakerjadgjawali Pers, Jakarta, 2016, him. 1.
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kekurangan upah pekerja sebagaimana putusan Mé&btersApalagi setiap tahunnya besaran
UMK selalu naik. Untuk mengatasi masalah sepeirtnizka di dalam Undang Undang Nomor
13 Tahun 2003 di dalam Pasal 90 ayat (2) menyathkémva bagi pengusaha yang tidak
mampu membayar upah minimum sebagaimana dimakdad ddasal 89 dapat dilakukan
penangguhan. Untuk lebih jelas dapat dilihat daleenjelasan Pasal 90 ayat (2) yang
menyatakan penangguhan pelaksanaan upah minimunpéagahaan yang tidak mampu
dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yangnbgkusan melaksanakan upah
minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidaklbwagembayar pemenuhan ketentuan upah
minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguh

Pemberian upah untuk para pekerja berdasarkan teekuaodal dan produksi
pengusaha yang tidak dapat disamaratakan sataidagd. Bagi perusahaan yang kuat dengan
modal dan tekonologi yang modern serta manajemeg lyandal, pengupahan upah minimum
tidak adil, namun banyak pula perusahaan dengamalrkedil dengan margin keuntungan yang
kecil, sementara produksinya masih harus bersaipgsar bebas, sehingga pengusaha kecil
tersebut masih memerlukan perlindungan hukum. Bemsan kecil belum mampu
memberikan upah minimum, karena perusahaan masirbkediri dengan modal kecihfant
industry), masih membutuhkan bantuan berupa modal, tenlalggpemasaran, peningkatan
kemampuan manajemen, keringanan pajak dan sebag#ietfddakmampuan membayar upah
minimum tidak boleh diartikan sebagai lonceng keamabagi perusahaan, yang apabila tidak
mendapat proteksi akibat selanjutnya gulung tilkeargyberarti hilangnya lapangan kerja bagi
buruh. Namun demikian, untuk pemberian upah di baw@ah minimum, seharusnya sudah
diketahui dan disetujui bersama sebelum adanyardoriterja antara buruh/pekerja dan
pengusaha berdasarkan kondisi riil perusahaamggdninal tersebut disadari dan diantisipasi
oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Walau demikidanya batas atau tenggang waktu
tertentu (sementara) penangguhan upah minimumk tieleh disalahgunakan untuk
mengingkari kondisi riil bahwa perusahaan telah mamembayar upah minimum.

Pihak pekerja juga membutuhkan lapangan pekerjaan pkrusahaan sehingga
penulis ingin mencari solusinya secara normatif.kdMauintuk menghindari pengusaha
melakukan pemutusan hubungan kerja pada pekerjdibysiuhkan solusi yang tepat bagi

kedua belah pihak. Untuk meminimalkan resiko ydtamalihadapi maka pengusaha dan buruh
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membuat sebuat perjanjian yang memfasilitasi kaargpara pihak yaitu perjanjian pelepasan
hak upah dimana perjanjian ini menjamin kelangsongarusahaan sekaligus menjamin
pekerjanya untuk tetap dapat bekerja di perusaitaaPerjanjian bersama ini mengikat kedua
belah pihak. Oleh karena itu masalah hak untuk eyestttan upah minimum yang dilepaskan
dalam perjanjian bersama antara pengusaha dan ganghsudah diuraikan diatas menjadi

sangat penting untuk dibahas lebih lanjut.

2. Tujuan Penelitian
Menganalisis pelepasan hak dalam perjanjian bersagrapunyai daya mengikat

dalam pelaksanaan putusan Mahkahmah Konstitusi2¥@UU-XI111/2015 dan menganalisis
sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar kekunamggh (hutang pengusaha) meskipun

dilepaskan didalam perjanjian kerja bersama.

3. Manfaat Pendlitian
Penelitian hukum untuk keperluan akademis digunakatuk menyusun karya

akademis’. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referealind menyusun suatu pendapat
hukumlegal opinion(LO) tentang perlindungan terhadap pekerja/buBgiain itu penelitian
ini diharapkan dapat memperbaiki dan lebih mempiwdrahak-hak pekerja/buruh yang tertera

dalam UU Ketenagakerjaan dalam hubungan.

4. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatigka metode yang digunakan

adalah metode penelitian hukum yang bertujuan umirkcari pemecahan atas isu hukum yang
timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dickpaiudian adalah memberikan preskripsi
mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yangaln. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan perundang-undangatatute approach pendekatan konseptual
(conceptual approagtt Sumber bahan hukum yang digunakan dalam pendtisaliperoleh
dari sumber bahan hukum primer yang berkaitan dekgtenagakerjaan, upah, dan sanksi

hukum serta sumber bahan hukum sekunder yang tBpemari sumber-sumber yang

3 Peter Mahmud MarzukRenelitian HukumKencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013,288.
4 lbid ,him. 113
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menunjang pembahasan permasalahan yang berupgppepdadapat hukum, ajaran-ajaran

hukum, literatur hukum, surat kabar, dan artikel oidernet yang berkaitan.

.PEMBAHASAN
1. Daya M engikat Perjanjian Bersama Dikaitkan Dengan Putusan M ahkamah Konstitusi
Nomor 72/PUU-XI11/2015
Dalam tiap-tiap perjanjian ada dua macam subjeity y@-1 seorang manusia atau

suatu badan hukum yang mendapat beban kewajibak sesuatu dan ke-2 seorang manusia
atau suatu badan hukum yang mendapat hak atasaetstn kewajiban iftDalam perjanjian
kerja ada dua pihak yaitu buruh/pekerja dan majp@mgusaha. Buruh dan majikan diikat
dalam perjanjian kerja. Hubungan kerja pada dasaadalah hubungan antara buruh dan
majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitusparjanjian dimana pihak kesatu, buruh
mengkikatkan dirinya pada pihak lain, majikan unba@kerja dengan mendapatkan upah dan
majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerfakruh tersebut dengan membayar
upah® Perjanjian kerja yang akan ditetapkan oleh buarhmajikan tidak boleh bertentangan
dengan perjanjian perburuhan yang telah dibuatmigikan dengan serikat buruh yang ada di
perusahaannya. Demikian pula perjanjian kerjaidtaktboleh bertentangan dengan peraturan
perusahaan yang dibuat oleh pengusaha. Perjagifamddalah sah apabila memenuhi syarat
perjanjian dan asas-asas hukum perikatan.

Sedangkan perjanjian bersama yang dibuat untukgsaiahan upah antara pengusaha
dan buruh sebagian besar juga sama dengan pemj&ejig yang dibuat sebelumnya, seperti
halnya para pihak adalah pengusaha dan buruh, kemuidusa yang diperjanjikan adalah
mengenai besaran upah yang disetujui oleh pengasehiauruh dimana besaran upah tersebut
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangam herlaku yaitu besaran upah yang
dibawah UMR. Dasar hukum yang digunakan dalam pgaja bersama ini mengacu pada
Pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan semua peraetyang dibentuk menurut undang-
undang mempunyai kekuatan hukum seperti undangagniolagi para pihak dengan kata lain
suatu perjanjian pada hakikatnya sudah diangggadiedtengan adanya persetujuan belaka

(consensus) dari kedua belah pihak. Perjanjian ydibgat tersebut juga mengacu asas

5 Wirjono ProjodikoroAzas-azas Hukum PerjanjiaMlandar Maju, Bandung, 2011, him. 13
6 Lalu Husni,Dasar-dasar Hukum PerburuhaRajawali Pers, Jakarta, 2010, him. 65
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kebebasan berkontrak selama para pihak dianggdapgasitas untuk membuat perjanjian
maka perjanjian yang dibuat adalah sah.

Setiap hubungan hukum yang lahir baik dari perikaaupun peraturan perundang-
undangan selalu mempunyai dua aspek yaitu hak @aajban. Tidak ada hak tanpa
kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa Hak adalah kepentingan yang dilindungi
oleh hukum. Hak memberi kenikmatan dan keleluasd@pada individu dalam
melaksanakannyakewajiban merupakan norma hukum positif yang mémtegnkan perilaku
individu dengan menetapkan sanksi atas perilakg gabaliknya. Konsep kewajiban hukum
pada dasarnya terkair dengan konsep sanksi.Subgeksdatu kewajiban hukum adalah
individu yang perilakunya bisa menjadi syarat perage sanksi sebagai konsekuensthya.

Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan peratatau kaidah, melainkan
merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk diskdimal di satu pihak yang tercermin
dalam kewajiban pada pihak lawan.Hak dan kewajibarupakan kewenangan yang diberikan
kepada seseorang oleh hukBiak sebagai sesuatu yang harus diberikan kepadaraesg
sebagai akibat dari kedudukan atau status daroses sedangkan kewajiban adalah suatu
prestasi baik berupa benda atau jasa yang hamlaikdn oleh seseorang karena kedudukan
atau statusny#. Dalam perjanjian bersama antara pengusaha damjmekak pengusaha
adalah mendapatkan hasil pekerjaan yang dilakukaim pekerja sedangkan kewajibannya
adalah membayar upah sesuai yang telah diperjanglelam perjanjian bersama, sedangkan
kewajiban buruh adalah mengerjakan pekerjaannyertségiasa dan melepaskan haknya atas
kekurangan upah yang dibayarkan sedangkan hakrglahathenerima upah sesuai dengan
yang telah diperjanjikan dalam perjanjian bersaensebut.

Dasar hukum penyelesaian perselisihan hubungarstimaluadalah Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselislbbungan Industrial. Undang-undang

ini mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957atentPenyelesaian Perselisihan

7 Sudikno Mertokusumdylengenal hukum: Suatu Penganthiberty, Yogyakarta, 2005, him. 42-43.
8 Hans KelsenTeori Hukum Murni (Terjemahan oleh Raisul Muttagjédasar-Dasar [Imu Hukum
Normatif, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2006, h®#-133.

9 Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit
1%Darwin Prints Hukum Perburuhan Indonesiitra Aditya Bakti, Bandung, 2000, him 22-23.
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Perburuhan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 196dng PHK. Dalam Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan bahsvsefisihan hubungan industrial
adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan tee@gen antara pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pkdezikat buruh karena adanya perselisihan
mengenai hak, perselisihan kepentingan, persefisihamutusan hubungan kerja dan
perselisinan antar serikat pekerja/serikat burdandaatu perusahaan.

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timlnéiieatidak dipenuhinya hak, akibat
adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran dpri@tentuan peraturan perundang-
undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaao, @erjanjian kerja bersama hal ini
berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomah@nT2004. Perselisihan kepentingan
adalah perselisihan yang timbul dalam hubunganakkgrena tidak adanya kesesuaian
pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahat-syarat kerja yang ditetapkan dalam
perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, aganfian kerja bersama hal ini berdasarkan
Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2@bdeksihan pemutusan hubungan kerja
adalah perselisihan yang timbul karena tidak adakgaesuaian pendapat mengenai
pengakhiran kerja yang dilakukan oleh salah sdtakphal ini berdasarkan Pasal 1 angka 4
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Sedangkan pslseii antar serikat pekerja/serikat
buruh adalah perselisihan antara serikat pekenjgagsdouruh dengan serikat pekerja/serikat
buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karenk did@anya persesuaian paham mengenai
keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban kag®kerjaan hal ini berdasarkan Pasal 1
angka 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2804.

Perbedaan mengenai perselisihan hak dan persallggpantingan adalah perselisihan
hak terjadi karena hak yang sdah ada dalam ketenpematuran perundang-undangan,
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perakerja bersama tidak terpenuhi akibat
terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan atau pemafga oleh salah satu pihak. Sedangkan
perselisinan kepentingan terjadi karena tidak aa&egesuaian pendapat dalam hal pembuatan
dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang di@tagalam perjanjian kerja, atau peraturan

perusahaan, atau perjanjian kerha bersama par& pdak mencapai titik temu, dengan

11 Faisal SalamPenyelesaian Perburuhan Industrial di Indonedi#andar Maju, Bandung, 2009, him.160
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demikian telah terjadi perselisihan kepentinganmiegkinan kedua dalam hal perubahan
syarat kerja dalam perjanjian kerja atau peratpemisahaan atau perjanjian kerja bersama,
pihak yang satu tidak menghendaki perubahan, skdamihak yang lain menghendakinya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur tatapemgelesaian perselisihan
hubungan industrial mekanisme non litigasi (di lysengadilan) dan litigas (melalui
pengadilan). Perjanjian bersama yang dibuat argarggusaha dan pekerja sesungguhnya
adalah untuk menjembatani kepentingan kedua bélak glimana pengusaha melihat keadaan
perusahaannya merasa tidak mampu untuk membayasapaai dengan upah minimum yang
ditetapkan oleh Gubernur, juga pekerja yang masimbutuhkan pekerjaan tersebut untuk
menyambung kehidupannya, sehingga lahirlah pegamjersama ini yang berisi pelepasan hak
atas kekurangan upahnya.

Menjadi masalah ketika ada putusan Mahkamah Kosstfang menegaskan bahwa
kekurangan upah merupakan hutang pengusaha makalukech perjanjian ini menjadi
bertentangan dengan putusan tersebut selain juganasinya yang sudah lebih dulu
bertentangan dengan Pasal 90 ayat (1) yaitu pengtisiak boleh membayar lebih rendah dari
upah minimum.

Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibentuk sejak tahB@03 telah mewarnai
perkembangan hukum dan ketatanegaraan di Indongsidibentuk karena adanya kebutuhan
menjawab berbagai persoalan hukum dan ketatanegasebelumnya.Untuk mengatasi
berbagai persoalan tersebut, MK diberi mandat Ble$al 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194H(1945) untuk melaksanakan lima
kewenangan konstitusional, yaitu menguji undangangdterhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yaeg&egannya diberikan oleh Undang-
undang Dasar, memutus pembubaran partai politikng@mutus perselisihan hasil pemilihan
umum, dan memberi pendapat kepada Dewan PerwdRdayat terkait dengan pemakzulan
presiden dan wakil presiden. Kewenangan konstitasipang dimiliki oleh MK tersebut pada
dasarnya merupakan pengejawantahan priosgcks and balancegang bermakna bahwa

setiap lembaga negara memiliki kedudukan yang aesmhingga terdapat pengawasan dan

2 L alu Husni, ®.Cit, him. 121
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keseimbangan dalam penyelenggaraan negara Pututesaip MK dapat mengejutkan banyak
pihak dan mendorong kehidupan berbangsa dan besnegajadi lebih lebih dinamis. Perlu
diperhatikan bahwa kedudukan Putusan MK tidak sgengan UU.

Suatu UU yang berlaku mengikat adalah hasil darsgs politik oleh lembaga yang
dipilih oleh rakyat. Untuk menentukan produk suksimmbaga negara adalah produk hukum
yang mengikat tidak semata-mata ditentukan olelkdogpolitik keterwakilan. Yang mengikat
sebagai norma hukum tidak harus selalu lahir daggs politik. Yang lebih menentukan adalah
apakah produk itu memang ditempatkan sebagai hylmg mengikat menurut ketentuan yang
lebih tinggi dan dibuat sesuai dengan mekanismernhukang berlaku. Untuk mengetahui apa
saja produk hukum dalam sistem hukum nasionalutsaja rujukannya adalah UUD 1945
sebagai hukum tertinggi. Pasal 24C ayat (1) UUD518%nyatakan bahwa Putusan MK
bersifat final. Hal itu berarti Putusan MK telahmmkki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan
dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telamiliki kekuatan hukum tetap
memilki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.

Berbeda dengan putusan pengadilan biasa yang hagygikat para pihak, Putusan
MK dalam perkara pengujian UU mengikat semua korepobangsa, baik penyelenggara
negara maupun warga negara. Dalam perkara pengdiljjagang diuji adalah norma UU yang
bersifat abstrak dan mengikat umum. Walaupun dasianohonan pengujian adalah adanya
hak konstitusional pemohon yang dirugikan, namwuisgguhnya tindakan tersebut adalah
mewakili kepentingan hukum seluruh masyarakat, uyaégaknya konstitusi.Kedudukan
pembentuk UU, DPR dan Presiden, bukan sebagai gargatau termohon yang harus
bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan &enoibUU hanya sebagai pihak terkait
yang memberikan keterangan tentang latar belakamgnobksud dari ketentuan UU yang
dimohonkan.Hal itu dimaksudkan agar ketentuan ydngi tidak ditafsirkan menurut
pandangan pemohon atau MK saja, tetapi juga mempambentuk UU, sehingga diperoleh
keyakinan hukum apakah bertentangan atau tidakaghe@nstitusi.Oleh karena itu yang terikat
melaksanakan Putusan MK tidak hanya dan tidak hsgladu pembentuk UU, tetapi semua
pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputels MK.

Karena putusan MK mengikat umum, pihak-pihak yasrgdit dengan pelaksanaan

ketentuan UU yang telah diputus MK harus melaksangbkutusan itu. Namun demikian,
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mengingat norma dalam UU adalah satu kesatuamseta pelaksanaan putusan yang harus
melalui tahapan-tahapan tertentu, bergantung paimtassi putusan. Ada putusan yang dapat
dilaksanakan langsung tanpa harus dibuat peratogam atau perubahan, ada pula yang
memerlukan pengaturan lebih lanjut terlebih dahRildusan yang langsung dapat dilaksanakan
adalah putusan membatalkan norma tertentu yangri@éaganggu sistem norma yang ada dan
tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Di sisi lain, terdapat putusan yang untuk pelakaanga membutuhkan aturan lebih
lanjut, yaitu putusan membatalkan suatu norma yaempengaruhi norma-norma lain, atau
untuk melaksanakannya diperlukan aturan yang lgénasional. Putusan MK mengenai calon
perseorangan dalam Pemilukada dan putusan mengeaa terbanyak adalah contoh jenis
putusan ini.Namun demikian, belum adanya peratymag menindaklanjuti putusan MK tidak
mengurangi kekuatan mengikat yang telah melekaks#pacakan.Setiap pihak yang terkait
harus melaksanakan putusan itu. Apabila ada peratyang dilaksanakan ternyata
bertentangan dengan putusan MK, maka yang mengshrchukum adalah putusan MK.
Mekanisme itu sama halnya dengan pembentukan Ull Baratu UU mempunyai kekuatan
hukum mengikat sejak diundangkan.Namun demikian ketantuan yang dapat langsung
dilaksanakan, tetapi ada pula yang memerlukan yrarapelaksana.Apabila aturan pelaksana
belum dibuat atau disesuaikan, hal itu tidak meaggirsifat mengikat UU itu sendiri.Bahkan,
dalam setiap ketentuan penutup UU selalu menyataédawa semua peraturan pelaksana tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UgEitdiri.

Namun hal itu bukan karena putusan MK belum memi#kuatan mengikat, tetapi
karena kompleksitas persoalan dalam pelaksanaamgaRiran lebih lanjut tentu sebaiknya
dilakukan dengan peraturan setingkat, yaitu peraahJ atau Perpu. Sebagai satu kesatuan
sistem hukum, MA tentu saja akan menjadikan putddKnsebagai dasar dalam memeriksa
dan memutus perkara, karena Peraturan yang diujiamg dibuat untuk menindaklanjuti
putusan MK. Hakim tentu paham benar kedudukan potidK sebaganegative legislation
Dalam kaitan dengan kewenangannya untuk mengujangydndang terhadap Undang-
Undang Dasar, MK dilandasi oleh Pasal 24C ayatUUpb 1945, kemudian diatur kembali
dalam produk turunannya, yakni Pasal 10 Undang-bigpdéomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubagah Undang-Undang Nomor 8 tahun
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2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang NomoFabin 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi (UU MK). Teknis pelaksanaannya selanjataiatur dalam Peraturan Mahkamah
Konstitusi Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman d2esaDalam Perkara Pengujian
Undang-Undang. Permohonan pengujian undang-undsuays dapat digolongkan dalam dua
jenis, yaitu pertama, pengujian terhadap isi materundang- undangan atau norma hukum,
biasa disebut pengujian materiil, dan kedua, peaig@grhadap prosedur pembentukan produk
perundang-undangan, biasa disebut pengujian formil.

Upaya MK memposisikan dirinya sebagai lembaga peingb bagi kekuasaan
legislatif dalam hal terdapat kekeliruan baik fofmmeaupun subtansial dalam proses legislasi
dapat ditelusuri dalam sejumlah putusannya. Segieiahui, putusan yang dijatuhkan oleh
MK dalam pengujian undang-undang sangat bervar@sii mulai dari dikabulkan, dikabulkan
sebagian, ditolak, hingga tidak dapat diterima.Bahterdapat beberapa perkembangan baru
dalam putusan MK sebagai ijtihadnya untuk menegakdam dan keadilan.Bentuk putusan-
putusan tersebut, tentunya masing-masing memitikskkuensi tersendiri. Misalkan putusan
yang amarnya mengabulkan permohonan, berimbas Ipad#énya suatu norma dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat. Dengan sendirinpaitusan tersebut tidak dapat
dilepaskan dari asas erga omnes yang memiliki kakumengikat secara hukum terhadap
seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak toadigk dan taat melaksanakan putusan
tersebut.

Namun demikian putusan MK terkadang diragukan eféksnya karena ada
kecederungan tidak dipatuhi dan diabaikan oleh emd@t putusan. Efektifitas checks and
balances dapat dilihat dari dilaksanakan atau tigakunyi putusan MK oleh pembuat undang-
undang. Kepatuhan dalam implementasi putusan MKlajpat pula menjadi ukuran apakah
UUD 1945 yang menjadi hukum tertinggi dalam negaragguh-sungguh menjadi hukum yang
hidup® Harus diakui MK tidak memiliki aparat dan kelengka apapun untuk menjamin
penegakan keputusannya meskipun secara alamiahmbeg@an, akan tetapi MK

berkepentingan untuk melihat putusannya dihormeati dipatuhi. Tidak ada polisi atau juru

13 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konsti{lakarta: Konstitusi Press, 2010), him.52
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sita pengadilan atau instrumen lain untuk melaksamapapun yang diputuskan MK atau yang
menurut putusan tersebut harus dilaksanakan. Oddlabs itulah kekuasaan kehakiman
khususnya MK dapat dipandang sebagai cabang kekuasgara yang paling lemdhd least
dangerous power, with no purse nor swoldK bergantung pada cabang kekuasaan lain atau
organ-organ lain, apakah putusan-putusannya diedimm apakah addressat putusan MK siap
untuk mematuhinya.

Selanjutnya, Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015 ternkagwtusan yang bersifat
secara hukum membatalkan dan menyatakan tidakkbefdlihat dari amar putusannya yang
menyatakan mengabulkan permohonan para pemohok sgttagian penjelasan Pasal 90 ayat
(2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayangeuhan ketentuan upah minimum yang
berlaku pada waktu diberikan penangguhan” tidak memai kekuatan hukum mengikat.
Sehingga terhitung setelah putusan tersebut dibacataka kekurangan pembayaran upah
minimum merupakan hutang pengusaha kepada pekang larus dibayarkan.. Dampak
putusan tersebut terhadap perjanjian adalah pemagang dibuat setelah putusan itu maka
perjanjian tersebut termasuk dalam perbuatan meldw&um dan demi hukum batal sejak

semula.

2. Sanksi Terhadap Pengusaha Yang Tidak Membayar Kekurangan Upah

Pengertian Sanksi adalah akibat dari sesuatu parbatau suatu reaksi dari pihak lain
(manusia atau organisasi sosial) atas sesuatugiarbialam hal perbuatan yang penting bagi
hukum ada reaksi dari pihak pemerintah yang bestagampertahankan tata tertib masyarakat.
Yang dimaksud dengan pemerintah itu selalu suganisasi (politik) yang menjadi pimpinan
suatu negara dan yang secara formil saja atas rekyat, dikuasai oleh sesuatu golongan
dalam masyarakat dan yang diberi tugas atau menklepada dirinya tugas memimpin
masyarakat yang terorganisasi dalam negara ittanDddal pelanggaran sesuatu peraturan
hukum biasanya yang bertindak terhadap pelangigdr pemerintah. Dengan perantaraan alat-
alat paksanya pemerintah dapat memaksa tiap-tapgdrerkelakuan menurut kaidah-kaidah
tata tertib masyarakat, terutama tata tertib huklalam masyarakat. Dengan hal pelanggaran
hukum biasanya yang mendapat kerugian (oleh pedmaggitu) diberi pertolongan oleh

pemerintah. Legitimasi (pengesahan) kekuasaan hulalmh pemerintah (seperti halnya
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dengan legitimasi kekuasaan agama ialah Tuhan).iki@mjuga dengan sanksi yang
bersangkutan.

Dalam hal pelanggaran kebiasaan (adat) atau aggeng pelum diterima sebagai
hukum), reaksi dari pihak pemerintah jarang sekdé (agama biasanya tidak berlegitimasi
pada kekuasaan pemerintah). Hanya dalam hal paesrggu membawa bahaya yang pada
umumnya bahaya ekonomis bagi kelas yang berkudaedaasyarakat, yang sangat besar
untuk pertahanan tata tertib masyarakat, maka petalerbertindak terhadap pelanggar atau
dengan kata lain dalam hal pelanggaran kebiasakat) (atau agama, jarang yang dirugikan
diberi pertolongan oleh pemerintah. Dalam hal pgdanan kesusilaan, dari pihak pemerintah
reaksi pada umumnya tidak ada.Akan tetapi hukuraag dijatuhkan oleh masyarakat kepada
pelanggar kadang-kadang lebih berat dari pada $udwman yang dijatuhkan oleh seorang
hakim dan keputusannya dilakukan oleh pemerintah.

Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan padeoseng yang melanggar
hukum, sehingga sanksi merupakan bentuk perwujyaagpaling jelas dari kekuasaan negara
dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakaatidiya hukumkungsi sanksi di dalam
hukum yaitu menyadarkan pelaku perilaku meyimpagigngga tidak melakukan perilaku
menyimpang lagi dan memberikan contoh kepada pyelg tidak melakukan perilaku
menyimpang, bahwa bila mereka melakukan perilakinymgpang akan mendapatkan
hukuman. Sedangkan fungsi sanksi dalam hubungasstimal adalah mengembalikan keadaan
seperti semula sebelum adanya pelanggaran ates garsendiri. Dalam halnya pelanggaran
terhadap upah berarti sanksi berfungsi untuk mebgékan keadaan seperti sebelum
pengusaha melakukan pelanggaran membayar upahjgpalatingga diharapkan keadaan
kembali seperti semula.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketermagak mengklasifikasikan
sanksi dalam dua kategori yaitu sanksi pidana damkss administrasi.Sanksi pidana
diklasifikasikan menjadi dua yaitu kejahatan datapggaran. Sanksi yang dapat dikenakan
kepada pengusaha yang tidak membayar kekurangdmnugski dilepas di dalam perjanjian
berupa sanksi pidana. Hal ini merujuk pada Pasabh@fl (1) yang menyatakan bahwa
pengusaha dilarang membayar upah lebih rendalugah minimum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 89. Seperti sudah diuraikan diatas d&amwnbayar upah pekerja/buruh di bawah
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upah minimum dapat dikenai sanksi sesuai pasall PE&& yang menyatakan bahwa
barangsiapa melanggar ketentuan sebagaimana dicdhd&kam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2),
Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 9@lgy&asal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan
ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara palingksit 1 (satu) tahun dan paling lama 4
(empat) tahun dan/atau denda paling sedikit RpODDO000,00 (seratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rufdiaigak pidana ini merupakan tindak
pidana kejahatan.

Selain itu, dapat dikenakan pula pasal 91 dimaiazala perjanjian yang bertentangan
dengan undang-undang maka dianggap batal demi hukiwtalam perjanjian bersama yang
dibuat antara pengusaha dan burug terdapat klaaswa buruh akan dibayar dibawah upah
minimum yang seharusnya sehingga hal ini berteatardengan peraturan yang berlaku
dengan kata lain maka perjanjian ini dianggap bdeahi hukum. Adanya ketentuan sanksi
pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tersetakt berarti menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar hak-hak dan/atau gantigiker kepada tenaga kerja atau
pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam Pasal 18@ngnrUndang Nomor 13 Tahun 2003.
Jadi, walaupun pengusaha dipudana atau di dengamberkewajiban membayar seluruh hak

dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atarjpfburuht

C. PENUTUP

1. Kesimpulan
Perjanjian bersama yang dibuat antara pengusahdwah tidak mempunyai daya

mengikat dalam pelaksanaan putusan Mahkahmah kKasigio 72/PUU-XIII/2015, karena
sejak semula perjanjian bersama yang dibuat dagata#tan batal demi hukum sebab isi
perjanjian bersama tersebut yakni pelepasan hd&kadap kekurangan upah bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berld&takedalam undang-undang nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 90 ayde{dpi tidak menjadi masalah apabila
upah yang diperjanjikan setelah pelepasan hak hdedstas UMR tahun yang berlaku.

4Abdul Khakim,Pengupahan dalam Perspektif Hukum KetenagakerjadariesiaCitra Aditya Bakti,
Bandung, 2016, him. 99.
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Sedangkan putusan Mahkahmah Konstitusi tersebuegaskan bahwa sisa upah dari upah
yang ditangguhkan merupakan hutang pengusaha yang llibayarkan sehingga semua
perjanjian yang dibuat setelah adanya putusaramishmengikutinya.

Sanksi bagi pengusaha yang tidak membayar kekumangah (hutang pengusaha)
meskipun dilepaskan didalam perjanjian kerja beesadalah sanksi pidana.Hal ini merujuk
pada Pasal 90 ayat (1) yang menyatakan bahwa mErauslarang membayar upah lebih
rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dBksal 89. Seperti sudah diuraikan
diatas bahwa membayar upah pekerja/buruh di baywah minimum dapat dikenai sanksi
sesuai Pasal 185 yang menyatakan bahwa barangsi@lgaggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2),| B8&s&asal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 90
ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dar(@yalikenakan sanksi pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empdtyirtadan/atau denda paling sedikit Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling/ddafiRp 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah).Tindak pidana ini merupakan tindak pidaemkatan. Selain itu, dapat dikenakan pula
Pasal 91 dimana bila ada perjanjian yang berteatadgngan undang-undang maka dianggap
batal demi hukum, di dalam perjanjian bersama ydibgat antara pengusaha dan buruh
terdapat klausul bahwa buruh akan dibayar dibavgalh minimum yang seharusnya sehingga
hal ini bertentangan dengan peraturan yang bertldngan kata lain maka perjanjian ini

dianggap batal demi hukum.

2. Saran
Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tersebws dméka penetapan dan

pengawasan pelaksanaan upah minimum masih banykdndala oleh beberapa faktor,
diantaranya adalah kurangnya pengawai pengawasdggtkerjaan dilihat dari kuantitas dan
kualitasnya sehingga pemerintah perlu melakukaameahan pekerja Selain itu penempatan
pegawai pengawas ketenagakerjaan yang tidak kompgetga mempengaruhi jalannya
ketertiban hukum di bidang ketenagakerjaan. Jugatalnkan peraturan lebih lanjut mengenai
mekanisme pembayaran kekurangan upah yang ditakggutieh pengusaha serta sanksi
apabila salah satu pihak melanggar sehingga urtiégannya terdapat kepastian hukum yang

jelas baik untuk pengusaha dan buruh yang terkait.
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Abstract

One of the important solutions that must be comsidldy the government in recovering Indonesian
economy is implementing sharia economy. Sharia @ognhas a strong commitment on poverty alleviation,
enforcement of justice, economical growth, elimioratof usury and prohibition of currency speculatithus
creating economic stability. Sharia economy whictpkasizes justice, teaches concepts that excehiling with
monetary turmoil compared to conventional systehims fact has been widely acknowledged by many ajlob
economic experts, such as Rodney Shakespeare dUKitgdom), Volker Nienhaus (Germany), etc. Going
forward, government must pay more attention tostigria economy system that has been proven tdfdetieé
and more resistant in crisis.

Sharia economy system represented by sharia baimstityitions have shown to be resilience since it
uses a profit sharing system, so that it does xpérgence negative spread as other conventionaisbare. In
fact, sharia banking grows in difficult times.Medrilg, large banks experienced severe downturn waitted
in liquidation, some other conventional banks wereed to be recapitulated by the government argd amount.
The budget funds that should be prioritized allevjzeople’s poverty, was used to help conventibaaks. This
is the fact that happens when still using and hiblawi sharia economics. Therefore, the governrizembw more
concerned with the development of sharia econotnidadonesia, both through ratification of laws alogl
establishing sharia financial institutions.

Keyword : Sharia Economy, Sharia Banking, Financial Institat

Abstrak

Salah satu solusi penting yang harus diperhatilkanepintah dalam meecoveryekonomi Indonesia
adalah menerapkan ekonomi syariah. Ekonomi syam&miliki komitmen yang kuat pada pengentasan
kemiskinan, penegakkan keadilan, pertumbuhan ekpp@mghapusan riba, dan pelarangan spekulasiuaata
sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Ekbrgyariah yang menekankan keadilan, mengajarkan
konsep yang unggul dalam menghadapi gejolak mowitanding sistem konvensional. Fakta ini telatkdia
oleh banyak pakar ekonomi global seperti Rodnek&meare (United Kingdom), Volker Nienhaus (Jerman)
dan sebagainya. Kedepannya, pemerintah harusramfperhatikan sistem ekonomi syariah yang teldtuker
ampuh dan lebih resisten di masa krisis.

Sistem ekonomi syariah yang diwakili lembaga pekhansyariah telah menunjukkan ketangguhan
bisa bertahan karena ia menggunakan sistem bagsbhsgga tidak mengalamigative spreadebagaimana
bank-bank konvensional. Bahkan, perbankan syaeiatakin berkembang dimasa-masa sulit tersebut. Saraen
bank-bank raksasa mengalami keterpurukan hebat lyarakhir pada likuidasi, sebagian bank konvensiona
lainnya terpaksa direkap oleh pemerintah dalamghrblesar. Dana APBN yang seharusnya diutamakafk untu
mengentaskan kemiskinan rakyat, tetapi digunakaukumembantu bank-bank konvensional. Inilah faktany
kalau masih mempertahankan ekonomi kapitalis yaoaw. Karena itu pemerintah sekarang lebih konsen
terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonleaik,melalui pengesahan undang-undang maupun denga
mendirikan lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci : Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Lembaga Keuanga
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A.PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Salah satu solusi solusi penting yang harus dipi&emapemerintah dalam me-
recovery ekonomi Indonesia adalah menerapkan ekonomi $yai&onomi syariah
memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemask penegakkan keadilan,
pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pekmasgekulasi mata uang sehingga
menciptakan stabilitas perekonomian. Ekonomi skan@ng menekankan keadilan,
mengajarkan konsep yang unggul dalam menghadapiagemoneter dibanding sistem
konvensional. Fakta ini telah diakui oleh banyakgraekonomi global seperti Rodney
Shakespeare (United Kingdom), Volker Nienhaus (dajmdan sebagainya. Kedepannya,
pemerintah harus lebih memperhatikan sistem ekosgariah yang telah terbukti ampuh
dan lebih resisten di masa krisis. Sistem ekonganiah yang diwakili lembaga perbankan
syariah telah menunjukkan ketangguhan bisa bertkdw@ma ia menggunakan sistem bagi
hasil sehingga tidak mengalamegative spreadgebagaimana bank-bank konvensional.
Bahkan, perbankan syariah semakin berkembang dimasa sulit tersebut.

Sementara bank-bank raksasa mengalami keterpuhétzat yang berakhir pada
likuidasi, sebagian bank konvensional lainnya tkspadirekap oleh pemerintah dalam
jumlah besar. Dana APBN yang seharusnya diutamakauk mengentaskan kemiskinan
rakyat, tetapi digunakan untuk membantu bank-bamké&nsional. Inilah faktanya kalau
masih mempertahankan ekonomi kapitalis yang rib&arena itu pemerintah sekarang
lebih konsen terhadap perkembangan ekonomi syadiaindonesia, baik melalui
pengesahan undang-undang maupun dengan mendidkabaga keuangan syariah.
Eksistensi Bank dalam memajukan perekonomian negamakin besar dengan
disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008ns#hya disebut UU Perbankan
Syariah), hal tersebut seakan memberikan anginr degada perbankan untuk lebih
mengembangkan dan memajukan program yang dilakpkaibankan. Adapun tujuan
dikeluarkan serta disahkannya UU Perbankan Syadaah untuk menghindari adanya
praktek bunga yang terdapat pada perbankan komrerisiian dirubah dengan program
investasi serta bagi hasil yang sesuai denganrasyexiah.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Perha®kariah, syariah adalah
segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syfarabinit Usaha Syariah, mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan plaaes melaksanakan kegiatan usahanya,
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sedangkan Bank Syariah menurut Pasal 1 angka 7dthaikan Syariah adalah Bank yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan PrigaipaB dan menurut jenisnya terdiri

atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyatia®. Perbankan syariah

menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsiabkyadalah prinsip hukum Islam dalam
kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikelnadkeh lembaga yang memiliki

kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syaraty berarti bahwa Bank Syariah
menjalankan kegiatan usaha berbeda dengan kegissdra bank konvensional. Adapun
mengenai prinsip syariah dalam perbankan adalah:

Prinsip syariah adalah aturan akad berdasarkannmigiam antara bank dengan
pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayamgmtan usaha, atau
kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengamagyantara lain, berdasarkan
prinsip bagi hasil(mudharabaly pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan
modal (musharakal prinsip jual beli barang dengan memperoleh keugen
(murabahahatau pembiayaan barang modal berdasarkan pgesia murni tanpa
pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemibkas barang
yang disewa dari pihak bank oleh pihak lajar@h wa igting.*

Seiring dengan perkembangan zaman, minat masyatek@dap perbankan
syariah semakin meningkat, hal tersebut bisa dilifzai semakin banyaknya dana yang
disalurkan oleh perbankan syariah kepada masyadd@jan menggunakan beberapa
macam skim yang dimiliki oleh perbankan syariahnlBayariah yang berfungsi sebagai
lembaga intermediasi mempunyai beberapa tugas utgalni sebagai tempat
penghimpunan dana dengan bentuk tabungan, girodejasito yang menggunakan skim
wadiah dan amanah, dan disalurkan kepada masyad&kafan beberapa skim yang
tentunya berbeda dengan bank konvensitnal.

Berdasarkan fungsi intermediasi tersebut, maka baglkkukan aktivitas berupa
penyaluran dana kepada para pengusaha yang mearedakpur tangan pihak perbankan
dalam hal permodalan, bisa modal sebagian bisamqagtal keseluruhan ditanggung pihak
bank yang menjadi mitra usaha. Fungsi penyalurara dai selain bisa meningkatkan
perekonomian masyarakat karena bisa mengatasiahgsaimodalan bagi para pengusaha,
juga bisa meningkatkan aktivitas bank yang berpeigaterhadap meningkatnya

pendapatan bank yang pada akhirnya juga meningkatiaa nasabah penyimpan dana.

! Rachmadi UsmarRroduk dan Akad Perbankan Syariah di Indonge€ldra Aditya Bakti, Bandung,
2009, him. 16.
2 Pius A Partantd{amus limiah PopulerArkola, Surabaya, 2001, him. 72.
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Pembiayaan yang diberikan bank syariah bertujuatukumemfasilitasi kebutuhan
masyarakat terhadap pembiayaan yang sesuai deyaaahsislam, memenuhi kebutuhan
nasabah yang frekuensi transaksinya banyak dangkali memerlukan tambahan dana
dalam jangka pendek, membiayai usaha nasabahrthaclée pembelian barang konsumsi,
serta memperoleh keuntungan sebagai perusahaabeaiiau

Dalam pembiayaan yang dilakukan bank syariah, beydciah mendapatkan
keuntungan melalui bagi hasil sesuai nisbah yaladp tdisepakati antara nasabah dengan
pihak bank dalam akad maupun margin atas pembiayaa berbasis akad murabahah.
Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antmn& byariah dengan nasabah
pembiayaan bukan hubungan antara kreditur dengdnitude melainkan hubungan
kemitraan antara penyandang dasaabhibul mal dengan pengelola dan@udarib,
hubungan yang memiliki keterikatan emosional sefandiharapkan bank syariah dalam
menangani pembiayaan yang bermasalah, khususnya pratses pelelangan agunan juga
harus memperhatikan hak-hak nasabah. Ini dimaksualfar proses pelelangan agunan ini
bisa menguntungkan kedua belah pihak atau tidakgren salah satu pihak. Berdasarkan
apa yang diuraikan diatas, Jurnal yang berjudul éf@mgan Pengadilan Negeri Dalam
Memutus Sengketa Lelang Perbankan Syariah. Berfglada permasalahan hukum
mengenai apakah Pengadilan Negeri masih berwenangngani sengketa lelang agunan
perbankan syariah setelah adanya PERMA Nomor 14nma&006 dan apa saja bentuk
perlindungan hukum debitur apabila sengketa lefagrtpankan syariah sudah ditetapkan

oleh Pengadilan Negeri.

1. Tujuan Pendlitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentafgvenangan Pengadilan
Negeri Dalam Memutus Sengketa Lelang Perbankanayderfokus pada permasalahan
hukum mengenai apakah Pengadilan Negeri masih hangemenangani sengketa lelang
agunan perbankan syariah setelah adanya PERMA Namdrahun 2006 dan apa saja
bentuk perlindungan hukum debitur apabila sengkefteng perbankan syariah sudah

ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

2. Manfaat Penélitian
Dari segi teoritik penelitian ini diharapkan berguibagi pengembangan hukum
Perbankan, khususnya hukum perbankan Syariahs®girpraktis penelitian ini diharapkan
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dapat berguna bagi praktik hukum misalnya peneghilnm mengenai penanganan kasus

atau permasalahan-permasalahan hukum yang berkieigan perbankkan syariah.

3. Metode Pendlitian

Penelitian ini merupakan penelitan hukum normatifertujuan mencari
pemecahan atas isu hukum yang timbul didalamnyangga hasil yang dicapai adalah
memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyatas isu hukum yang diajukan.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pegiddanganstatute approach
pendekatan konseptuatapceptual approadh dan pendekatan kasusage approaci?®
Metode analisis bahan hukum didasarkan pada ballanrhprimer berupa perundangan-

undangan dikumpulkan dengan metode inventarisaskai@gorisasi.

B. PEMBAHASAN
1. Pengadilan Negeri Masih Berwenang Menangani Sengketa Lelang Agunan
Perbankan Syariah Setelah Adanya PERM A Nomor 14 Tahun 2006
a. Kewenangan Pengadilan Negeri Dalam Menangani L elang Perbankan Syariah
Seperti diketahui selama ini, jika terjadi sengkatau perselisihan antara pihak
bank syariah dengan nasabahnya, maka alternagiéfesaian antara pihak bank syariah
dengan nasabahnya, maka alternatif penyelesaiandgah Badan Arbitrase yang
menerapkan hukum materiil Islam, dalam hal ini adaBadan Arbitrase Syariah
Nasional (BASYARNAS) atau Peradilan Umum sesuagdenUndang-Undang Nomor
2 Tahun 1986. Dalam literatur sejarah hukum Iskntifrase lebih identik dengan istilah
tahkim atauhakam Istilah ini secara literal berarti mengangkataggh wasit atau juru
damai.* Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tenfabirase (selanjutnya
disebut UU Arbitrase), yang dimaksud dengan ardéti@dalah cara penyelesaian suatu
sengketa perdata diluar peradilan umum, yang dikiasgada perjanjian arbitrase yang
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang beilssgag{ide Pasal 1 ayat (1) UU
Arbitrase).
Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 28@@&ng Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Ranadgama dan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 3®yajila terjadi sengketa

3 Peter Mahmud MarzukPenelitian HukumKencana Prenada Media Greupkarta, 2005him, 113
4 Mardani,Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan MahkrSglariah Sinar Grafika, Jakarta,
2009, him. 69
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perbankan syariah, maka alternatif penyelesaiadisganping BASYARNAS tersebut,
juga Peradilan Agama selaku institusi yang berwgnaruk itu. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pasal 49 berikut penjelasannya pada fprifndang-Undang Peradilan
Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perb&@yamah.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluark@eraturan
Mahkamah Agung (selanjutnya disebut PERMA) RI NofiwiTahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Sety@nBERMA ini sudah ditunggu
pembentukannya sejak lama sebagai pelengkap ddéakbeya Peraturan Mahkamah
Agung (selanjutnya disebut PERMA Nomor 2 Tahun 2@88ang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah (selanjutnya disebut KHES). Bilgaiinya kekosongan hukum acara,
penyelesaian sengketa ekonomi atau bisnis syamaihrtunduk pada ketentuan hukum
acara perdata yang biasa di lingkungan peradilgernéNalaupun sengketa ekonomi
yang berdasarkan prinsip syariah, namun dalam pew@gmnya masih berkiblat pada
sistem hukum peninggalan kolonial belanda. Adarty®& A ini juga berdampak pada
implementasi Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tab0e Entang Peradilan Agama
akibat berkembangnya ekonomi syariah. Seperti,gleagian perkara ekonomi syariah
dapat dilakukan melalui hukum acara biasa ataurdakntuk gugatan sederhasan@ll
claim cour) baik secara lisan maupun tertulis ke KepaniteRemgadilan Agama yang
berwenang. Sebagaimana yang tertuang dalam PaB&IRBA Sengketa Ekonomi
Syariah yang menyebutkan bahwa perkara ekonomasyadapat diajukan dalam bentuk

gugatan sederhana atau gugatan dengan dengarbiasa

PERMA ini juga mengatur pelaksanaan putusan asatrayariah dan
pembatalannya yang mempertegas kewenangan pemgagdea sehingga sudah tidak
terjadi lagi dualisme pelaksanaan putusan dan ptabaarbitrase syariah antara
pengadilan agama dan pengadilan negeri. Hal imndat dalam Pasal 13 ayat (2)
PERMA Sengketa Ekonomi Syariah yang menyebutkamwagbelaksanaan putusan
arbitrase syariah dan pembatalannya, dilakukan &ehgadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama. Namun, tata cara pelaksanaangrudubitrase syariah tetap mengacu
pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentangtrAsei dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Dalam PERMA ini juga mendawenangan Pengadilan
Agama yang menangani urusan eksekusi hak tanggulageiidusia yang menggunakan
akad syariah. Hal ini dapat diperjelas dalam PE3alyat (1) dan (2) PERMA Sengketa
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Ekonomi Syariah, yaitu Pelaksanaan putusan pegéamaomi syariah, hak tanggungan
dan fidusia yang berdasarkan akad syariah dilakolenPengadilan dalam lingkungan
Peradilan Agama dan Pelaksanaan putusan arbitrgemgals dan pembatalannya
dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradigama.

b. Penyelesaian Sengketa Eksekus Syariah Dalam Perspektif Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Sengketa Ekonomi Syariah secara rinci dapat dikeskark mengenai bentuk-

bentuk sengketa Bank Syariah yang disebabkan kamdaaya pengingkaran atau
pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telalatiyaitu disebabkan karena :

1) Kelalaian Bank untuk mengembalikan dana titipanabak dalam akad
wadi'ah.

2) Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpsetpglan yang
bersangkutan dalam akatudlorobah.

3) Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman kerasisidra-usaha lain
yang diharamkan menurut syari’at Islam yang bersrrdhri dana pinjaman
bank syari’ah, akadirah dan lain-lain.

4) Pengadilan Agama berwenang menghukum kepada pihalibah atau
pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyeakerugian riil

(real losg.

Secara garis besar, sengketa ekonomi syari’ah digasifikasikan menjadi tiga, yakni:

1) Sengketa di bidang ekonomi syari'ah antara lemkagangan dan lembaga
pembiayaan syari'ah dengan nasabahnya;
2) Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara lemkagangan dan lembaga
pembiayaan syari'ah;
3) Sengketa di bidang ekonomi syari’ah antara oramggryang beragama
Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan atertggas bahwa
kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkasigprinsip syari’ah.
Sengketa ekonomi syari'ah juga bisa dalam bentulkapa Permohonan
Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Paanngewajiban Pembayaran Utang
(PKPU) di bidang ekonomi syari’ah, disamping itgguperkara derivatif kepailitan
(perkara tidak murni sebagai perkara kepailitamk&abangan pembangunan di segala
bidang merupakan upaya untuk meningkatkan kesegantelahir batin bagi warga

masyarakat. Pembangunan itu sendiri dapat mempgéngaola pikir masyarakat
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terhadap pemecahan masalah hukiew problem solving)Hubungan antara Bank
Syariah dengan debitur tidak menutup kemungkinambuinya sengketa. Dalam
hubungan yang terikat dalam akad, ada kalanya tisdngketa diantara kedua belah
pihak. Persengketaan antara debitur dengan Bankpailan hal yang biasa terjadi di
dalam dunia bisnis, seperti lembaga keuangan tetBank Syariah.

Keberadaan Peradilan Agama bertujuan untuk meraikdas perkara yang
timbul di antara anggota masyarakat. Perkara yamngdi memiliki bentuk yang
beragam. Ada yang berkenaan dengan pengingkaran ganjian, perbuatan
melanggar hukum, sengketa hak milik dan lain sebggaTimbulnya perkara tersebut
ketika dihubungkan dengan keberadaan PeradilaraRemienimbulkan permasalahan
kewenangan mengadili yang disebut yurisdiksi ataugetensi yaitu kewenangan suatu
lembaga Peradilan dalam mengadili perkara tertsepguai dengan ketentuan yang
digariskan oleh peraturan perundang-undarBanyelesaian sengketa tidak boleh
bertentangan dengan prinsip syariah, setelah $eliavap pemeriksaan selesai lalu
hakim melanjutkan kerjanya untuk mengambil putudaiam rangka mengadili perkara
tersebut. Untuk itu hakim mencari hukumnya dari Berrsumber yang sah dan
menafsirkannya, untuk kemudian diterapkan kepakia fatau peristiwa konkret yang
ditemukan dalam perkara tersebut. Sumber-sumbearmhwylang sah dan diakui secara
umum, khususnya di bidang bisnis adalah isi paganpundang-undang, yurisprudensi,
kebiasaan, perjanjian internasional dan ilmu pexigetn.

Rumusan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2&®ihsama dengan
rumusan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1889 diamati secara eksplisit
pasal-pasalnya seakan mengindikasikan bahwa tidakraang bagi subjek dengan
merujuk pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang N@mbahun 2006 tentang
Peradilan Agama, dimungkinkan bagi subjek hukummaslim beracara di Pengadilan
agama. Sehingga disimpulkan, bahwa sebenarnyakstibjeum non muslim dapat
memproses penyelesaian sengketa ekonomi syarRéndadilan Agama.

Penyesuaian ini merupakan konsekuensi dari berkegnlya dunia ekonomi
syariah, dimana tidak hanya orang yang beragaramIshja yang menjalankan sistem

perekonomian syariah serta menggunakan jasa penbayariah. Subjek hukum non

5 Hasan, HasbiKompetensi Peradilan Agama dalam penyelesaian par&konomi SyariahGramata
Publishing, Jakarta, 2010, him.121
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muslim yang menjalankan sistem syariah dan yanggmerakan jasa bank syariah,
harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 28@@&ng Peradilan Agama.
Selanjutnya, perubahan tersebut berimplikasi padayahan Undang-Undang Peradilan
Agama. Di dalam undang-undang yang baru, dijelabkhmwa sengketa ekonomi syariah
menjadi salah satu kompetensi Peradilan Agamandelenpetensi yang selama ini telah
dijalankan.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah berdas&dtapetensi absolut
Peradilan Agama ini melibatkan dua pasal yang &tugaitu Pasal 49 Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndamgwénNomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-Undanwr 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah. Kedua pasal tersebut mengagambana solusi bagi penyelesaian
sengketa perbankan syariah. Ketentuan dalam Pasaidang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 menyatakan memberikan kewenangan mutlak kguaddilan dalam lingkungan
Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan mesgighn sengketa salah satunya
adalah di bidang ekonomi syariah.

Pasca dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tah0@8 2tentang
Perbankan Syariah, pemberian kewenangan menyelesakrselisihan di bidang
ekonomi syariah kepada peradilan dalam lingkungaaddan Agama tersebut menjadi
bias. Terjadi inkonsistensi bahkan kerancuan dmii &turan main pembentukan
peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 55 Ayaindang-Undang Perbankan
Syariah memang dinyatakan bahwa “penyelesaian stnglkrbankan syariah dilakukan
pengadilan dalam lingkungan peradilan agama”. Tdfskum yang dapat diberikan
adalah telah menjadi prinsip hukum bahwa penyelassengketa perbankan syariah
menjadi kompetensi mutlak dalam proses litigasagidain dalam lingkungan Peradilan
Agama. Pasal ini jelas mengungkapkan bahwa Penadigmma lah yang memiliki
wewenang untuk menyelesaikan perkara-perkara ekiosgariah terutama terkait
dengan dunia perbankan lebih khusus lagi terkaijale akad-akad atau kontraknya.

Namun kemudian muncul kontradiksi ketika mengankatsal 55 ayat (2)
Undang-Undang Perbankan Syariah. Pasal ini mergata&hwa “Dalam hal para pihak
telah memperjanjikan penyelesaian sengketa setaagsimana dimaksud pada ayat (1),

penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengakadi.aPenjelasan Pasal 55 ayat (2)
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menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaragketa dilakukan sesuai
dengan isi akad adalah upaya sebagai berikut :

a. Musyawarah

b. Mediasi perbankan

c. Melalui BASYARNAS, dan/atau;

d. Melalui peradilan dalam lingkungan peradilan umum.

Tafsir hukum yang dapat diberikan adalah bahwand@lenyelesaian perkara-
perkara terkait dengan sengketa ekonomi syaridkbit mengutamakan klausula yang
terdapat dalam isi akad atau kontrak para pihatknya dalam sengketa ekonomi syariah
ini kewenangan Peradilan Agama tidak mutlak, kareinekad atau kontrak lebih utama
daripada Undang-Undang Perbankan Syariah.

Terlihat bahwa ketentuan ayat (1) yang berisi plEsgan sengketa secara
litigasi harus berhadapan dengan ketentuan ayataf®) berisi penyelesaian sengketa
secara non litigasi. Jika diperhatikan dalam strukindang-Undang Perbankan Syariah,
maka penjelasan Pasal 55 ayat (2) memposisikarapgiéag dalam lingkungan Peradilan
Umum sebagai lembaga penyelesaian sengketa ngaslitPadahal sejatinya, lembaga
peradilan umum adalah lembaga penyelesai sengk@tmsil. Tentu saja ini
menimbulkan kerancuan, dan oleh karenanya penempatama tersebut dapat
dikatakan salahcontradictio interminis.

Disamping itu, Negara Kesatuan Republik Indonesfaht memberikan
kepercayaan yuridis kepada lembaga pengadilan dafmkungan peradilan agama
tersebut. Oleh karena itu seharusnya tidak boleh sadu anggapan perkiraan atau
setengah-setengah dalam memberikan kepercayaadakbgmabaga pengadilan dalam
lingkungan peradilan untuk menjadi satu-satunyaavathtuk menyelesaikan sengketa
ekonomi syariah secara litigasi disamping penyeessengketa ekonomi syariah non
litigasi.

Pengadilan Agama seharusnya memang mendapatkamc&gpen penuh
dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, fenkkn logika akademik, hakim-
hakim di lingkungan Pengadilan Agama sebagai @&mifakultas syariah tentu akan
memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih tmekgenai ilmu-ilmu syariah,
dalam hal inifigih muamalah, dibandingkan dengan hakim-hakim di Rlarat/mum,

yang notabene tidak memiliki latar belakang ilnmadl syariah. Logika sederhana
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semacam ini seharusnya menjadi argumen bahwa saitgkt logis meragukan
profesionalitas dan kredibilitas hakim-hakim di &blan Agama dalam menangani

sengketa perbankan syariah.
c. Kewenangan Pengadilan Agama dalam Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah

Semenjak tahun 2006, dengan diamandemennya Undasgagd Nomor 7
Tahun 1989 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun Z2@8@enangan Pengadilan
Agama diperluas. Di samping berwenang memeriksanuhes dan menyelesaikan
sengketa di tingkat pertama antara orang-orang \aerggama Islam di bidang
perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakagdgndan shadagah. Pengadilan Agama
juga berwenang untuk memeriksa, memutus dan mesayks: sengketa di bidang
ekonomi syariah (Pasal 49 huruf i Undang-Undang dla8nTahun 2006). Kewenangan
Pengadilan Agama ini juga diperkuat dengan putiatnkamah Konstitusi atas perkara
No. 93/PUU-X/2012 yang menghapuskan penjelasan Basayat (2) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahngghimenjadikan Pengadilan
Agama satu-satunya lembaga Pengadilan yang bergeoatuk menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah.

Pengadilan Agama merupakan salah satu wadah bagi lstam pencari
keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan, nsarta nilai keislaman sesuai dengan
ketentuan syariat Islam. Disinilah per@adhi atau hakim agama dalam menegakkan
keadilan dan memberantas kezhaliman yang adadDnksia, dalam merealisasikan dan
melaksanakan perintah tersebut ada tahapan-tahamanharus dilaksanakan sesuai
dengan aturan yang berlaku, mulai dari jenis perkgang disidangkan sesuai
sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-UndangoN8nTahun 2006 tentang
kewenangan absolut Peradilan Agama yang khusus tapia® dan memutuskan
perkara perdata masyarakat yang beragama Islanhalaainnya yang diatur dalam
Undang-Undang. Dari jenis perkara tersebut diakidaing hakim akan memutus perkara
sesuai dengan jenis perkaranya yang kelak hasitliy@but dengan putusan atau

penetapa.

6 Abdul Manan,Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenanganadtlan AgamaKencana,
Jakarta, 2012, him.59.
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Putusan merupakan hasil akhir dari sengketa. Pusezara pengertian umum
merupakan pernyataan hakim, sebagai pejabat nggagadiberi wewenang untuk itu,
diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk méngaktau menyelesaikan suatu
sengketa antara para pihak. Bukan hanya ucapalyaagadisebut putusan, melainkan
juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tedah kemudian diucapkan hakim
di depan persidangan. Adapun produk hakim di PelagadAgama dari hasil
pemeriksaan perkara di persidangan ada dua macetashekan Pasal 60 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2009, yaitu putusan dan ppaetd@utusan adalah pernyataan
hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dancajpkan oleh hakim dalam
persidangan atas perkara gugatan berdasarkan aslaatyesengketa. Penetapan adalah
pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentukliertian diucapkan oleh hakim
dalam persidangan atas perkara permohonan.

Dari produk itulah yang selanjutnya menjadi pegandari para pihak yang
dimenangkan untuk dapat melaksanakan tahap seigajberupa pelaksanaan putusan
atau eksekusi. Oleh karena itu, keberhasilan smsgopencari keadilan untuk
memulihkan, mengembalikan ataupun memperoleh hkikylaa kembali masih
menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebupdiak lawan. Hal ini akan dapat

diwujudkan melalui eksekusi putusan hakim oleh ajpamkum di Pengadilan Agama.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Debitur Apabila Sengketa Lelang Perbankan
Syariah Sudah Ditetapkan Oleh Pengadilan Negeri.
Posisi nasabah sangatlah lemah bila dibandingkagateposisi Bank, baik

Bank Konvensional maupun Bank Syariah. Setidakualgadwa hubungan hukum antara
Bank dengan nasabah yang dinilai tidak adil. Peatakatika Bank bertindak sebagai
kreditur, nasabah memberikan perlindungan hukumnddlentuk penyerahan dokumen
atau agunan guna menjamin pelunasan hutang naséf@hsemacam ini tentu
menguntungkan pihak Bank. Kedua, nasabah sama sd&klmenguasai dokumen atau
agunan dari Bank guna menjamin hutang Bank ke aasadlam bentuk giro, deposito,
tabungan atau bentuk lainnya. Nasabah hanya bérke@rcayaan saja kepada Bank.
Ini juga tentunya menguntungkan Bank.

Praktek perbankan juga menempatkan konsumen dadaisi yang semakin
lemah. Bank dilindungi dengan perjanjian standabgekan dalam bentuk berbagai
klausula sepihak yang dibuat oleh pihak Bank. Nalsalpaksa tunduk terhadap segala
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petunjuk dan peraturan Bank, baik yang sudah ber@kupun yang akan diberlakukan
kemudian tanpa mempersoalkan setuju tidaknya nadebaadap ketentuan-ketentuan
yang ada. Keadaan yang demikian menuntut adanliachergan hukum bagi nasabah
Bank Syariah. Hukum seharusnya memberikan perligalunterhadap semua pihak
sesuai dengan status hukumnya karena pada priassgiigp orang memiliki kedudukan
yang sama dihadapan hukum. Dalam perwujudannyaaraegajib memberikan
perlindungan hukum secara nyata kepada setiap waggranya tanpa terkecuali yang
pelaksanaannya dirumuskan dalam bentuk peraturangsng-undangan.

Perlindungan hukum tidak memiliki pengertian yaegasa khusus diatur di
dalam peraturan perundang-undangan. Namun secarm yrangertian perlindungan
hukum dapat dijumpai dari pernyataan Satjipto R#jbayang menyatakan bahwa
perlindungan hukum adalah perlindungan terhadaplalkepentingan pribadi setiap
pihak berdasarkan hukum yang berldidenurut Sulistyandari, yang dimaksud dengan
perlindungan hukum adalah segala hal yang berkaiggaimana hukum memberikan
keadilan, yaitu memberikan atau mengatur hak darajean subyek hukum, selain itu
juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keatidradap subyek hukum yang
dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya ter&eb

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjamgsi hukum untuk
mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, &afaatan, dan kepastian hukum.
Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan y#meyidan kepada subyek hukum
sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang berpifatentif (pencegahan) maupun
dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaarik $ecara tertulis maupun tidak
tertulis dalam rangka menegakkan aturan hukum.

Menurut Marulak Mardede sebagaimana dikutip oleh rntdmsyah,
mengemukakan bahwa perlindungan hukum terhadapalastlam sistem perbankan
Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara yaitu :

a. Perlindungan secara implisitr(plicit deposit protectiop yaitu perlindungan yang
dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan Bank \yefegtif, yang dapat

menghindarkan terjadinya kebangkrutan Bank. Partigdn ini diperoleh melalui :

7 Satjipto RahardjaJmu Hukum Alumni, Bandung, 1986, him.94.

8 Sulistyandari, HukumPerbankan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah rRgayi Melalui
Pengawasan Perbankan di Indonesia, Laros, Sid@&r@, him.283.

® Hermansyah-Hukum Perbankan Nasional Indong@sKencana, Jakarta, 2013, him. 145-146.
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1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan;

2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan daubipaan yang efektif, yang
dilakukan oleh Bank Indonesia;

3) Upaya menjaga kelangsungan usaha Bank sebagahdemtzaga pada khususnya
dan perlindungan terhadap sistem perbankan padeoyay

4) Memelihara tingkat kesehatan Bank;

5) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan Bankldgrentingan nasabah;

6) Menyediakan informasi risiko pada nasababh;

b. Perlindungan secara ekspligiplicit deposit protectionyaitu perlindungan melalui
pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpangyanakat, sehingga apabila
Bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yangrakagganti dana masyarakat
yang disimpan pada Bank yang gagal. Perlindungan diperoleh melalui
pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarsgbagaimana diatur
dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia NontorT@ahun 1998 tentang
Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

a. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah
Masih Diselesaikan di Pengadilan Negeri

Sebagaimana lazimnya dalam menangani setiap perag diajukan kepadanya,
hakim selalu dituntut untuk mempelajari terlebithula perkara tersebut secara cermat
untuk mengetahui substansinya hal ikhwal yang se&xsnada yang menyertai substansi
perkara tersebut. Untuk itu hakim harus sudah meysmuesume tentang perkara yang
ditanganinya sebelum dimulainya proses pemerikdaparsidangan. Berkaitan dengan hal
tersebut, dalam hal memeriksa perkara ekonomiaty&hususnya pada perbankan syariah,
ada beberapa penting yang harus dilakukan teriéditulu sebelum proses persidangan
dimulai. Adapun hal-hal penting yang harus dilakuiaitu:°

a) Pastikan lebih dahulu perkara tersebut bukan perlkaerjanjian yang

mengandung klausul arbitrase;

b) Mempelajari secara cermat perjanjian (akad) yangdasgari kerjasama antar

para pihak.

1Basir, Cik Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pdagadlgama dan
Mahkamah SyarighKencana, Jakarta, 2009, hlm2.
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Pada kenyataannya, meskipun pengaturan penyelesaiagketa perbankan
syariah telah menjadi kewenangan Pengadilan Agaamkan tetapi masih ada saja
penyelesaian sengketa perbankan syariah yang drajg Pengadilan Negeri. Salah satu
contoh kasus sengketa yang masih menggunakan Rangsddgeri untuk menyelesaikan
sengketa syariah adalah perkara antara Setya Raltiggan PT. Bank Syariah Mandiri
Kantor Cabang Jemur Handayani Surabaya. Dalam pkatbiayaan telah disepakati
apabila terjadi perselisihan, penyelesaian yangrdigan adalah melalui Pengadilan Negeri
Sidoarjo. Dari ketentuan diatas, bahwa penyelessémgketa antara kedua belah pihak
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri SidoarjaddaRal jika mengacu pada Putusan
Mahkamah Konsitusi Nomor 93/PUU-X/2012 maka seharaispenyelesaian sengketa
syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama. Obelio st1, adapun faktor-faktor yang
mempengaruhi masih adanya penyelesaian sengkdtangan syariah yang diajukan ke
Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

1) Faktor adanyahoice of forum
Ketentuan penyelesaian sengketa yang tertera dmdakad yang telah

disepakati oleh para pihak yaitu nasabah dengark.Ba@rdasarkan ketentuan
tersebut para pihak telah memilih Pengadilan Negmiuk menyelesaikan
perselisihnan dikemudian hari yang dituangkan daj@mnanjian (akad). Pada
dasarnya setiap kontrak yang dibuat oleh para plteaks dapat dilaksanakan
dengan itikad baik. Dalam hal ini kontrak yaitu teemunyaijab yang diberikan
oleh salah satu pihak denggabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah
menurut hukum syar’i dan menimbulkan akibat padgekbya.

Dalam pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan&yasering terjadi
perselisihan pendapat baik dalam penafsiran mawalam implementasi isi
perjanjian. Persengketaan tersebut harus segerasghasi dengan cermat untuk
menemukan solusi bagi pihak Lembaga Keuangan $yawgapun nasabah. Untuk
mengantisipasi persengketaan ekonomi syariah yajagl di Lembaga Keuangan
Syariah, baik masyarakat, Lembaga Keuangan Sy#agh Bank maupun non

Bank, serta para pengguna jasanya menyadari baher@kan tidak dapat
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mengandalkan instansi Peradilan Umum apabila bes@ar mau menegakkan

prinsip syariatt?

2) Faktor hakim tidak boleh menolak perkara

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan ptoBesgadilan, definisi
hakim menyebutkan hakim adalah pejabat peradilayaideyang diberi wewenang
oleh Undang-Undang untuk mengadili. Mengadili dkan sebagai serangkaian
tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan mesnparkara berdasarkan
asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidangdBlagn dalam hal menuntut dan
tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. Hakimmiilile kedudukan dan
peranan yang sangat penting demi tegaknya negkuah®leh karena itu terdapat
beberapa nilai yang dianut dan wajib dihormati gbelmyandang profesi hakim
dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai tersebatiatat

a. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna gate@n hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggareegara hukum Republik
Indonesia. Disini terkandung nilai kemerdekaan kizadilan.

b. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kghan hakim untuk
menyelenggarakan peradilan secara sederhana, dapabiaya ringan agar
keadilan tersebut dapat dijangkau semua orangnbaiangadili, hakim juga
tidak boleh membeda-bedakan orang dan wajib mengitoasas praduga tak
bersalah.

c. Kewajiban menegakkan keadilan ini tidak hanya dgreggungjawabkan
secara horizontal kepada sesama, tetapi juga sesréikal kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Hakim tidak boleh menolak untuk memerdea mengadili suatu
perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumdgk &da atau tidak jelas.
Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum katielak ada atau kurang
jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka idowagnggali nilai-nilai
hukum yang hidup di masyarakat. Nilai ini juga @isenilai keterbukaan.

d. Hakim menjunjung tinggi kerjasama dan kewibawaarp&oNilai kerjasama

ini tampak dari persidangan yang berbentuk majalisngan sekurang-

1 Warkum SumitroQp. cit, him. 30.
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kurangnya dari tiga orang hakim. Sebelum menjatahgatusannya, para
hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.

e. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan asegiédap dan
tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggangb kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secararttatiberarti ditujukan
kepada manusia, baik kepada lembaga peradilan oty tinggi maupun
kepada masyarakat luas. Berkaitan dengan pertaggguaban horizontal.
Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakmeswyebutkan bahwa
. “Segala putusan Pengadilan selain harus memasaraldan dasar putusan
tersebut, memuat pula pasal tertentu dari perundadgngan yang
bersangkutan atau sumber-sumber hukum tak tewyaligy dijadikan dasar
untuk mengadili.

Oleh karena itu Pengadilan Negeri juga tidak dapatolak perkara yang
diajukan kepadanya termasuk sengketa perbankaalsyApabila hakim menolak
perkara yang diajukan kepadanya maka hakim dianggagingkari rasa keadilan
yang seharusnya ditegakkan. Hakim sebagai salah pgaangkat Pengadilan
ditugaskan untuk menetapkan hubungan hukum yangnaelya antara kedua
belah pihak yang bersengketa, yang sekaligus midakkonkretisasi hukum

terhadap perkara-perkara yang belum ada hukumnya.

3) Faktor Kurangnya Sosialisasi Hukum

Faktor ini berkaitan dengan penyelesaian senglertaapkan syariah yang
dianggap perlu dilakukan sosialisasi hukum se@testmenerus oleh badan legislatif.
Secara yuridis, pencantuman Pasal 55 ayat (2) ndadang Nomor 21 Tahun 2008
tentang Perbankan Syariah mengingat keberadaaretgh titampung Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradigama yang secara tegas
memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama umbekerima dan
menyelesaikan sengketa ekonomi syariah termasakagithya Perbankan Syariah. Hal
tersebut diperkuat dan dipertegas kewenangan Reraljama dalam menyelesaikan
sengketa ekonomi syariah, dengan adanya Putusarkakbaln Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012 yang membatalkan Penjelasan Pasayab (2) Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariahn&adeanggap bertentangan
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dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar rhlegasatuan Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Sosialisasi terskbususnya ditujukan kepada
pihak bank syariah dan para notaris yang biasamysnukan substansi dari perjanjian
perbankan syariah, karena pada dasarnya akadn(eamjayang dibuat oleh pihak bank
dengan nasabah merupakan perjanjian baku yangdgialsiapkan oleh pihak bank
tersebut. Oleh karena itu yang menentukan pilihakuim terhadap penyelesaian

sengketa adalah pihak bank syariah sendiri.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan
Dengan penjelasan yang telah dijelaskan pada Habdieelumnya, penulisan tesis
ini diperoleh kesimpulan :

a. Karakteristik sengketa Bank Syariah dapat berbereinacetan dalam pelunasan
pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amatamamasyarakat yang disimpan di
Bank Syariah dan Bank Syariah tidak mampu lagi megmbsaat nasabah penyimpan
melakukan penarikan dana yang dananya disimpandikaega. Jadi, sengketa yang
terjadi dapat timbul dari nasabah debitur atau Baydriah itu sendiri. Biasanya yang
menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalakrikatelah dipenuhinya akad yang
telah diperjanjikan antara Bank Syariah denganbadsatau tidak dipenuhinya akad
yang telah diperjanjikan antara Bank Syariah dengssabah atau tidak dipenuhinya
prinsip syariah dalam akad tersebut.

b. Pengadilan Negeri berwenang menyelesaikan sengkdbankan syariah sebagaimana
diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Perbankanay Pasal 55 Undang-Undang
Perbankan Syariah sebagai undang-undang menenRémagadilan Agama sebagai
lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengleebenkan syariah. Namun
Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberikanerkawgan lain melalui
perjanjian, bahwa sengketa perbankan syariah d#fmtigani dengan musyawarah,
mediasi perbankan, badan arbitrase syariah nasataallembaga arbitrase lain serta

melalui Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
2. Saran
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Agar penyelesaian sengketa-sengketa bidang ekosgamiah umumnya, dan
bidang perbankan syariah pada khususnya di Peagadljjama dapat benar-benar relevan
dengan prinsip-prinsip syariah maka diperlukan gddnkum acara (hukum formil) yang
secara khusus berlaku bagi lingkungan Peradilanmagdalam menyelesaikan perkara-
perkara di bidang ekonomi tersebut. Sehubungan atterity, kepada pada legislator
khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan jugaelatah agar sesegera mungkin
dapat mengupayakan adanya hukum acara tersebutlibgigingan Peradilan Agama.
Sementara belum ada aturan dimaksud, diharapkan Mgakamah Agung dapat
mengeluarkan pedoman teknis baik dalam bentuk raratMahkamah Agung (SEMA)
guna menunjang pelaksanaan tugas Peradilan Agatam daenjalankan kewenangan

tersebut.
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